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Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN
MENENGAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG RENCANA
STRATEGIS KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL
DAN MENENGAH TAHUN 2020-2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah
pedoman bagi seluruh unit dalam menyelenggarakan
program dan kegiatan pengembangan Koperasi dan Usaha
Mikro, Kecil, dan Menengah untuk periode S (lima) Tahun
yakni 2020-2024.

Lembaga Pengelolaan Dana Bergulir-Koperasi dan Usaha
Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disebut
LPDB-KUMKM adalah organisasasi non-eselon di bidang
pembiayaan yang berada dibawah dan bertanggung jawab
kepada Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
melalui Sekretaris Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil
dan Menengah.

Lembaga Layanan Pemasaran-Koperasi dan Usaha Kecil
dan Menengah yang selanjutnya disebut LLP-KUKM adalah
organisasi non-eselon di bidang pelayanan pemasaran yang
berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri
Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah melalui Sekretaris
Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
Sistem Informasi Kolaborasi Perencanaan dan informasi
Kinerja Anggaran yang selanjutnya disebut Sistem
Informasi Kinerja KRISNA adalah aplikasi untuk menyusun
Renja K/L dan Informasi Kinerja Anggaran yang bersifat
web  based yang memuat data perencanaan,
penganggaran, dan informasi kinerja Kementerian atau

Lembaga.
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Pasal 2

Renstra disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN;

BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS;
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA
REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN;

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN;
dan

BAB V PENUTUP.

Lampiran

Pasal 3

Renstra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum

dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

Renstra disusun sebagai acuan bagi:

a.

Renstra unit Eselon I di lingkungan Kementerian Koperasi
dan Usaha Kecil dan Menengah;

Renstra LPDB-KUMKM dan Renstra LLP-KUKM;

rencana kerja Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan
Menengah dan Rencana Kerja setiap unit kerja di
lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan
Menengah;

rencana program atau kegiatan pengembangan bidang
koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah di tingkat
provinsi/kabupaten /kota dan lintas pemangku
kepentingan;

pelaksanaan program atau kegiatan pengembangan bidang
koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah di tingkat
provinsi,  kabupaten/kota dan lintas pemangku
kepentingan; dan

pengendalian program atau kegiatan pengembangan bidang

koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah.
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(2)

(3)

(4)

(9)

2020, No. 764

Pasal 5
Setiap pejabat Eselon I, Direktur Utama LPDB-KUMKM,
Direktur Utama LLP-KUKM, dan Eselon II setingkat di
lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan
Menengah menjabarkan lebih lanjut Renstra Kementerian
Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dalam Renstra
unit kerja masing-masing.
Setiap unit Eselon I, LPDB-KUMKM dan LLP-KUKM,
harus menetapkan Indikator Kinerja Utama yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Renstra
masing-masing unit Eselon [, LPDB-KUMKM dan LLP-
KUKM, dan disampaikan kepada Menteri Koperasi dan
Usaha Kecil dan Menengah.
Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) merupakan Indikator Kinerja Kementerian Koperasi
dan Usaha Kecil dan Menengah.
Setiap pejabat Eselon I, Direktur Utama LPDB-KUMKM,
dan Direktur Utama LLP-KUKM harus menyusun
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah unit
kerja berdasarkan Renstra dan Indikator Kinerja Utama
yang telah disusun.
Renstra bersifat dinamis dan memiliki fleksibilitas yang
dapat dilakukan penyempurnaan atau perubahan sesuai

dengan perkembangan anggaran.

Pasal 6

Data dan informasi kinerja Renstra yang termuat dalam Sistem

Informasi KRISNA-Renstra merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari dokumen Renstra Kementerian Koperasi dan

Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3.

Pasal 7

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya
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LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN
USAHA KECIL DAN MENENGAH

NOMOR 5 TAHUN 2020

TENTANG RENCANA STRATEGIS
KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA
KECIL DAN MENENGAH TAHUN 2020-
2024

BAB 1
PENDAHULUAN

1.1  KONDISI UMUM

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional telah mengamanatkan bahwa Pimpinan Kementerian/Lembaga menyiapkan rancangan
Rencana Strategis (Renstra) sesual dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman
kepada rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Sejalan
dengan itu. maka Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 telah memberikan tahapan RPJPN 2005-2025 menjadi
4 (empat) tahapan RPJMN yaitu, RPJMN [ Tahun 2005-2009, RPJMN 1I Tahun 2010-2014,
RPIMN I1I Tahun 2015-2019. dan RPJMN IV Tahun 2020-2024.

Saat ini RPJPN 2005-2025 memasuki tahapan ke IV yaitu RPJMN 2020-2024 yang
merupakan penjabaran dari visi. misi dan program Presiden hasil Pemilihan Umum tahun 2019.
RPJMN 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari RPJPN 2005-2025 sehingga menjadi sangat
penting. Sesuai dengan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024
adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui
percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur
perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif diberbagai wilayah yang
didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Pemerintah memiliki 7 (tujuh) agenda pembangunan yang di dalamnya terdapat Program
Prioritas. Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas, yaitu: 1) Memperkuat Ketahanan Ekonomi
untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan; 2) Mengembangkan Wilayah untuk
Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan: 3) Meningkatkan Sumber Daya Manusia
yang Berkualitas dan Berdaya Saing: 4) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan:
5) Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar:

www.peraturan.go.id
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6) Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim: dan
7) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Pengembangan Koperasi dan UMKM kedepan diarahkan untuk memperkuat ketahanan
ckonomi dalam rangka mendukung pertumbuhan yang berkualitas dengan sasaran utama
peningkatan nilai tambah, daya saing, investasi, ekspor, substitusi impor dan perluasan lapangan
kerja melalui penguatan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan
Kewirausahaan. Selain itu, implementasi pembangunan dan pembudayaan sistem ekonomi
kerakyatan berlandaskan Pancasila, mencakup: (a) membangun budaya ekonomi nasional dengan
platform koperasi dalam kegiatan usaha produktif; (b) peningkatan etos kerja dan kewirausahaan
berlandaskan semangat gotong royong: dan (c) penumbuhan budaya konsumen cerdas dan cinta
produk dalam negeri. seperti yang tercantum dalam lampiran 1 Perpres Nomor 18 Tahun 2020
tentang RPJMN Tahun 2020-2024.

Disamping itu. dalam lampiran tersebut juga menyebutkan tentang Pengarusutamaan
Gender (PUG) yang merupakan strategi untuk mengintegrasikan perspektif gender ke dalam
pembangunan mulai dari penyusunan kebijakan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta
pemantauan dan evaluasi untuk mewujudkan kesetaraan gender, sehingga mampu menciptakan
pembangunan yang lebih adil dan merata bag seluruh penduduk Indonesia. sebagaimana
Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan
Nasional. Untuk itu, perspektif gender menjadi salah satu isu strategis dalam mengintegrasikan
program dan kegiatan di Kementerian Koperasi dan UKM yang diatur dalam Keputusan Menten
Koperasi dan UKM Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan
Pengarusutamaan Gender Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil. dan Menengah.

Penyebaran Virus Corona (Covid-19) sejak Tahun 2019 membenkan implikasi yang sangat
signifikan terhadap perekonomian Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Triwulan [
Tahun 2020, pertumbuhan perekonomian Indonesia mengalami perlambatan, sehingga tumbuh
hanya mencapai berkisar 2,97%. Terbatasnya kegiatan produksi dan aktivitas ekonomi,
diakibatkan oleh terhambatnya pasokan barang baik antar daerah, antar pulau dan antar negara
lain untuk keperluan produksi serta pembatasan aktivitas ekonomi guna pencegahan penyebaran
kerja, tertahannya pendapatan dan konsumsi masyarakat, sehingga mengurangi permintaan
produk Koperasi dan UMKM. Melemahnya prospek pertumbuhan ekonomi mengakibatkan
terjadinya penyesuaian keadaan masyarakat berupa penundaan pengeluaran (konsumsi) terutama
kunjungan ke tempat wisata dan umum (fasilitas layanan publik). Selain itu. kondisi yang belum
membaik menurunkan minat investor untuk melakukan investasi di Indonesia, seiring dengan
melemahnya permintaan global atas produk dalam negeri dan terbatasnya permintaan.

www.peraturan.go.id
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I.1.1 PENCAPAIAN PELAKSANAAN RENSTRA KEMENTERIAN KOPERASI DAN
UKM 2015-2019

Hasil-hasil pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Kementenian Koperasi dan UKM
tahun 2015-2019 dimasukkan dalam perkembangan makro Koperasi dan UMKM nasional serta
pencapaian target-target Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian Koperasi dan UKM.
Pencapaian ini memberikan landasan bagi perbaikan kebijakan yang sudah ada dan penyusunan
kebijakan baru dalam rangka memfasilitasi Koperasi dan UMKM untuk semakin berdaya saing,

A. Perkembangan Koperasl

Perkembangan koperasi nasional saat ini menunjukan kinerja yang secara umum positif
(Tabel 1.1.). Reformasi Total Koperasi telah berhasil meningkatkan kontribusi PDB Koperasi
terhadap PDB Nasional dari 3.99% pada tahun 2016 meningkat menjadi 5.54% pada tahun 2019.
Peningkatan kontribusi PDB Koperasi tersebut telah memberikan dampak terhadap peningkatan
kesejahteraan anggota dan masyarakat serta pemerataan pembangunan perekonomian nasional
vang dapat dilihat melalui peningkatan jumlah volume usaha koperasi pada tahun 2016 sebesar
Rp 67,50 triliun, naik 103% pada tahun 2017 menjadi Rp. 137,26 triliun, pada tahun 2018 naik
6.3% menjadi Rp. 145.86 triliun dan pada tahun 2019 naik 5.7% menjadi Rp. 154.14 triliun yang
menggambarkan bahwa kontribusi koperasi dalam perekonomian juga mengalami peningkatan.

Dilihat dari perspektif skala nasional, maka peningkatan volume usaha tersebut dapat
dijelaskan bahwa yang masuk dalam modal sendiri sebesar Rp. 26.25 triliun pada tahun 2016, Rp.
66,93 triliun pada tahun 2017, Rp. 74,90 triliun pada tahun 2018 dan Rp. 70,92 triliun pada tahun
2019, sedangkan modal luar secara nasional sebesar Rp. 28,23 triliun pada tahun 2016, Rp. 61,76
triliun pada tahun 2017, Rp. 66,22 triliun pada tahun 2018 dan Rp. &1.190 triliun pada tahun
2019. Asset yang dimiliki secara nasional pada tahun 2016 sebesar Rp. 54,48 triliun, pada tahun
2017 sebesar Rp. 128,70 triliun, pada tahun 2018 sebesar Rp. 141,13 triliun dan pada tahun 2019
Rp. 152,113 triliun

Jika dilihat dan sudut pandang anggota, maka jumlah anggota koperasi aktif mengalami
peningkatan rata-rata 37.98% dan sejumlah 11.842.415 orang pada tahun 2016 menjadi

22.463.738 orang pada tahun 2019.
Tabel 1.1 Perkembangan Kinerga Koperasi 2016-2H9

No Indikator 2016 2017 2018 2019

g [2omiet opoue Akut 151.170 152174 126,343 123.048
{Unit)

2 | Jumlah Anggota (Orang) 11.842.415 18228.682 | 20,049,995 | 22.463.738

3 | Jumlah Sertifikasi NIK 7185 20.136 30.188 35.761

4 |JomiahRAddat Seaidisi 2625 66.93 74.90 7092
(Rp. Triliun)
Jumlah Modal Luar

5 3% 2823 61.76 6622 81,190
(Rp. Tnliun)

6 | Jumlah Assct (Rp. Triliun) 5448 128,70 131,13 152,113

www.peraturan.go.id
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g [ 2Rk Vot i 67,50 137.26 145.86 154,718
(Rp. Triliun)
% | Jumlah PDB Koperasi (%) 3.99 348 5.10 554
Sumber: K tan K i dan UKM, 2019

r

Kementerian Koperasi dan UKM juga telah membagi koperasi kedalam 17 (tujuh belas)
sektor untuk memudahkan proses pendataan. Menurut data ODS. sektor usaha koperasi di bidang
jasa keuangan dan asuransi mendominasi pilihan usaha koperasi yaitu sebanyak 56.017 koperasi,
ditkuti dengan sektor jasa lainnya sebanyak 36.911 koperasi. Selanjutnya. sektor pertanian,
kehutanan dan perikanan sebagai sektor il sebanyak 12.290, sektor penyediaan akomodasi dan
makan minum sebanyak 10.150 koperasi. Sektor informasi dan komunikasi sebanyak 1.962
koperasi serta sektor perdagangan besar dan eceran sebanyak 1.03] koperasi juga menjadi sektor
pilihan bagi koperasi di Indonesia. Sektor lain yang hadir dalam usaha koperasi adalah sektor
transportasi dan pergudangan sebanyak 701 koperasi, sektor industn pengolahan sebanyak 630
koperasi, sektor jasa perusahaan sebanyak 197 koperasi. sektor pertambangan dan penggalian
sebanyak 183 koperasi. sektor pengadaan listrik dan gas sebanyak 89 koperasi, sektor konstruksi
sebanyak 67 koperasi. sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang
sebanyak 37 koperasi, sektor jasa pendidikan sebanyak 28 koperasi, sektor jasa kesehatan dan
kegiatan sosial sebanyak 27 koperasi, sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan
sosial sebanyak sebanyak 12 koperasi dan sektor real estat sebanyak 11 koperasi. Secara ningkas

sektor koperasi tersebut ditunjukkan pada Gambar 1.1. berikut:
Gambar 1.1, Sckior Usaba Koperasi

SEKTOR USAHA KOPERASI

Adm Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial 12
Industri Pengolahan  » &
Informasi dan Komunikasl w1562
Jasa Xesehatan dan Keglatan Sosial 27
Ja53 Kouangan dan Asurans S 101 7
Pengadaan Ar, Pengsampa, Limbah dan Dawr Ulang &
lasa Lainnya Wl
lasa Pendidikan 2
1asa Perusshaan | 192
Konstruks &7
Transportasi dan Pergudangan » 04
Pengadaan Ustrik dan Gas =
Penyediaan Akomodas dan Makan Minufn e 10150
Perdagangan Besar dan Eceran B 1031
Pertambangan dan Penggallan | 1m3
Pertanian, Kehutanan dan Ferllanan  E——— 12100
Realfstat 1
0 10000 0000 10000 4000 a0 A0000

Sumber- Kementerian Koperasi dan UKM. 2019

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian,
bahwa koperasi terbagi dalam 3 (lima) Jenis yaitu: Koperasi Pemasaran, Koperasi Jasa, Koperasi
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Simpan Pinjam, Koperasi Konsumen dan Koperasi Produsen. Adapun jenis-jenis koperasi secara
ringkas ditunjukkan pada Gambar 1.2. berikut:

FENIS USAHA KOPERAS| BERDASANKAN BIDANG USAHA

sam
TeaT
15A¥7
[ S SR ————
Gambar 1.2, Jenis Usaba Koperasi
Sumber: K un Koperasi dan UKM, 2019

Sebagaimana hasil dari Owline Data Svstem (ODS) yang dimiliki oleh Kementerian
Koperasi dan UKM, hasil pendataan diolah dan mengelompokkan koperasi kedalam 44 (empat
puluh empat) kelompok yang secara ringkas ditunjukkan pada Gambar 1.3. berikut:

| ||I|I|.lll-.-|_- e _ =
pm=c-= > 8 c D ETFEALEDS FEecm EY0EE [N
FEpEnhS5PRAERT pPFIEEnAeR3EISEER IR EREREERE
PIs e rRRas e aEddsiedgdnadas Espilgzpnadact
TIZdxf €£-3 L ReS cERREdREA3E SRS R S EL 2 EE0E
x| 5 5532 2a8ScpEagichis Epar a8 FRera gl
ga £ L n& §‘,.- =5 w387 8 Bw ah e yE*ERTO
g2k & R anSxgEEad] FHE8azs XZaFhiEg C 4=58:2
2ayE b 2RI E U258 R'_ﬁé"rq sEEZew} i sieii
3 P %&T g o &8 g0« 5 28 L <« ¥ X BPs
a = 0 a a = U . x5 T - ¢ = 353
ap T * < L3
S &R F a x = < x o X B e 4 Sg< 4
¥XRE & s g a4 2 3 g 8 sk o8 <
¥ 5 b3 = ¢ (i x ;% g;xgi
G S L 3
; = 3 % E -4
< g * ¥
x
Gambar 1.3. Kelompok Usaha Kop
Sumber- K ian Koperasi dan UKM, 2019

Lebih lanjut, pembagian koperasi kedalam beberapa kelompok tersebut diharapkan dapat
mempermudah dan mempertegas pembinaan schingga koperasi di Indonesia dapat berperan
dalam pasar global sebagai peluang untuk meningkatkan kemakmuran bagi setiap negara yang
berpartisipasi didalamnya. Dengan kata lain, globalisasi dapat menguntungkan semua pihak.
Namun demikian, disisi lain ada pihak yang mendapat manfaat dari fenomena pasar global ini
yaitu usaha berskala besar yang memiliki kapasitas besar dan mampu bersaing di pasar global.
Koperasi harus bertindak sebagai perantara antara pasar global dan pasar lokal yang
memungkinkan setiap anggotanya untuk menjalankan kontribusi mereka dan pada saat yang sama
dapat menjadi pemilik koperasi.
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B. Perkembangan UMKM

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM struktur usaha UMKM di

bagi menjadi 4 (empat) kriteria, yaitu :

t

Usaha Besar, merupakan usaha yang memiliki asset lebih besar dari Rp. 10 miliar Rupiah
dan omzet diatas Rp. 50 miliar (pada tahun 2018 berjumlah 5.550 Unit)

Usaha Menengah . merupakan usaha yang memiliki asset lebih besar dari Rp. 500 juta
hingga Rp. 10 miliar dan omzet diatas Rp. 2.5 miliar hingga Rp. 5 miliar (pada tahun 2018
berjumlah 60.702 Unit)

Usaha Kecil . merupakan usaha yang memiliki asset lebih besar dani Rp. 50 juta hingga Rp.
500 juta dan omzet diatas Rp. 300 juta hingga Rp. 2.5 miliar (pada tahun 2018 berjumlah
783.132 Unit)

Usaha Mikro, merupakan usaha yang memiliki asset maksimum Rp. 50 juta dan omzet
maksimum sebesar Rp. 300 juta (pada tahun 2018 berjumlah 63.5 juta Unit)

Usaha Mikro. Kecil dan Menengah (UMKM) memegang peranan penting dalam

perekonomian Indonesia. Peranan UMKM ini berkontribusi dalam perluasan kesempatan kerja

dan penyerapan tenaga kerja. pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB), penyediaan jaring

pengaman terutama bagi masyarakat berpendapatan rendah untuk menjalankan kegiatan ekonomi
produktif serta kontribusinya dalam ekspor dan penciptaan modal tetap/investasi (Tabel 1.2.).

Tabel 1.2 Perkembangan UMKM Indooesia 2015.2018

Jumlah UMKM (umit) 59.260.000 61.650.000 62922617 64.194.057
Tenaga kerja (orang) 123.230.000 112.890.000 116431224 116978631
PDB Konstan (Rp. Triliun) ‘ 165543 ‘ 517106 5.445 .56 572104
PDB harga Berlaku (Rp. Triliun) 622829 ‘ 7.009 .28 782028 8.573.89
Ekspor non migas (Rp. Triliun) . 18598 l 255,13 - 101,62 V 293184
Investas: Harga Bu.l:.nku(Rp Triliun) . 1.8IR.7S ' 205797 ‘ 237741 256454
Produktivitas UMKM per unit usaha (unit) 27.930.000 I K3_880.000 86.220 000 124300000
Produktivitas UMKM per Tenaga Kerja (unit) . 13.430.000 ' 45.830.000 ‘ 46.500.000 68.320.000

Sumber: Kementerian Koperasi dan UKM, 2018

UMKM memiliki peranan yang sangat strategis untuk pertumbuhan ekonomi di Indonesia

dimana UMKM telah mampu menyerap sekitar 97% temaga kerja di Indonesia. Kontribusi
lainnya dari UMKM dalam penopang perekonomian Indonesia adalah 61,07% dani pembentukan
Produk Domestik Bruto (PDB), 14,37% dari sisi ekspor non migas dan 60,42% penciptaan modal
tetap/investasi.
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o8 @ 61,07% total PDB
. 9% total tenaga kerja Nasional

“711437% total ekspor

060.42% total investasi

Gambar F4. Kontnbusi UMKM dalam Angka
Sumber: K an K i dan UKM, 2018

ﬂ 99% total lapangan kerja

L

Kontribusi penyerapan tenaga kerja Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)
berdasarkan data yang diolah Kementenian Koperasi dan UKM sebanyak [16.97 juta orang atau
sebesar 97% dari total tenaga kerja sebanyak 120,598 juta orang. Kontribusi PDB UMKM
terhadap PDB Nasional sebesar 61.07% dan Rasio Kewirausahaan tahun 2018 sebesar 3.47%.
Jumlah UMKM di Indonesia mengalami peningkatan dari sebesar 59,26 juta unit pada tahun
2015 menjadi sebesar 64.1 juta pada tahun 2018 dan diperkirakan akan bertumbuh hingga 68.60
juta pada tahun 2020. Produktivitas sektor UMKM per unit usaha mengalami peningkatan dan
sebesar Rp. 27,93 juta pada tahun 2015 menjadi sebesar Rp. 86,22 juta pada tahun 2017 dan
diperkirakan akan bertumbuh hingga 182.59 juta pada tahun 2020. Produktivitas per tenaga kerja
meningkat dari Rp. 13,43 juta pada tahun 2015 menjadi  Rp. 46.50 juta pada tahun 2017 dan
diperkirakan akan bertumbuh hingga 101,39 juta pada tahun 2020. Rendahnya produktivitas
menjadi kendala bagi UMKM untuk berkembang dan mencapai skala ekonomi yang semakin
besar. Kondisi ini menyebabkan fenomena missing middle seperti yang ditulis dalam dokumen
World Bank dan dijelaskan lebih rinci oleh Chang-Tai Hsieh dan Benjamin A. Olken melalui
jurnal ekonomi The Missing “Missing Middle” (2014) mengenai usaha kecil dan menengah yang
sebenarnya dibutuhkan untuk menopang industrialisasi dan ekspor.

C. Pencapaian Target Kinerja Kementerian Koperasi dan UKM 2015-2019

Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan UKM pada tahun 2016-2017 menetapkan 8
(delapan) sasaran strategis dan pada tahun 2018 menetapkan 3 (tiga) sasaran strategis terkait dan
substansi pembangunan Koperasi dan UMKM. Secara umum, pencapaian target pembangunan
Koperasi dan UMKM pada tahun 2016, 2017 dan 2018 cukup bervariasi secara persentase. Untuk
pencapaian sasaran strategis tahun 2016-2017 sebagaimana Tabel 1.3. berikut:

Tabel 13 P T S S gis Tabun 2016.2017
Target Capaian
2016 2017 2016 2017
I | Menmgkatnya Proporst  Jumlah Tenaga | 7.5% 7.5% 3.87% 5,33%
Jumlah Tenaga Kerja Koperasi

No | Sasarsn Strutcgis Indikator Kinerju

Kerja yang
Berasal duri
Pelsku Koperasi
dan UMKM
2 | Menmgkatnya Proporsi  Jumlah Koperas: 1% 11% 658.53% | 050.57% |
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-14-
Jumlah. Skals Aktif
dan Kapasitas
Usaha Koperas)
dan UMKM
3 | Menmgkatnya Proporss  UMKM  yang 3% 5% 8% 138.8%
Pendapatan dan | Mengakses
Income Pembiaysan Formal dengan
Masvarakat dan | Target Schesar 25%
Pelzku UMKM
4 | Terwupdnya 1. Persentase Koperas 33% 33% 16.82% 85.24%
Tata Kelola (Induk/Nasional,
Orgamsas: dan Sckunder/Provinsy,
Kinerja Koperasi Primer Kab'Kota) yang
yang Profesional, aktif dan RAT
Kredible dan 2 Persentase Pertumbuban 18% 18% -203.28% | 153,72%
Akuntabel Rata-Rata Volume
Usaha Koperasi
{ Induk/Naswnal,
Sckunder/Provinsi,
Primer Kah/Kota)
3. Persentasc Pertumbuhan 10%% 10%% -300% 14.9%
Rata-Rata Jumlah
Anggota Kopcrasi
{ Induk/Naswnal,
Sckunder/Provinsi,
Primer Kah/Kota)
4. Persentase Koperasi 10%% 10%% 100% 130%
{ Induk/Nasional,
Sckunder/Provinsy,
Prmer Kah'Kota) yang
Mcmulhiki Kateron
Schat/Berkualitas
Terhadap Tmgkat
Persepsi Masyurakat
Terhadap Koperasi
5 | Terwupudaya . Persentase/Propors: 10.000 10.000 108% 200,05%
Wirausaha dart Pertambahan  Jumlah | Orang Orang
Pelaku UMKM Wirausaha
yang Tangguh
dan Mandiri
2 Persentase UMKM vang | 035% 0.35% 62.86% 322.86%
Berpotensi Tumbuh dan
Inovatif
6 | Menmgkatnya 1. Persentase  Kontnbusi | 7.5% 7.5% 14.27% 40.13%
UMKM dalam UMKM dalam PDRB
Berkontribusi dan PDB Nasional
pada
Perckonoman
Dacrah dan
Nasional
2.  Persentasce Rata-Rata 7% ™% 0.71% 41.71%
Kontribusi UMKM
Ekspor Non-migas
3. Persentasc Rata-Rata 10.5% 10.5% -20,38% 28.38%
Pertambahan  Kontnibus:
UMKM dan Koperasi
dalam Investas
4. Jumlah UMKM duan 2.000 2.000 67,6% 104,15%
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Koperasi
Mcncrupkan
Standardisasi Mutu dan
Sertifikasi Produk
dengan Target Schanyak
10.000 Unit

yang

UMKM

UMEM

Mcningkatnya
Koperasi dan
UMKM dalam
Peningkatan
Kesejahterzan
Masyarakat

Persentase  Kontnbus:
Pendopatan  Anggota
(SHU) Koperasi dan
Pelaku UMKM dalam
Peningkatan
Kescjahteraan
Masyarakat

0.5%

0.5%

128%

129,24%

Kapasitas 1
Organisast
Kementeran
Koperasi dan
UKM

Indcks Relormas:
Birokrasi  Kementerian
Koperasi dan UKM

Nilas Akuntabilitas
Kinerja  Kementerinn
Koperasi dan UKM

Tingkat Kepuasan
Masyarakat  terhadap
Pelayanan  Kementerian
Koperasi dan UKM

3.00

3.00

K1.0%

73,06%

Opint BPK dan Publik
tentang  Laporan afas
Kincrja Keuangin
Kementerian  Koperasi
dan UKM

WiP

Pada tahun 2018, terdapat perubahan Target Kinerja Kementerian Koperasi dan UKM

pada Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja, dikarenakan adanya revisi pada dokumen Rencana
Strategis Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2015-2019 berdasarkan Peraturan Menteri
Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Mentenn Koperasi dan UKM Nomor 07/Per/M.KUKM/VII2015 tentang Rencana
Strategis Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2015-2019. Adapun pencapaian target kinerja
tahun 2018 sebagaimana Tabel 1.4.

Tabel 1.4 Pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2018

. s o S Target | Capaian
No | Sasaran Strategis Indikator Kinerja 2018 2018
I | Terciptanya . Persentase Jumlah Tenaga Kerja [ 4%-55% | 6.5%
Koperasi dan UMKM
UMKM  dalam | 2. Persentase Koperasi 10% 200%
Perluasan (Induk/Nasional,
Kesempatan Sekunder/Provinsi, Primer
Kerja serta Kab/Kota) yang Memiliki Kategori
Pemerataan Sehat/Berkualitas
Pendapatan 3. Persentase  Jumlah  Wirausaha | 10.000 79.68%
Nasional Orang
2 | Terwujudnya 1. Persentase Kontribusi Koperasi dan | 6.5%- 173,54%
Koperasi dan UMKM dalam Pembentukan PDB 1.5%
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UMKM  dalam | 2. Persentase Kontribusi UMKM dan | 5%-7% | -29.2%
Mendorong Koperasi dalam ekspor non-migas
Pertumbuhan 3. Persentase Kontribusi UMKM dan | 8.3%- 172.47%
Ekonomi  serta Koperasi dalam Investasi 10.5%
Pengentasan 4. Pertumbuhan Produktivitas UMKM | 5%-7% 88%
Kemiskinan 5. Proporsi UMKM yang Mengakses | 25% (5% | 143.4%
Pembiayaan Formal pertahun)
6. Jumlah UMKM dan Koperasi yang | 2.000 127,3%
Menerapkan Standardisasi Mutu | Unit
dan Sertifikasi Produk
ﬂaﬂisipasi Anggota Koperasi dalam | 55% 96,51%
Permodalan
8. Pertumbuhan Jumlah Anggota | 7.5%- | -327.07%
Koperasi 10%
9. Pertumbuhan  Volume  Usaha | 155%- | 319.55%
Koperasi 18%

3 | Terwujudnya 1. Indeks Reformasi Birokrasi Baik 100%
Kementerian 2. Nilai Akuntabilitas Kinerja [ Baik 100%
Koperasi dan Kementerian Koperasi dan UKM
UKM yang
Profesional  dan
Berkinerja Tinggi

Sumber: Kementerun Koperasi dan UKM, 2019

1.1 POTENSI DAN PERMASALAHAN
1.2.1 POTENSI
A. Potensi Koperasl

Menurut data Jnternational Co-operative Alliance (ICA) tahun 2019, kopemasi atau
kelompok koperasi di seluruh dunia menghasilkan omset sebesar USD 2.1 triliun sekaligus
menyediakan layanan dan infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat untuk berkembang.
Setidaknya 12% orang di seluruh dunia adalah bagian dani 3 juta koperasi di seluruh dunia dan
data ICA menyebutkan bahwa Koperasi memberikan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang
berkelanjutan dan pekerjaan yang stabil dan berkualitas dengan mempekerjakan 280 juta orang di
seluruh dunia atau sekitar 10% dar populasi pekerja dunia.

Dalam beberapa tahun terakhir muncul istilah “sharing economy™ atau “collaborative
economy”. Istilah-istilah ini biasanya digunakan untuk merujuk pada penggunaan platform digital
dalam mengolaborasikan beragam kelompok dan berbagai sektor dengan bermacam-macam
sumber daya untuk saling bertukar, berbagi, atau bersinergi dalam berbagai cara. Platform
ekonomi kolabomatif baru terus diluncurkan oleh perusahaan, orgamisasi nirlaba, kelompok
informal, dan beroperasi secara lokal. nasional, atau bahkan global. Gagasan yang mendasari
collaborative economy adalah bahwa banyak sumber daya yang ada masih kurang dimanfaatkan
oleh pemiliknya, padahal sumber daya itu bisa memiliki nilai lebih tinggi jika dibagikan atau
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dipertukarkan dengan pihak lain yang mungkin lebith membutuhkannya. Salah satu manfaat sosial
terpenting dari sharing/collaborative economy adalah penciptaan wirausaha baru,

Melihat potensi platform sharing ecomomy sebagai alat strategis untuk mendistribusi
kemakmuran, seharusnya model bisnis ini bisa menjadi model miniatur dani ekonomi kerakyatan
yang sejalan dengan semangat koperasi. Studi yang dilakukan oleh Parlemen Uni Eropa pada
tahun 2016 memperkirakan nilai omset seluruh pelaku collaborative economy dapat mencapai
§ 572 miliar pada tahun 2025.

Di Indonesia, perkembangan Teknologi Informasi (TI) juga telah menghadirkan berbagai
inovasi dalam berusaha. Bonus demografi serta infrastruktur teknologi informasi yang masif tefah
melahirkan stars-up dengan aneka layanan berbasis smartphone. Start-up adalah model bisnis
baru yang saat ini sangat diminati oleh para millenials. Indonesia saat ini memiliki hampir 1000
start-up dan berdasarkan hasil studi Polling Indonesia yang bekerja sama dengan Asosiasi
Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) menyebutkan bahwa pengguna internet mencapai
171,17 juta orang. Kondisi ini dapat menjadi peluang bagi gerakan koperasi di Indonesia untuk
berinovasi dengan asumsi bahwa nilai-nilai koperasi seperti pengelolaan yang demokratis,
kesetaraan dan keadilan sangat selaras dengan gaya hidup millenials. Oleh karenanya,
pengembangan koperasi model start-up atau sebaliknya start-up berbasis koperasi dapat
dijadikan upaya dalam menghadapi revolusi industri 4.0 serta bonus demografi. Nilai-nilai
koperasi seperti demokrasi, kesetaraan, keadilan dan lainnya dapat selaras dalam menjawab
keadaan perseroan dimana pemilik modal berkuasa penuh. Komunitas kreatif yang tumbuh di era
ekonomi kreatif akan merasa tepat berada dalam model koperasi daripada perseroan karena
koperasi lebih mengafirmasi dan mengamplifikasi nilai sosial-budaya suatu komunitas. Hal ini
akan menjadi energi baru yang dibutuhkan untuk melakukan regenerasi di masa bonus demografi,
sehingga memberikan optimisme terhadap model ini untuk dapat berkembang terus dan tidak

hanya bersifat sementara.

B. Potensi UMKM

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) mempunyai peran yang sangat penting dalam
menggerakkan roda perekonomian Indonesia. aktivitas UMKM merupakan kegiatan ekonomi
yang tidak dapat dipisahkan dani kehidupan masyarakat dalam mencukupi kebutuhan hidup dan
memiliki fleksibilitas yang tinggi dalam aktivitasnya. Oleh sebab itu, jumlah UMKM di
Indonesia yang mencapai 99 persen dari total jumlah sektor usaha yang ada menjadikan UMKM
sebagai salah satu wadah paling tepat untuk menampung para tenaga kerja yang tidak memiliki
keahlian tinggi. Menurut data yang diolah Kementerian Koperasi dan UKM bersama BPS,
UMKM telah menyerap 97 persen tenaga di Indonesia atau sebanyak 116,97 juta orang.

Salah satu faktor yang mendukung peran UMKM terhadap perekonomian nasional adalah
bonus demografi yang dimiliki oleh Indonesia. Berdasarkan data BPS, rasio kelompok usia
produktif di Indonesia diperkirakan akan terus meningkat dari 674 persen pada tahun 2010
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(Jumlah penduduk 237,6 juta) menjadi 69,7 persen pada tahun 2025. Indonesia saat ini tengah
memasuki fase bonus demografi. Menurut hasil Susenas Tahun 2018, Indonesia adalah rumah
bagi 63,82 juta jiwa pemuda. Jumlah proporsi tersebut merupakan seperempat dan total
penduduk atau berjumlah 24.15 persen dari total sekitar 265 juta jiwa penduduk Indonesia yang
jika dikombinasikan dengan 64,19 juta unit Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM)
memberikan kontribusi besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. Selain itu,
peningkatan demografi ini tentunya akan diikuti oleh meningkatnya perkembangan sektor-sektor
ekonomi seperti: teknologi, hiburan, pendidikan, konsumsi. perdagangan dan keuangan yang
akan bertumbuh pesat. Meningkatnya perkembangan sektor-sektor ekonomi tersebut diharapkan
mampu mengurangi permasalahan tingkat pengangguran dan mampu menguatkan daya serap
tenaga kerja di beberapa sektor industri, Kontribusi penyerapan tenaga kerja oleh UMKM sebesar
97 persen memberikan kontribusi terhadap pengurangan jumlah pengangguran.

Kontribusi Penyerapan Tenaga Kerja

= Usaha Mikro
ESELS * Usaha Kecll
w Ussha Munengah

4.8an * Usaha Besar

BI%N

Gambar 1.5, Kontribusi Penyerapan Tenga Kerju
Sumber: Kementerian Koperasi dan UKM, 2019

Pengembangan pembangunan ekonomi yang berbasis partisipasi masyarakat luas sebagai
pelaku usaha merupakan komitmen pemerintah dalam pembangunan ekonomi saat ini. UMKM
sebagai pondasi perekonomian nasional dapat dilihat dan data Kementerian Koperasi dan UKM
tahun 2018 bahwa kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebanyak 61,07 persen
dan terhadap Ekspor Non Migas sebanyak 14.37 persen.
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1.2.2 PERMASALAHAN DAN TANTANGAN
A. Permasalahan dan Tantangan dalam Pengembangan Koperasi

Pelaksanaan Reformasi Total Koperasi melalui  Reorientasi, Rehabilitasi  dan
Pengembangan telah memberikan dampak bagi eksistensi Koperasi di Indonesia. Menurut data
ODS yang telah dipilah dan diverifikasi, sebanyak 40.013 unit koperasi telah dibubarkan. Hal ini
dilakukan dengan mengidentifikasi koperasi yang tidak aktif atau tidak melaksanakan Rapat
Anggota Tahunan (RAT) selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dan atau tidak menjalankan
kegiatan usaha.

Awal permasalahan pembubaran koperasi tersebut. diantaranya bisa disebabkan oleh
permasalahan kapasitas aparatur pembina dan kualitas pelaku koperasi, antara lain:
1) Adanya motivasi salah dalam mendirikan koperasi yang hanya mengharapkan bantuan semata:
2) Masih adanya salah paham dalam kepengurusan koperasi, yaitu menggunakan badan hukum
koperasi untuk kepentingan pribadi: 3) Masih adanva pola yang salah dalam mengurus koperasi
mengakibatkan usaha koperasi tidak berkembang bahkan cenderung mengalami defisit: dan
4) Masih kurang optimalnya pembinaan akibat keterbatasan kompetensi dan komitmen dari pam
pembina koperasi. baik Dinas yang membidangi Koperasi dan UMKM di daerah, Petugas
Penyuluh Koperasi Lapangan (PPKL) maupun pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian
Koperasi dan UKM.

Dalam era digitalisasi ini terdapat beberapa tantangan dan permasalahan lain, selain
permasalahan diatas yang harus dihadapi oleh koperasi. Permasalahan besar koperasi adalah
sebagai berikut :

1. Sumber Daya Manusla (SDM)

a. Terbatasnya SDM pengelola koperasi yang berkualitas, berakibat pada
pengelolaan koperasi yang tidak menggunakan pendekatan manajemen usaha yang
professional.

b. Para kaum muda atau yang lebih sering disebut millenial di Indonesia hanya
sedikit sekali yang tertarik dengan koperasi karena melihatnya sebagai model yang
ketinggalan zaman atau kurang modern, dijalankan oleh orang-orang tua dan
dianggap kurang inovasi. Hal ini berdampak pada tata kelola koperasi yang kurang
mengikuti perkembangan atau belum sepenuhnya menggunakan teknologi dan
model bisnis yang lebih selaras dengan perkembangan. Oleh karenanya. Koperasi
harus mampu menarik minat kaum muda sebagai target yang potensial agar masuk
kedalam ekosistem koperasi dan memberikan sentuhan inovasi serta kreativitas
vang dapat menjadi modal bagi Koperasi untuk memiliki daya saing maupun
insiatif model bisnis baru. Selain itu, dapat mempercepat proses regenerasi SDM

koperasi (millennials take over).
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2. Kelembagaan
Vist Presiden dan Wakil Presiden Indonesia 2020-2024 berorientasi pada penciptaan
lapangan kerja baru. Secara statistik serapan tenaga kerja di sektor koperasi masih
belum optimal. Hal tersebut disebabkan karena Indonesia belum memiliki model
kelembagaan koperasi. Sebagian besar koperasi saat ini yang paling dominan, yaitu:
simpan pinjam (credit unmion), konsumsi dan produksi. Hal ini disebabkan oleh
beberapa faktor antara lain dilihat dari sisi kebutuhan konsumen dari bisnis yang
dijalankan oleh Koperasi dimana jenis Koperasi Simpan Pinjam yang menyediakan
jasa modal maupun dana bagi anggotanya dipandang lebih diminati. Hal yang sama
berlaku bagi Koperasi Konsumen dan Koperasi Produksi yang lebih mudah dijalankan
dan memiliki pangsa pasar yang dapat dijangkau serta tidak membutuhkan modal yang
besar jika dibandingkan dengan jenis Koperasi yang lain. Dari sisi kelembagaan
Koperasi khususnya pembentukan Koperasi dan pembuatan akta, anggota maupun
pengurus Koperasi tidak menemui banyak kesulitan karena mudahnya prosedur namun
akan kesulitan saat harus mengurus izin jika ingin masuk dalam lingkup bisnis yang
lebih besar sebab harus berurusan dengan otoritas terkait, sehingga menurunkan
motivasi dan kreativitas untuk mengembangkan kelembagaannya. Koperasi juga masih
dipandang sebagai badan hukum/badan usaha yang bersifat sosial dan belum
memandang koperasi sebagai lembaga ckonomi berbasis anggota yang berorientasi
pada keuntungan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya.

3. Pembiayaan
Perluasan akses dan skema pembiayaan/pendanaan koperasi masih terbatas pada
sumber-sumber pembiayaan intenal dan belum memanfaatkan skema pembiayaan
yang lebih inklusif serta berbasis investasi.

4. Produksl dan Pemasaran
Pada umumnya, sistem produksi dan pemasaran Koperasi masih bersifat konvensional
dan belum mampu mengambil peluang untuk mengonsolidasikan pasar,
mengefisienkan rantai pasok dan kebutuhan pelaku UMKM serta kurang tanggap atas
pergerakan kebutuhan pasar sebagai dampak terjadinya perkembangan teknologi yang
pesat.

B. Permasalahan dan Tantangan dalam Pengembangan UMKM

UMKM di Indonesia memiliki beberapa permasalahan, seperti: bidang manajemen,
organisasi, teknologi, permodalan, operasional dan teknis di lapangan, terbatasnyva akses pasar,
kendala penzinan, serta biaya-biaya non-teknis di lapangan vang sulit untuk dihindarkan. UMKM
yang mengalami kesulitan usaha 72.47%, sisanya 27.53% tidak ada masalah. Dari jumlah rasio
72.47% yang mengalami kesulitan usaha tersebut, diidentifikasikan beberapa permasalahan dan
kesulitan yang dihadapi adalah: (1) permodalan. sebesar 51.09%; (2) pemasaran, 34.72%;
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(3) bahan baku, 8.59%; (4) ketenagakerjaan, 1.09%: (5) distribusi transportasi, 0.22%; dan (6)
lainya sebesar 3.93%.

PERSENTASE UMK MENURUT BERBAGAI KARAKTERISTIK
PENGUSAHA/PEKERIA TAHUN 2017
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Gambar L6. Persentase UMK berbagm karaktenisuk pengusaha’ pekerja, berdasarkan hasil SE 2016
Sumber: Sensus Ekonomi BPS, 2016

Salah satu faktor keberhasilan suatu usaha adalah sumber daya manusia yang berkualitas
dengan sistem manajemen pembagian tugas yang baik. Namun secara umum, kualitas pendidikan
pengelola UMK masih rendah menjadikannya tantangan bagi Pemerintah untuk memberikan
bantuan bagi pelaku usaha, misalnya dengan memberikan pelatihan.

UMK di Indonesia memiliki karakteristik informal yaitu usaha yang dicirikan dengan tidak
adanya status badan hukum, tidak adanya sistem pencatatan keuangan, dijalankan dengan modal
yang terbatas dan keahlian yang terbatas. serta penggunaan teknologi yang masih sederhana.
Mayoritas UMK belum menggunakan komputer dan belum memanfaatkan internet serta belum
menjalin kemitraan dengan perusahaan besar atau dengan kata lain tidak kunjung naik kelas
sehingga menjadi salah satu tantangan terbesar ekonomi Indonesia saat ini. Kontribusi UMKM
terhadap PDB yang mencapai 61.07% lebih dianggap tidak sebanding dengan jumlahnya yang
lebih dari 90% pelaku usaha. Selain itu total nilai ekspor UMKM juga masih rendah yaitu hanya
mencapai 14,37%. Hal ini disebabkan oleh beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Sumber Daya Manusia

2. Menurut data BPS tahun 2019, Persentase Usia Muda (15-24 Tahun) Yang Sedang
Tidak Sekolah, Bekerja Atau Mengikuti Pelatthan hanya 22.48%.

b. Minimnya pengetahuan pengusaha UMK tentang manajemen bisnis yang baik,
sehingga hanya fokus memproduksi barang tanpa memikirkan bagaimana strategi
ekspansi bisnisnya.

c. Secara umum, UMK di Indonesia tidak memiliki mentor bisnis menyebabkan
UMK kesulitan dalam mengembangkan bisnisnya.
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2. Produksl dan Pemasaran
a. Jumlah produk UMKM yang mampu menembus pasar internasional masih sangat
sedikit sekali disebabkan oleh kurangnya kreativitas pelaku UMKM dan inovasi
produk yang masih rendah.
b. Selain itu, UMKM di Indonesia mengalama kesulitan dalam mendistribusikan
produk (barang dan jasa).
c.  UMKM di Indonesia masih banyak yang belum memaksimalkan pemasaran secara
online.
d. Pelaku UMKM di Indonesia masih banyak yang belum sadar akan pentingnya
branding bagi produk dan usahanya.
3. Pembiayaan
Minimnya modal usaha adalah permasalahan yang paling mendasar menyebabkan
UMKM tidak bisa menaikkan jumlah produksinya untuk mencapai omzet yang lebih
banyak. Di sisi lain, Koperasi Simpan Pinjam menyediakan jasa pinjaman modal yang
dapat digunakan sebagai modal usaha bagi UMKM namun belum dapat dimanfaatkan
secara optimal.
4. Kelembagaan
Di Indonesia. jumlah UMK yang tidak berbadan usaha masih sangat mendominasi
yaitu mencapai lebih dan 90% atau sekitar 98.68%.

C. Permasalahan dan Tantangan Kementerian Koperasi dan UKM

Kementerian Koperasi dan UMKM sebagai institusi yang melaksanakan kebijakan
pengembangan Koperasi dan UKM juga memiliki beberapa permasalahan dan kendala pada
struktur organisasi saat ini, yaitu:

|. Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Kementerian Koperasi dan UKM kurang
mengakomadir amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak selaras
dengan amanat RPIMN [V Tahun 2020-2024 dan perencanaan strategis, sehingga
sasaran pembangunan nasional yang terkait dengan Pengembangan Koperasi dan
UMKM kedepan akan sulit tercapai.

Nama Nomenklatur Deputi dan Keasdepan pada Kementerian Koperasi dan UKM saat
ini, belum mencerminkan fungsi kebijakan dan tujuan organisasi. Sehingga Indikator
Kinerja disetiap kedeputian kurang memenuhi kaidah Indikator Kinerja yang SMART.
Selain itu, berdampak juga pada aktivitas kegiatan pada masing-masing kedeputian

!\J

banyak yang tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan.

3. Pada tingkat struktur eselon II atau keasdepan, tidak saling terkait proses bisnis yang
jelas serta jenjang struktur di setiap keasdepan sampai dengan eselon IV juga masih
belum memiliki keterkaitan hubungan kerja yang jelas dan terukur, sehingga
penyusunan peta proses bisnis menjadi sulit dilakukan.
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4. Belum adanya unit yang berfungsi untuk melakukan pembinaan dan pengawasan
terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah urusan Koperasi dan UKM serta
pengelolaan dana alokasi khusus (DAK) non fisik PK2UKM di daerah.

5. Unit pelaksana teknis yang dapat memberikan pelayanan diklat teknis substansi
koperasi dan UMKM kepada Aparatur Pembina Koperasi dan UMKM juga belum ada.

6. Fungsi perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan
di bidang Koperasi dan UMKM masih belum berjalan dengan optimal.

www.peraturan.go.id



2020, No. 764 o4

BABII
VISL MISIL, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS
KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM

2.1 VISl

Presiden Joko Widodo telah menegaskan bahwa tidak ada lagi visi dan misi Menteri, hanya
visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden. Dalam hal ini. Presiden berharap agar semua menteri
benar-benar menjalankan tugasnya sesuai dengan visi misi Presiden dan Wakil Presiden. Oleh
karenanya Kementerian Koperasi dan UKM mengarahkan visi dan misinya untuk mendukung

terwujudnya visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden terpilih.

Tabel 2.1 Visi, Misi dan tema Pengembangan KUMKM 20202024

Visi Presiden dan Wakil Presiden Terpiiih

Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandini dan berkepribadian, berdandaskan gotong-royong

Misi Presiden dan Wakil Presiden Terpilih

Peningkatan Kuahtas Manusia Indonesia

Struktur Exonom| yang Produidil, Mandiri, dan Berdaya Saing

Pembangunan yang Merata don Berkeadilan

Mencapad Lingkungan Midup yang Berkefanjutan

Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa

Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsl, Bermartabal, dan Terpercaya
Perlindungan Bagi Sepenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Selurvh Warga
Pengelolaan Pemerintah yang Bersih | Efektif, dan Terpercaya

Sinargl Pamarintah Daerah Dalam Kerangka Negara Kesatuan

4

Visi Kementerian Koperasl dan UKM*

L . I e

Terwujudnya Koperasi Modern dan UMKM Naik Kelas dalam mewujudkan Indonesia Maju yang
Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong

Misi Kementerian Koperasi dan UKM*

Kementerian Koperasi dan UKM melaksanakan misi Presiden dan Wakil presiden ke-2
(struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing)

¥

Modemisasi Koperas:

Metahirkan Enterprenewy Baru

Integrasi UMKM dalam Global Vale Chains
Scalling Up UMKM

& LN -

Sumber: Dokumen RPIMN 2020-2024

Dalam rangka menjalankan amanat Presiden serta untuk pencapaian kinerja yang lebih
optimal dan fokus dalam pengembangan KUMKM, maka visi Kementerian Koperasi dan UMKM
dalam 5 tahun kedepan diarahkan untuk mendukung Presiden dalam mewujudkan misinya yaitu,
“Koperasi dan UMKM  yang Maju, Berdaulat dan Mandiri untuk Mendukung Presiden
Mewujudkan Misi Struktur Ekonomi Yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing”. Maju

*) Visi dan Misi Kementerian Koperusi dan UKM disusun dengan mengacu kepada Peraturan Menteri PPN
Nomoe 5 Tahan 2019 dan Surat Menteri PPN Nomor B S99M PPN/SESPP.03.02/1272019

www.peraturan.go.id



05 2020, No. 764

bermakna Koperasi Generasi Baru Yang Maju dan Modern. Berdaulat dan Mandiri bermakna
UMKM yang Mampu Bersaing di Pasar Domestik dan Global

2.2 MISI

Berdasarkan Visi Kementerian Koperasi dan UMKM 2020-2024. maka Misi Kementerian
Koperasi dan UMKM 2020-2024 merupakan penjabaran dari Pokok Visi tersebut di atas, yaitu:
I.  Maju yaitu dengan Misi, Mewujudkan Koperasi Generasi Baru Yang Maju dan Modem.
2. Berdaulat dan Mandiri dengan Misi. Mewujudkan UMKM yang Mampu Bersaing di Pasar
Domestik dan Global.

2.3 TUJUAN

Dalam rangka mewujudkan visi dari Pengembangan Koperasi dan UMKM vyang telah
ditetapkan, maka Tujuan Pengembangan Koperasi dan UMKM 2020-2024 diarahkan untuk :
I.  Terwujudnya Koperasi Generasi Baru yang Maju dan Modern, dengan hasil:
a. Modemisasi Koperasi:
b. Melahirkan Wirausaha Baru (New Enterpreuner).
2. Terwujudnya UMKM yang Mampu Bersaing di Pasar Domestik dan Global, dengan hasil:
a. Integrasi UMKM dalam Global Value Chains (GVC);
b. UMKM Naik Kelas (Scalling Up).
3. Terwujudnya Kementernian Koperasi dan UKM yang Profesional dan Berkinerja Tinggi,
dengan hasil:
a. Indeks Reformasi Birokrasi, Kementerian Koperasi dan UKM:
b. Nilai Akuntabilitas Kinerja Kementerian Koperasi dan UKM

Tabel 2.2 Tuguan dan Indikmor Kinerja Utama Kememtenian Koperasi dan UKM 20202024

NO TUJUAN INDIKATOR KINERJA TARGET
UTAMA
I | Terwujudnya Modemisasi Koperasi 1. 500-1000  Koperasi
Koperasi  Generasi Model Baru
Baru yang Maju dan 2. 5%-10%  Koperasi
Modem Berinovasi dan
Memanfaatkan
Teknologi
Melshirkan Wirausaha Baru |l. 3.55%-3.95% Rasio
(New Enterpreuner). Kewirausahaan
Nasional
2. 700-3500 Start up
Berbasis Koperasi
2 | Terwujudnya Integrasi UMKM dalam Global/ | 7 Komoditas Ekspor

www.peraturan.go.id



2020, No. 764 s

UMKM yang | Value Chains (GVC) UKM
Mampu Bersaing di | UMKM Naik Kelas (Scalling | 0,5% Usaha Mikro Naik
Pasar Domestik dan | Up) Kelas
Global
3 | Terwujudnya Indeks Reformasi  Birokrasi, A
Kementerian Kementerian  Koperasi  dan
Koperasi dan UKM | UKM
yang Profesional dan | Nilan  Akuntabilitas  Kinerja A
Berkinerja Tinggi Kementerian  Koperasi  dan
UKM

2.5 NILAI ORGANISASI*

Organisasi yang baik memerlukan penerapan nilai-nilai yang baik pula. terutama agar dapat
menjabarkan misinya schingga tercapai visi yang diharapkan. Nilai-nilai yang disepakati untuk
diterapkan dalam Kementerian Koperasi dan UKM antara lain:

l. Integnitas
Integritas berarti mengutamakan perilaku terpuji. disiplin dan penuh pengabdian. Integritas
juga diartikan sebagai mutu, sifat atau keadaan yang menunjukan kesatuan utuh sehingga
memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran.

!\l

Kerja Keras
Kerja keras berarti mengerjakan secara sungguh-sungguh tanpa mengenal lelah dan tidak
akan berhenti sebelum target kerja tercapai dan selalu mengutamakan atau memperhatikan
kepuasan hasil pada setiap kegiatan yang telah dilakukan.
3. Profesional
Profesional berarti menyelesaikan tugas dengan baik, tuntas dan mengutamakan kompetensi
(keahlian) dalam bidang pembangunan Koperasi dan UMKM.
4. Akuntabel
Akuntabel adalah dapat mempertanggungjawabkan tugas dengan baik darni segi proses
maupun hasil.
5. Inovatif
Inovatif berarti usaha dengan mendayagunakan pemikiran dan kemampuan dalam
menghasilkan sesuatu kreasi’karya baru yang diharapkan dapat mendorong percepatan
pembangunan Koperasi dan UMKM.
6. Peduli
Peduli berarti memiliki perhatian terhadap kondisi dan permasalahan negara dan bangsa,
terutama dalam hal birokrasi dan aparatur.
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7. Pelayanan Prima
Pelayanan prima berarti upaya dan langkah yang dilakukan instansi untuk melayani
masyarakat dan stakeholders dengan sebaik-baiknya. sehingga dapat memberikan kepuasan
kepada pelanggan dan memenuhi kebutuhan serta keinginan masyarakat dan stakeholder atas
pelayanan kepada publik.

*) Nilai Organsas: mengacu pada Renstra 2015-2019

2.5 SASARAN STRATEGIS

Sasaran strategis Pengembangan Koperasi dan UMKM merupakan kondisi yang ingin
dicapai sebagai suatu ourcome dan impact dan program yang dilaksanakan oleh Kementerian
Koperasi dan UKM.

Tabel 2.3 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Kementerian Koperasi dan UKM 20202024

NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA
| | Terwujudnya Mewujudkan Koperasi yang | Persentase  Kontribusi PDB
Koperasi  Generasi | Berdaulat. Mandin. Maju dan | sektor Koperasi

Baru yang Maju dan
Modemn

Modern

Jumlah Koperasi Mode! Baru
dan Modern

Pertumbuhan Start-up berbasis

Koperasi
2 | Terwujudnya Mewujudkan UMKM yang Persentase  Kontribusi  PDB
UMKM yang | Berdaulat  dan  Mampu | sektor UMKM

Mampu Bersaing di
Pasar Domestik dan

Bersaing di Pasar Domestik
dan Global

Persentase Total Nilai Ekspor
UMKM

Global Persentase  Total  Investasi
UMKM
Persentase UKM Naik Kelas
Pertumbuhan Tenaga Kerja
UMKM
Rasio Kewirausahaan
3 [ Terwujudnya Menyediakan Kebijakan | Indeks  Kualitas  Kebijakan
Kementerian Pengembangan Koperasi dan | Pengembangan Koperasi dan
Koperasi dan UKM | UMKM vang Efektif UMKM
yang Profesional dan | Menyelenggarakan Indeks Kepuasan Masyarakat
Berkinerja Tinggi Kebijakan ~ Pengembangan [ terhadap Program/Kegiatan
Koperasi dan  UMKM | Pengembangan Koperasi dan
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melalui Program/Kegiatan | UMKM
yang  Efektif, Efisien,
Bermanfaat dan
Berkelanjutan

Menyelenggarakan Nilai Hasil Evaluasi Pelaksanaan
Pengendalian  Pengawasan | Program/Kegiatan

Kebijakan  Pengembangan | Pengembangan Koperasi dan
Koperasi dan UMKM UMKM

Mewujudkan profesionalisme | Indeks Profesionalisme ASN

ASN Kementerian Koperasi | Kementerian ~ Koperasi  dan
dan UKM UKM
Mewujudkan Sistem Data | Kualitas Integrasi Data dan

dan Informasi Pengembangan | Informasi Pengembangan
Koperasi dan UMKM vyang | Koperasi dan UMKM
Terintegrasi

Mewujudkan Tata Kelola | Indeks Reformasi Birokrasi
Pemerintah Kementerian | Tingkat Maturitas SPIP  dan
Koperasi dan UKM yang [ Kapabilitas APIP

Baik
Mewujudkan  Akuntabilitas | Nilai Akuntabilitas Kinerja
Kinerja ~dan  Anggaran [Opini BPK

Kementerian Koperasi dan
UKM yang Baik

Secara perspektif, maka Sasaran Utama dan Sasaran Strategis Kementenan Koperasi dan
UKM tahun 2020-2024 dapat digambarkan sebagai berikut:

=
-
s g UMKM yang Maju, Berdaulat
] dan Mandiri dalam Mendukung
g2 Perekonomlan Nasional
Cassheat!

PERSPEXTIF
CUSTOMERRS

PERSPEKTIF
INTERNAL
PROCESS

] Human Capital Infarmation Capital Organization Capital Finandal Capatal

'l TerwuudmaASN Tersedianys Sistem Dats
I ementarian KUKM Yaog .

] Brof " dan Informasi KUKN )
| =7 58

PERSPEKTIF
LEARN &
GROWTH
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Gambar 2.1 Sasaran S is K Koperass dan UKM Tabun 2020-2024

Kementerian K dan UKM, 2019

v

Perspektif Stakeholder

Sasaran Utama (SU) yang akan dicapai adalah “Terwujudnya Koperasi dan UMKM yang
Maju. Berdaulat dan Mandiri dalam Mendukung Perekonomian Nasional”

Perspektif Customers

Sasaran strategis pertama (SSI1) adalah “Terwujudnya Koperasi yang Modem™.
Selanjutnya, sasaran strategis kedua (SS2) adalah “Terwujudnya UMKM yang Mampu
Bersaing di Pasar Domestik dan Global™ dengan indikator kinerja:

Perspektif Internal Process

Sasaran strategis (SS3-SS5) adalah merupakan proses yang harus dilakukan oleh
Kementerian Koperasi dan UKM. Yaitu:

a. 883 “Tersedianya Kebijakan Pengembangan Koperasi dan UMKM Yang Efektif”

b. SS4 adalah “Terselenggaranya Program/Kegiatan Pengembangan KUMKM yang
Efektif, Efisien dan Berkelanjutan™

c. SS5 “Terselenggaranya Pengendalian Pengawasan Kebijakan/Program/Kegiatan
KUKM secara Berjenjang”
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d.  Perspektif Learn & Growth (Input)
Dalam perspective ini terdapat 4 sasaran strategis (SS6-SS9) yang akan dicapai:
a.  SS6 “Terwujudnya profesionalisme ASN Kementerian Koperasi dan UKM”

b. S87 “Terwujudnya Sistem Data dan Informasi Pengembangan Koperasi dan UMKM
Yang Terintegrasi”

¢. SS8 “Terwujudnya Tata Kelola Pemenintahan Kementerian Koperasi dan UKM yang
Baik™

d. SS9 adalah “Terkelolanya Anggaran Pengembangan Koperasi dan UMKM secara
Akuntabel™

Selanjutnya, untuk Indikator Kinerja Utama Kementerian Koperasi dan UKM tahun
2020-2024 dapat digambarkan sebagai berikut:

E g 1. 5%-6% Kontribusi PDS Koperasi
s 2. 33AE%-59,56% Kontribusi PDB UMKM
g

Exspor UKM

I 1 9,49%19,94% Total Nilai
E 2. 33.753 UKM Naik Kelas
£

urman Capital Information Capital Organization Capital

R0 Nilai ndeks
profesicoaiume ASK 100% Ik Deta
Kemeeterse Koperas gan MUMKN yang Tervassan
Gambar 12}

Kinerja K un Koperasi dan UKM Tabun 2020.2024
: K ian Kop dan UKM, 2019

< N

1. Perspektif Stakeholder
Indikator Kinerja Utama (IKU) yang akan dicapai adalah
a. 5%-6% Kontribusi PDB Koperasi
b. 33.88%-39.56% Kontribusi PDB UMKM
2. Perspektif Customers
Pada perspektif pertama ini, Indikator Kinemja pertama (IK1) adalah 20%-23%
Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi, Selanjutnya, Indikator Kinerja kedua (IK2) adalah:
a. 9.49%-19.94% Total Nilai Ekspor UKM
b.  33.753 UKM Naik Kelas
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Perspektif Internal Process

Indikator Kinerja 3 sampai 6 (IK3-IK6) yaitu:

a. 1K3 “500-1.000 Koperasi Model Baru dan 5%-10% Koperasi Berinovasi dan
Memanfaatkan Teknologi™

b. 1K4 “3.55%-3.95% Rasio Kewirausahaan Nasional dan 700-3.500 Start up Berbasis
Koperasi™

c. IK5 *7 Komeoditas Ekspor UKM™

d.  TK6 “0.5% Usaha Mikro Naik Kelas

Perspektif Learn & Growth

Dalam perspective ini terdapat 4 Indikator Kinerja (IK7-IK19) yang akan dicapai:

a. IK7 “Terwujudnya profesionalisme ASN Kementerian KUKM™ dengan indikator
kinerja. Indeks profesionalisme ASN Kementerian Koperasi dan UKM dengan nilai
=90% pada tahun 2024;

b. IK8 “Terwujudnya 100% Informasi dan Data KUMKM yang tervalidasi;

c. 1K9 “Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Kementerian KUKM yang Baik” dengan
indikator kinerja Nilai reformasi birokrasi Kementerian Koperasi dan UKM dalam
kategori A atau diatas 80, tingkat maturisasi SPIP pada level 4+

d. IKIO adalah “Terkelolanya Anggaran Pengembangan KUKM secara Akuntabel”
dengan indikator kinerja Nilai SAKIP Kementerian Koperasi dan UKM dalam kategori
A dan opini BPK atas laporan keuangan Kementerian Koperasi dan UKM dalam
kategori WTP
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BAB Il
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI
KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL

Sejalan dengan Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-
2025, yang menjadi sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan
masyarakat Indonesia yang mandiri. maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di
berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh
berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah dan didukung oleh sumber daya
manusia yang berkualitas dan berdaya saing

Pemerintah memiliki 7 agenda pembangunan yang di dalamnya terdapat Program Prioritas,
Kegiatan Prioritas. dan Proyek Prioritas, yaitu: 1) Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk
Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan; 2) Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi
Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan: 3) Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang
Berkualitas dan Berdaya Saing; 4) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan: 3)
Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar; 6)
Membangun Lingkungan Hidup. Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim; dan 7)
Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Berdasarkan RPIMN 2020-2024, kebijakan nasional di bidang Koperasi dan UMKM
tahun 2020-2024 diarahkan untuk peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor,
dan daya saing perekonomian pada tahun 2020-2024 yang mencakup, Penguatan kewirausahaan
dan Usaha Mikro. Kecil dan Menengah (UMKM) dan Koperasi yang dilaksanakan dengan
strategi :

. Meningkatkan kemitraan usaha antara Usaha Mikro Kecil dan Usaha Besar. mencakup
pengembangan kapasitas usaha dan kualitas produk, penguatan kapasitas kelembagaan dan
perluasan kemitraan usaha:

Meningkatkan kapasitas usaha dan akses pembiayaan bagi wirausaha. dilaksanakan melalui

ta

penyediaan skema pembiayaan bagi wirausaha dan UMKM. termasuk modal awal usaha dan
impact investment, serta pendampingan mengakses kredit/ pembiayaan;

3. Meningkatkan kapasitas, jangkauan, dan inovasi koperasi mencakup peningkatan kapasitas
pengurus dan manajer koperasi, serta pendampingan kelompok untuk berkoperasi:

4. Meningkatkan penciptaan peluang usaha dan start-up dilaksanakan melalui pelatihan
kewirausahaan, inkubasi usaha, penguatan kapasitas layanan usaha, dan pengembangan
sentra Industri Kecil dan Menengah (IKM); dan

5. Meningkatkan nilai tambah usaha sosial ditingkatkan melalui pendampingan akses
permodalan, peningkatan kapasitas, serta fasilitasi akses kepada pengadaan barang dan jasa
pemerintah,
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Pengembangan kewirausahaan dan UMKM, termasuk koperasi dan sentra IKM. diarahkan:
sesual potensi daerah dan untuk mendukung pengembangan KEK. Kawasan Industri, kawasan
pariwisata, Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN), peningkatan aktivitas ekonomi
produktif di wilayah Tertinggal Terdepan Terluar (3T) dan Terintegrasi dengan pengembangan
infrastruktur. Selain itu, RPJMN 2020-2024 juga mengarahkan koperasi untuk mendukung
pembangunan dan pembudayaan sistem ekonomi kerakyatan berlandaskan Pancasila, melalui
revitalisasi spirit koperasi sebagai soko guru perekonomian Indonesia dan peningkatan etos kerja
dan kewirausahaan berlandaskan semangat gotong royong,

Secara ideal, agenda pembangunan merupakan amanat pembangunan bagi
Kementerian/Lembaga terkait. Dalam hal ini, dari ketujuh agenda pembangunan tersebut,
terdapat 2 (dua) agenda pembangunan yang menjadi prioritas Kementerian Koperasi dan UKM
sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi selama periode 2020-2024, yaitu:

Agenda ke-1: Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan
Berkeadllan.

Pembangunan ekonomi dalam 5 (lima) tahun ke depan diarahkan untuk memperkuat
ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas yang ditunjukkan oleh kemampuan
dalam pengelolaan sumber daya ekonomi, dan dalam menggunakan sumber daya tersebut untuk
memproduksi barang dan jasa bernilai tambah tinggi untuk memenuhi pasar dalam negeri dan
ekspor. Hasilnya diharapkan dapat mendorong pertumbuhan vang ditunjukkan dengan
keberlanjutan daya dukung sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk peningkatan
kesejahteraan secara adil dan merata.

Peningkatan inovasi dan kualitas investasi merupakan modal utama untuk mendorong
pertumbuhan ckonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan menyejahterakan secara adil dan
merata. Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi. inklusif dan berdaya
saing melalui:

|. Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta
pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan, sumber daya air, sumber daya energ,
serta kehutanan: dan
Akselerasi peningkatan nilai tambah agro-fishery industrv, kemaritiman, energi, industr,
pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital

(]
t

Pada agenda pembangunan ini, salah satu sasaran yang akan diwujudkan selama 5
(lima) tahun akan datang dan menjadi prioritas Kementerian Koperasi dan UKM adalah
meningkatnya nilai tambah. lapangan kerja. ekspor. dan dayz saing perekonomian. Arah
kebijakan yang disusun untuk mendukung pencapaian sasaran tersebut adalah melalui penguatan
kewirausahaan bagi pelaku Usaha Mikro Kecil, dan Menengah (UMKM) dan Koperasi.

Pada RPJMN 2020-2024, Rasio Kewirausahaan Nasional ditargetkan tumbuh 3.3%-3.95%;
Pertumbuhan Wirausaha Baru 1.7%-4%:; Kontribusi Koperasi Terhadap PDB 5.10%-5.50%;
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Proporsi UMKM yang Mengakses Kredit Lembaga Keuangan Formal 24,7%-30.78%: Rasio
Kredit UMKM Terhadap Total Kredit Perbankan 19.75%-22%: Proporsi Penyaluran Kredit
Usaha Rakyat (KUR) 50,4%-80%; Proporsi Nilai Penyaluran Pinjaman Perbankan kepada IKM
2.4%-3%:; Jumlah Koperasi Modern yang dikembangkan 0-500; Jumlah Sentra Industri Kecil dan
Menengah (IKM) Baru Diluar Jawa yang Beroperasi 22 sentra sampai 30 sentra (kumulatif);
Proporsi Nilai Tambah IKM Terhadap Total Nilai Tambah Industry Pengolahan Non Migas
18.5%-20%: Kontribusi usaha sosial 1.9%-2.5% dan Penumbuhan stars-up 700 unit - 3.500 unit
(kumulatif).

Tabel 3.1 RPIMN Bappenas 2020.2024

1| _Rasio Kewirausahaan Nasional ; 3% | aewm

kewirsusahsan] 2| Pertumbuhan Wiraussha Baru L™ a%
doan Usaha
Mikro, Kect! 3 | Kontribusi Koperasi Terhadap PODB 3, 10°% 3,309
den Menengah] 4| Proporsi UMKM yang mengakses kredit U 30,78%
(uUna), don lembaga ke 1§ |
koperas! 3| Rasio kredit UNMKM terhadap total kredit 19,75% 22%
perbankan
¢ | proporsi penyaluran Kredit Usaha Rakyat 504% 20%
(KUR) Sektor Produks|
7| Proporsi Nilal penyaluran pinjaman 2,40% %
perbankan kepada IXM R
8| Jumish Koperasi modera vang dikembanskan 0 500
9| Juemliazh sentra iIndustrt Xecll dan Menengah 22 wemama 30sentra
{1KM) baru di luar Jawa yang beroperas! (kumulatif)
10| Proporst nilal tambah IKM terhadap total mile 18,950% 20%
bah Industrt pengolshan non misas
11| Kontribusi usaha soslal 1,9% PDa 2,%% POB
13| Penumbuhan start-up TdSumt | 3 300unt
t (kumutatif) | (kumulatif)

Sumber: Dokumen RPIMN 2020-2024

Dalam Renstra Kementerian Koperasi dan UKM 2020-2024, indikator yang dipergunakan

disajikan pada Tabel 3.2
Tabel 3.2 Indikator Kinerja K ian Koperasi dan UKM

‘Kontribusi PDB Scktor UMKM 33.88% | 59.56%
a. Rasio Kewirnusahaan

b. Pertumbuhan Jumlah Tenaga Kerja UMKM ms:;‘”g; ”ms:;t’{,’:
¢. Pertumbuhan start-up berbasis koperasi 5% 10%
Kontribusi PDB Scktor Koperas 5% | 6%
a. Persentase Total Nilai Ekspor UMKM 9.49% 19.94%
b. Persentase Total Investasi UMKM 58% 63%
¢. Persentase UKM Naik Kelas 0,05% 4%
Jumlsh Koperasi Model Baru dan Modermn 25 Unit Koperasi | 423 Unit Koperust

Sumber: K jan Koperasi dan UKM, 2020

Berdasarkan Indikator Kinerja Kementerian koperasi dan UKM pada Tabel 3.2 diatas
bahwasanya Kontribusi PDB sektor UMKM diharapkan dapat tumbuh pada kisaran 33 88%-
59.56%: pertumbuhan start-up berbasis koperasi antara 700-3.500 stars-up: pertumbuhan jumlah
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tenaga kerja UMKM sebesar 5%-10%: kontribusi PDB sektor koperasi berkisar 3%-6%;
persentase total nilai ekspor UMKM berada pada angka 9.49%-19.94%: persentase total investasi
UMKM dikisaran 58%-63%; persentase jumlah UKM naik kelas yaitu 0,05%- 4%: dan jumlah
koperasi model baru dan modern 423 Koperasi.

Agenda ke-2: Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangl Kesenjangan dan Menjamin
Pemerataan

Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan
pemenuhan pelayanan dasar dengan memperhatikan harmonisasi antara rencana pembangunan
dengan pemanfaatan ruang. Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan kesinambungan
dan keberlanjutan ini dapat dilakukan melalui:
l.  Pengembangan sektor/ komoditas/kegiatan unggulan daerah:
2. Distribusi pusat-pusat pertumbuhan (PKW) ke wilayah belum berkembang;
3. Peningkatan daya saing wilayah yang inklusif;
4. Memperkuat kemampuan SDM dan Iptek berbasis kewilayahan dalam mendukung ekonomi

unggulan daerah; serta

5. Meningkatkan IPM melalui pemenuhan pelayanan dasar secara merata.

Upaya untuk mengurang: daerah tertinggal masih terkendala oleh terbatasnya ketersediaan
sarana dan prasarana pelayanan dasar dan pendukung ekonomi di daerah tertinggal. akibatnya
kapasitas sumber daya manusia dan pendapatan masyarakat di daerah tertinggal.

Sebagai salah satu upaya pencapaian tujuan nasional, yaitu untuk mewujudkan keunggulan

kompetitif di berbagai wilayah, menjadi prasyarat dibutuhkan pemerataan pembangunan ke
seluruh wilayah dan masyarakat. Strategi yang digunakan dalam kebijakan pembangunan
berbasis kewilayahan adalah strategi pertumbuhan dan strategi pemerataan.

Tubel 3.3 Kesenjangan Wilsyah Berdasarkan Pulau di Td

o Sumber: Dokumn RPIMN 2020-2024
Strategi pertumbuhan adalah strategi berbasis ekonomi yang dilaksanakan pada daerah-
daerah yang memiliki daya kompetitif yang tinggi dengan mendorong operasionalisasi dan
meningkatkan investasi pada pusat-pusat pertumbuhan. Sementara itu strategi pemerataan adalah
strategi yang mendorong pertumbuhan pusat-pusat aktivitas melalui:

2020, No.

764
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|. pengembangan ekonomi wilayah/lokal melalui penyediaan sarana prasarana perekonomian
dengan memperhatikan karakteristik aktivitas ekonomi di masing-masing wilayah termasuk
peningkatan kapasitas sumber daya manusia. baik di daerah tertinggal, kawasan perbatasan,
desa dan kawasan perdesaan, serta kawasan transmigrasi, dan

2. pemenuhan pelayanan dasar di seluruh wilayah, terutama di daerah tertinggal, kawasan
perbatasan, desa dan kawasan perdesaan, serta kawasan transmigrasi.

Tabel 3.4 Tiungka I\ buban Berdasarkan Pubau di Ind

Sumber: Dokumen RPIMN 20202024

Strategi pertumbuhan dan strategi pemerataan tersebut diterjemahkan menjadi kondor
pembangunan yang terdiri dan dua jenis koridor, yaitu koridor pertumbuhan dan kordor

pemerataan. Strategi pemerataan disesuaikan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan, yaitu
tidak meninggalkan satupun kelompok masyarakat (leave no one behind).

Bentuk nyata agenda pembangunan ini, ditejemahkan dengan program major project.
Berikut adalah matriks major project yang diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional (RPJMN) IV:
Tabel 3.5 Matriks Mujor project

1 fegunte lmvwn Vv sy § g ataasmy .2:.‘ Sarmrim, KIP
L bera T Fetat e e, B per 1 AT A 0T ke 0 Lt Serweran
Ditsmz e Seav don PR Cer PSSt e KX etV
o rpar swlapen sz 50, gt 1 Swecxty M Serweoarr Sate
gt 0 Unata (RASY
Smmts
—
. e «wrp LR LY Semwnte,
1 TN N el KarwntOM
e e werg ravend mergee 21N 1 BN N CPUML, Maden Aatu
= 3 Swws - 83 I3 (AR Swual
I 1 Wiy R e
Whsn s Wilapet ket £z Page Ty peweTie CLOV, Larmerarm
Mergure o Wihaynt Ata mraagse i reTun vt
e rganpn (mraesy e Ceaa?ITT Lmserean
Mher jar i P v cmaas i D Leasmm 6 Wes Fan
Al L Pagaten 11
L=t Woaaw Ao
vt
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1 Pemaben » N7 B rwraa
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St Sty
—

www.peraturan.go.id



37, 2020, No. 764

Sumber: Dokumen RPIMN 20202024

3.2 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM
2020-2024
Mengacu pada arah kebijakan dan strategi nasional di bidang Koperasi dan UMKM tahun
2020-2024 serta sasaran prioritas Program Kerja Presiden tahun 2020-2024, maka Arah
Kebijakan Pengembangan Koperasi dan UMKM yang akan dijalankan oleh Kementerian
Koperasi dan UKM tahun 2020-2024 terbagi ke dalam 3 (tiga) kebijakan, yaitu:

1. Modernisasi Koperasl dan Penciptaan Wirausaha Baru (New Entrepreneur).
Arah kebijakan ini sejalan dengan strategi RPJMN 2020-2024 yaitu, meningkatkan kapasitas,
jangkauan, dan inovasi koperasi serta meningkatkan penciptaan peluang usaha dan start-up.
sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 3.6.

Tabel 3.6 Kerangka Arah Kebijakan Kementerian Koperas: dan UKM No. |

Modernisasi Koperasi dan Penciptaan Entrepreneur Baru

Mengembangkan novasl, Model Bisnis dan o 5= X =
Kelemt ‘ g I 't dan SOM KUMKM
-
L Penieghatan Potens| Usaha Xoperasi melakil, Pemetaan L. Pergembangan Kewhrausahaan melihii Penisghatan
Potensi Usaha F dan Perciptasn Pelsarg Lsaha Masyarakat, Pergeodangan Inovasi
Usaha wrta mabiltas Usaha dan Peninghatan Inkubasi Usaha,
Noperasl. 2. Kapashan SOM metalul F
LW Inowasi berega, Kompotensi Tesaga Kerfa Koperasi, Peningbatan Kapaskas
Pengembdangan Inovasi Usaha, Teknotogl dan Dighalisasi Pergerus I dan k
Xoperal. Perkoperashan,
1 Pengembargan Kemitraan dan Jaringan Usaha Koperas 3. Peringkatan Peran Dunia Usaha, industr| dan Pendidian
e labet F Dalam Peagembangan Kewlrausahaan dan SOM KUMKM.
P Modal | dan P a, Peran P Daersh melabul Perdngkatan
Kemitraan Antar Koperash Kapaskas Aparatur Pembina KUMKM o Daetah, Poningkatan
4 Pembik berupa Kuaiitas deo Kuanttas Pendiditan dan Pelatihan XUMKM di
» Lembaga Ki Daerah dan k bk KUMEM
Peran F i serta Syarbh. dengan Pemerintah Dascah,
3. Pengembargan Model Bink den Kelembagasn Koperam! 5. Pemetasn Potensl SOM KUMKM den Pemetaan Potens!
serta [ Bodaye i Kewirsssahaan Nasional,

Selain itu, arah kebijakan ini juga menjabarkan misi Kementerian Koperasi dan UKM yang
terkait dengan “Koperasi yang Modern”. Strategi yang akan ditempuh untuk melaksanakan
arah kebijakan ini adalah :
a. Mengembangkan Inovasi, Model Bisnis dan Kelembagaan Koperasi, dengan operasional:
1) Peningkatan Potensi Usaha Koperasi melalui, Pemetaan Potensi Usaha Koperasi,
Pengembangan Tatakelola dan Manajemen Usaha Koperasi serta Peningkatan
Akuntabilitas Koperasi.
2) Pengembangan Inovasi Perkoperasian berupa, Pengembangan Inovasi Usaha,
Teknologi dan Digitalisasi Koperasi.

www.peraturan.go.id



2020, No. 764 38,

3) Pengembangan Kemitraan dan Jaringan Usaha Koperasi melalui Penguatan
Kelembagaan Koperasi. Penguatan Kemitraan Penanaman Modal Koperasi dan
Pengembangan Kemitraan Antar Koperasi.

4) Pengembangan Pembiayaan Perkoperasian berupa Pengembangan Lembaga
Keuangan Koperasi, Peningkatan Peran Pembiayaan Perbankan serta Pembiayaan
Syariah.

5) Pengembangan Model Bisnis dan Kelembagaan Koperasi serta Pemasyarakatan
Budaya Koperasi.

b. Mengembangkan Kewirausahaan dan SDM KUMKM melalui:

1) Pengembangan Kewirausahaan melalu Peningkatan Penciptaan Peluang Usaha
Masyarakat, Pengembangan Inovasi Usaha dan Peningkatan Inkubasi Usaha.

2) Peningkatan Kapasitas SDM Koperasi melalui, Peningkatan Kompetensi Tenaga
Kerja Koperasi, Peningkatan Kapasitas Pengurus Koperasi dan Pengembangan
Inkubator Perkoperasian.

3) Peningkatan Peran Dunia Usaha. Dunia Industri dan Dunia Pendidikan Dalam
Pengembangan Kewirausahaan dan SDM KUMKM.

4) Peningkatan Peran Pemerintah Daerah melalui, Peningkatan Kapasitas Aparatur
Pembina KUMKM di Daerah. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Pendidikan dan
Pelatihan KUMKM di Daerah dan Penyelarasan Kebijakan Pengembangan KUMKM
dengan Pemerintah Daerah.

5) Pemetaan Potensi SDM KUMKM dan Pemetaan Potensi Kewirausahaan Nasional.

2. Meningkatkan Daya Saing UMKM di Pasar Domestik dan Global
Arah kebijakan ini selaras dengan strategi RPJMN tahun 2020-2024 yaitu, Pengembangan
Kapasitas Usaha dan Kualitas Produk, Penguatan Kapasitas Kelembagaan, Perluasan
Kemitraan Usaha serta Penyediaan Skema Pembiayaan Bagi Wirausaha dan UMKM. Selain
itu, arah kebijakan ini juga menjabarkan misi “Mewujudkan UMKM Yang Mampu Bersaing
di Pasar Domestik dan Global™, yang akan dilaksanakan dengan strategi:
a. Mengembangkan Usaha Mikro, dengan operasional:

1) Peningkatan Potensi dan Peluang Usaha Mikro melalui, Pemetaan Potensi Usaha
Mikro, Penguatan Kelembagaan, Tatakelola dan Manajemen Usaha Mikro;

2) Peningkatan Mutu dan Kapasitas Produk Usaha Mikro melalui, Pengembangan
Inovasi dan Mutu Produk Usaha Mikro, Digitalisasi Produk Usaha Mikro serta
Pengarusutamaan Produk Usaha Mikro;

3) Perluasan Jangkauan Pemasaran Usaha Mikro dengan langkah teknis berupa, Riset
Pemasaran Usaha Mikro. Pengembangan Sarana Pemassran Usaha Mikro serta
Peningkatan Promosi Usaha Mikro:
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Peningkatan Kemitraan dan Perlindungan Usaha Mikro berupa, Pengembangan
Kemitraan Penanaman Modal, Kemitraan Produksi dan Pemasaran serta Perlindungan
Usaha Mikro: dan

Perluasan Akses Pembiayaan Usaha Mikro melalui, Pengembangan Skema
Pembiayaan Usaha Mikro, Fasilitasi Kerjasama Pembiayaan Usaha Mikro dan
Peningkatan Peran Pembiayaan Koperasi dan Syariah terhadap Usaha Mikro.

. Mengembangkan Usaha Kecil dan Menengah (UKM). melalui operasional:

Peningkatan Peluang Pasar dan Ekspor UKM melalui, Pemetaan Potensi, Peluang
Pasar dan Ekspor serta Fasilitasi Promosi dan Ekspor Produk UKM;

Peningkatan Mutu dan Kapasitas Produk UKM melalui, Pengembangan Inovasi dan
Mutu Produk UKM, Digitalisasi dan Fasilitasi Branding Produk UKM, Peningkatan
Kapasitas serta Pengarusutamaan Produk UKM:

Pengembangan Distribusi dan Logistik Produk UMKM berupa, Substitusi Impor
Produk UKM. Fasilitasi Pergudangan dan Transportasi serta Bahan Baku Produk
UKM:

Perluasan Jaringan Kemitraan UKM berupa Pengembangan Kemitraan Penanaman

Modal, Kemitraan Produksi dan Pemasaran serta Pengendalian Persaingan Usaha
UKM: dan
Pengembangan Pembiayaan UKM melalui. Pengembangan Pembiayaan Ekspor
UKM, Pengembangan Pembiayaan Permodalan Usaha UKM dan Pengembangan
Teknologi Sistem Pembiayaan UKM.

Tabel 3.7 Kerangka Arah Kebnokan Kementeran Koperasi dan UKM No 2

AMANAT RPIMN 20

Perluasan kemitraan usaha, diaan Skema

Bagl Wirausaha dan UMKM

ARAM KEBUAKAN KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM NO .2

Meningkatkan Daya Saing UMKM di Pasar Domestik dan global
¥

Mengembangkan Usaha Miloo Mengembangkan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) |

Petinghatan Potens dan Peluang Liaha Mire melalul,
Pematasn Potersl Usaha Mikro, Pasguatas Kelembagain,

1. Peninghkatan Pefusng Patar den Ekspor UKM melalul,

2020, No.

Tatakeiols dan Manajemes Ussha Mikic

Permghatan Muty can Kapas e Produl Usada Miro melslul
Pergembangan Inovei dan Muty Prodok Usaha Mira,
Digriatsas Prodok Usaha Mikro serta Pengaruvitamasn
Progok Ukahs Mikro

Perfusas langeausn Pamasaran Lsahs Mico desgan lingeah

Pemetaan Potensd, Pelsang Pasar dan Ekspor serta Faslita)
Promasi dan Ekspor Produk UKM

Muty dan Produk URM melalul,
mm-lwmmmkmmw
dan Fasiitas| Produk Lam,
WNWMMI\UKM

toeris berups, Rnet Pemassran Usahs Micro, Penge
Sacans Pemasacan Usaha Mikro serts Penmgkatan Dmmvu
lac\- Mikra

[ dan B \gae Ussha Mikro berups,
Pengembangan K Pen Modal. K
Produksl dan Pemasacan serts Perlindurgan Lisahs Mico
Periussan Akves Pembrargaan Usata Mikro melali,
g gan Skema § Usaha Mikro, Fasilitasi
Kerjasama Pembiayaan Usths Mitio dan Penimngkatan Peran
Pembisyaan Xoperaw dan Syarah terhadap Usata Mkro

] dan Logistik Produk UMIKM berupa,
sumnmmw Fasiltasi Pergadangan dan
Traraportasl sertaBahan Bake Proded UKM
mnmunmuumhmw

Pe Modal, Kemit Produks! dan
Pemasarin serts Pergesdalian Porsaingan Usaha UKM.
Pengembangas Permdisyaas LSOV moliki, Peagembangan

fayan Ekspoe LWL, by
mmmmw-mlm
Pembiayasn UKM
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3. Reformasl Tata Kelola Pengembangan Koperasi dan UKM Yang Berorlentasl Layanan
Prima (Kebijakan Lintas Bidang).
Arah kebijakan ini dilaksanakan dengan strategi:

Tabel 3.8 Kerangka Aruh Kebijakan Kementermn Koperasi dan UKM No.3

ARAH KEDUAKAN PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN UKM NO.3
{LINTAS BIDANG, TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK)

Reformasi Tata Kelola Pemberdayaan Koperasi dan UKM Yang Berorientasl Layanan Prima

Mesingkathan Kapashas dan Efebthitae Kebijeh kan A , ninghathan Keejinama
Ahuntatilitas Kinerfs Kuatan Pergelolsan Anggaran dan Tats ".'........ﬂmu wm::"
Pemberdaysan KUKM Pemderdayaan KUKM Kekola Usum Pemberdayasn KUKM

1 Panerapan Pecenc anaan 1 Penerapan Regulaw
::::" Hnerks Yarg ::r‘:l':? Mg | o Perguatan Pengawasan
Permtangunan Nasional Tindih dan Kondentf Pelaksanaan Anggaran den 1. Ponguatss Ketjsama
2. Penguatsn Struktur den 2 WU dan " Antar Lembaga
Tutalsksana Yong Indormau Pemberdayasn Kukm 2. Penatausahaan
Berortertusd Layanan Prima KL 2. Petecagan leta Kelole 2 Ovganisasi dan Layansa
3 Pererapan Managernen 1. Penyediasn Data dan Keusmgan Yang Akurtabel Pimpinan Prima
K o Yang Produktef den Informan v Ll gelolan Berary Misk 3. Penataan 5“ Dalam
Kompeon! WUKM Yong Akurat dan Negara Yang Akuntable :‘:.
4 Pemantaoan dan Evaluad Mutah Oraises £, Peninghatan Kualtes Layanan yane tatihy
tarhadap Pubdakrenasn 4 Pengustan Ockungan Ptk Pemberdayaan KUKM
Program Pemberdaysen K janarms Pember daysan
KUNM socara Beskata LU

a. Meningkatkan Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Pengembangan KUMKM. dengan
operasional:
1) Penerapan Perencanaan Berbasis Kinerja Yang Selaras Rencana Pembangunan
Nasional;
2) Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran dan Keuangan;
3) Penerapan Manajemen Kinerja Yang Produktif dan Kompetitif:
4) Pemantauan dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Pengembangan KUKM secara Berkala.
b. Meningkatkan Efektivitas Kebijakan, Organisasi dan Reformasi Birokrasi serta Kerjasama
Pengembangan KUMKM, dengan operasional:
1) Penerapan Regulasi Pengembangan KUMKM Yang Tertib, Tidak Tumpang Tindih
dan Kondusif:
2) Penerapan Organisasi yang Tepat Fungsi serta Tata Laksana Yang Berorientasi
Layanan Prima:
3) Penguatan Kerjasama Pengembangan KUMKM dengan Stakeholder.
¢. Meningkatkan Tata Kelola Umum Pengembangan KUKM. dengan operasional:
1) Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Tertib dan Akuntabel:
2) Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Yang Transparan:
1) Peningkatan Kualitas Layanan Publik Pengembangan KUMKM
2) Penatausshaan dan Layanan Pimpinan yang Prima
3) Keprotokolan yang Profesional dan Ramah.
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d. Melakukan Penguatan Kapasitas Aparatur Pembina Koperasi dan UMKM, melaluw
operasional:
1) Pengembangan Sistem Pendidikan dan Pelatihan bagi SDM KUMKM
2) Pengembangan Kompetensi Teknis dan Fungsional Aparatur Pembina KUMKM

4. Quick Wins, merupakan langkah inisiatif yang mudah dan cepat. Dalam rangka mendukung
percepatan sasaran prioritas Program Kerja Presiden tahun 2020-2024. Dalam pidato seusai
pelantikan tanggal 20 Oktober 2019, Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa “Saat ini,
kita sedang berada di puncak bonus demografi, di mana penduduk usia produktif jauh lebih
tinggi dibandingkan usia tidak produktif. Ini adalah tantangan besar dan sekaligus juga
sebuah kesempatan besar. Ini menjadi masalah besar jika kita tidak mampu menyediakan
lapangan kerja”. Selaras dengan pidato Presiden tersebut maka Quick Wins Deputi Bidang
Kewirausahaan Kementerian Koperasi dan UKM diarahkan untuk “Menjadikan Koperasi
sebagai Wadah Untuk Penciptaan Entrepreneur Baru™. Quick Wins ini dilaksanakan dengan
strategi:

1. Pengembangan Startup Coop atau Starfup berbasis Koperasi, dengan langkah teknis:
a. Pelatihan Startup Coop bagi para millenilas kreatif: dan
b. Pengembangan Inkubator Startup Coop pada Koperasi Skala Menengah/Besar;
2. Pengembangan Koperasi Wirausaha Santri, dengan langkah teknis:
a. Pelatihan Role Model Wirausaha Santn; dan
b. Pengembangan Inkubator Wirausaha pada Koperasi Pondok Pesantren.
3. Pengembangan Model Koperasi Generasi Baru, dengan langkah teknis:
a. Pelatihan Perkoperasian bagi para pelaku Ekonomi Kreatif; dan
b. Fasilitasi Model Bisnis dan Kelembagaan Koperasi Generasi Baru.

3.3 FOKUS ARAH PENGEMBANGAN KOPERASI DAN UMKM SERTA PROGRAM
STRATEGIS
Ketiga arah Kebijakan Kementenian Koperasi dan UKM tersebut akan dilaksanakan secars
terarah dengan fokus Pengembangan Koperasi dan UMKM Tahun 2020-2024 yaitu:
I. Prioritas pengembangan KUMKM pada sektor nil (produksi) yang berorientasi ekspor dan
substitusi impor:
2. Pengembangan KUMKM dilakukan dengan pendekatan komunitas, kelompok atau klaster
berdasarkan sentra produksi;
3. Pengembangan dilakukan secara lintas sektoral dan mengedepankan kemitraan:
4. Pengembangan UMKM dilakukan secara vanatif sesuai dengan karakteristik dan level
UMKM:
5. Modernisasi dan inovasi teknologi.
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lima (5) strategi pengembangan Koperasi dan UMKM tersebut akan dilaksanakan melalui
empat (4) agenda perubahan, yaitu:

AGENDA PERUBAHAN

Integrasi UMKM dalam Scolling Up UMKM / Metahrkan
Global Value Chamns UMKM naik kelas enterpreneur baru Koperas

Gambar 3.1 Agenda Perubahan
Sumber: Kementeruan Koperas: dan UKM, 2019

Integrasi UMKM dalam Global Value Chains (GVC):
Mendorong UMKM Naik Kelas (Scaling Up):
Melahirkan Wirausaha Baru (New Entrepreneur);
Modernisasi Koperast.

oot - S o S

Kementernian Koperasi dan UKM dalam upaya mengembangkan Koperasi dan UMKM
telah mengintegrasikan berdasarkan kebijakan dan program melalui 3 (tiga) pilar dan 6 (enam)
strategi. 3 (tiga) pilar tersebut, yaitu: 1) Kapasitas Usaha dan Kompetensi UMKM; 2) Lembaga
Keuangan yang Ramah Bagi UKM: dan 3) Koordinasi Lintas Sektor Untuk Mendukung
Ekosistem UMKM.

Berdasarkan pilar-pilar tersebut dan untuk merespon perubahan lingkungan eksternal global
terdapat 3 (tiga) isu strategis yang harus diselesaikan dalam kurun waktu 2020-2024 meliputi:
Peningkatan Ekspor, Penguatan Substitusi Impor dan UMKM dan Koperasi masuk dalam rantai
pasok global (Global Value Chain). Untuk mengimplementasikan tujuan utama tersebut., maka
diturunkan ke dalam 6 (enam) strategi yaitu: 1) Perluasan Akses Pasar; 2) Meningkatkan Daya
Saing: 3) Pengembangan Kewirausahaan: 4) Akselerasi Pembiayaan dan Investasi: 3)
Kemudahan dan Kesempatan Berusaha; dan 6) Koordinasi Lintas Sektor.

Bahwasanya pra pandemi covid-19. Kementerian Koperasi dan UKM sudah merancang 7
(tujuh) komoditas unggulan untuk menjadi prioritas dalam mendukung program dan kegiatan
serta arah kebijakan, yaitu: 1) Pariwisata; 2) Home Décor; 3) Kuliner: 4) Fashion; 5) Ekonomi
Kreatif: 6) Perikanan/Peternakan; dan 7) Pertanian/Perkebunan. Namun demikian, pasca pandemi
covid-19 kondisi berubah sehingga diperlukan penyesuaian komoditas. Berdasarkan data
Kementerian Koordinator Perekonomian Tahun 2020, bahwa komoditas selama pandemi covid-
19 dapat diklasifikasikan kedalam porential winners dan potential loosers. Sektor yang
dikategorikan kedalam Potential Winners, antar lain: Tekstil dan Produk Tekstil, Kimia, Farmasi
dan Alat Kesehatan, Makanan dan Minuman, Elektronik, Jasa Telekomunikasi, Jasa Logistik.
Sektor yang dikategorikan kedalam Potential Losers, antara lain: Pariwisata, konstruksi,
Transportasi Darat, Laut, Udara, Pertambangan, Keuangan dan Otomotif. Lebih lanjut, produk
yang diproyeksikan akan tumbuh signifikan di masa pandemik covid-19, yaitu pangan dan
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kebutuhan dasar (basic need) lainnya, seperti: kebutuhan dasar manusia ataupun green business
yang ramah lingkungan dan produk Non-Pangan yaitu: Usaha Berorientasi Industri Kreatif
Berbasis IT. Jasa. Tekstil, Produk Tekstil dan Elektronik, antara lain: APD Non Medis, Alat
Kesehatan Risiko rendah dan Bidang aplikasi dan games (e-sporr). Secara ringkas sektor UMKM
yang masuk kategori potential tersebut ditunjukkan pada gambar 3.2. berikut:

\‘\ /'

Potential ‘ Q!m,i.,\’ I
Losers
@ .

Gambar 3.2 Potential Winner dan Loser
Sumber : Kementenan Koordinator Bidang Perckonomuan, 2020

Lebih lanjut. sebagai salah satu fokus strategi dan pendekatan survival bagi UMKM dan
Koperasi yang akan dikembangkan sebagai dasar pemikiran pengambilan strategi dan pendekatan
kedepan, diuraikan sebagai berikut:

Mengenak Perilzku Manusi yang Saru,

Sarbeds dibandnghan Sebelumays

Mengenai konsumen/ pasar & ers “New Mengenal Pekarg dimasa izisis delajur dart

Normal* Covid19: berfikr ulang - mensta uling - dan
Behetja ulang untuk menemuian inovesi
banis

. Mengenal pentingnye kapasitas melalul

Mengeicls Ssrupsi pemasaran dengan e

aru untuk menghasikan groduk dan liyaran iferesiasiproduusa

anggd

keungqulan/kekhasan/keusikan

. sy Meneakan cars dan metode kekinan
dangan platform digital
Vengpunskan platierm digtal 3

Ketoranganc

I ot sty

.rchm

Gambar 3.3 Fokus Strategi dan Pendekatan Survival
Sumber : Kementerian Koordnator Bidang Perckonomuan, 2020
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Sebagai upaya merancang arah program/kegiatan prioritas Kementerian Koperasi dan

UKM. maka hal-hal tersebut di atas menjadi salah satu dasar pertimbangan menentukan kegiatan
kedepan sekaligus mendukung rencana reaktivasi dan pemulihan usaha Koperasi dan UMKM.
Untuk itu, rancangan kegiatan prioritas Kementerian Koperasi dan UKM. meliputi:

Pengembangan Kemitraan Koperasi dan UMKM di bidang makanan dan minuman
(kuliner);

Pengembangan Kemitraan Koperasi dan UKM bidang ckonomi kreatif, jasa dan alat
Kesehatan (APD);

Pengembangan Kemitraan Koperasi dan UMKM di bidang pertanian;

Pengembangan Kemitraan Koperasi dan UMKM di bidang perikanan;

Pengembangan Kemitraan Koperasi dan UMKM di bidang tekstil dan produk tekstil,
terutama dibidang fashion:

Pengembangan Kemitraan Koperasi dan UMKM di bidang pariwisata terutama wisata
berbasis wisata alam;

Gambar 3.3 Rancangan Kegiatan Priontas Kementeran Koperasi dan UKM tahun 2021
Sumber : Kementerian Koperasi dan UKM, 2020

Arah kegiatan prioritas tersebut di atas, bahwa Kementerian Koperasi dan UKM merupakan

bagian terintegrasi dari kebijakan pengembangan nasional yang diarahkan guna mendukung
ekspor Indonesia yang secara linear dapat berkontribusi dalam meningkatkan pertumbuhan
ekonomi. Hal tersebut diwujudkan melalui beberapa kegiatan aksi sebagai berikut:

1.
2.

>

Digitalisasi Koperasi dan UMKM:

Pembangunan Koperasi yang terintegrasi dengan perhutanan sosial khususnya sektor
pangan dan komoditas sawit;

Pembangunan Trading House:

Pembangunan sentra pemasaran produk UKM di daerah: dan

Pengembangan Database UMKM.
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34 KERANGKA REGULASI

Pembangunan nasional saat ini ditujukan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur
yang merata secara material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk mewujudkan hal tersebut, perekonomian nasional
disusun atas asas kekeluargaan dan diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan
prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan. kemandinian,
serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. sebagaimana
diatur secara tegas dalam Pasal 33 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945. Dalam perkembangannya, kebutuhan dan tantangan pembangunan
nasional menjadi lebih komplek, untuk itu diperlukan keberpihakan politik ekonomi yang lebih
memberikan kesempatan dukungan dan pengembangan ekonomi rakyat kepada Koperasi dan
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai pilar utama pembangunan ekonomi
nasional.

Dalam rangka menempatkan Koperasi baik dalam kedudukan sebagai sokoguru
perekonomian nasional maupun sebagai bagian integral tata perekonomian nasional, diperlukan
peraturan perundang-undangan yang selaras dengan perkembangan lingkungan yang dinamis
serta mampu mendorong Koperasi agar dapat tumbuh dan berkembang menjadi lebih kuat dan
mandiri. Dengan jumlah Koperasi aktif mencapai 120.000 unit dan anggota mencapai 15.000.000
orang, hal tersebut dapat memberikan dampak signifikan dalam menumbuhkan dan
mengembangkan potensi ekonomi rakyat.

Meskipun telah menunjukkan peranannya dalam perekonomian nasional, namun Koperasi
dan UMKM masih menghadapi berbagai hambatan dan kendala, baik yang bersifat internal
maupun eksternal. Untuk itu, diperlukan suatu upaya dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan
para pemangku kepentingan untuk meningkatkan kemampuan dan peran serta Koperasi dan
UMKM. Penetapan kebijakan terkait Koperasi dan UMKM ini merupakan salah satu wujud
komitmen Pemerintah Republik Indonesia dalam rangka perlindungan. pengembangan dan
pemberdayaan Koperasi dan UMKM serta dapat menjadi alat untuk memadukan program dan
kebijakan seluruh pemangku kepentingan yang terkait secarn menyeluruh. sinergis, dan
berkesinambungan guna menciptakan ekosistem bagi tumbuhkembangnya Koperasi dan UMKM
di Indonesia.

Pelaksanaan arah kebijakan dan strategi Kementerian Koperasi dan UKM dalam lima tahun
mendatang akan didukung dengan penguatan kerangka regulasi yang disajikan pada tabel 3.9
yaitu mencakup:
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Tabel 3.9 Kerangka Regulas: Kementerian Koperasi dan UKM 2020-2024
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3.5 KERANGKA KELEMBAGAAN

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian
Negara, bahwa Kementerian Koperasi dan UKM masuk dalam kategon kelompok 111, dengan
wewenang tugas yaitu menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk
membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Kementerian kelompok
[II hanya memiliki fungsi untuk koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian
dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian yang
artinya bahwa kewenangan dalam melaksanakan program dan kegiatan hanya sebatas pada
koordinasi saja. Untuk itu, agar dapat melaksanakan kegiatan teknis dari pusat sampai ke
daerah, maka dipandang perlu disusun Peraturan Presiden terkait peran Kementerian Koperasi
dan UKM. Hal ini menjadi salah satu prioritas kedepan yang mendorong penyusunan
rancangan Peraturan Presiden untuk memperkuat peran Kementerian Koperasi dan UKM
khususnya perihal Strategi Nasional Pengembangan UMKM, dimana Kementerian Koperasi
dan UKM sebagai koordinator.

Lebih lanjut, kerangka kelembagaan yang dibutuhkan dalam rangka mendukung pencapaian
satuan strategis pengembangan UMKM Naik Kelas dan Modernisasi Koperasi, yaitu:
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|. Pengembangan sistem basis data terpadu UMKM

Sumber daya yang berkualitas sangat dibutuhkan dalam era globalisasi saat ini. Seiring dengan
berkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta dalam rangka terpenuhinya database
koperasi di Indonesia, maka Kementerian Koperasi dan UKM perlu melakukan membangun
sebuah sistem database UMKM yang terintegrasi antar Kementenian/Lembaga yang juga
membidangi UMKM, sehingga proses perolehan informasi berjalan dengan lebih efektif dan
efisien. Tujuan dan  kegiatan Sistem Database UMKM  Terintegrasi  antar
Kementerian/Lembaga ini adalah terciptanya sinergi antar Kementerian/Lembaga dalam
membangun sebuah database UMKM yang valid dan terkini secara online. Jika sistem
pendataan UMKM secara online yang terintegrasi antar Kementerian/Lembaga berjalan
dengan baik, maka pelayanan data dan informasi UMKM akan berjalan dengan baik dan pada
gilirannya dapat digali atau dikembangkan potensi yang ada dalam rangka pemberdayaan
UMKM di seluruh Indonesia. Selain itu, Permintaan data untuk perumusan kebijakan,
perencanaan program serta monitoring dan evaluasi pada saat ini sudah semakin banyak.
Disatu sisi, hal tersebut menandakan bahwa pelaksanaan pembangunan sudah dilaksanakan
berbasis data empiris, meskipun demikian hal tersebut juga menjadi tantangan karena untuk
memenuhi permintaan data dimaksud harus didukung dengan prasarana yang lengkap,
sehingga kualitas data dapat ditingkatkan dan ketersediaannya tepat waktu serta akurat.

Jumlah UMKM yang besar dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja yang cukup banyak
tersebut merupakan modal pokok dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi nasional yang
lebih tinggi. Selain itu, Arahan Presiden tentang Ommnibus Law Cipta Kerja tentang
Pengembangan UMKM bukan hanya akan memben kepastian Hukum bagi Pengembangan
UMKM, akan tetapi lebih memberikan kemudahan dan keberpihakan lebih bagi
pengembangan UMKM kedepan. Hal ini membenkan dukungan yang berarti bagi
Kementerian Koperasi dan UKM untuk dapat mengambil peran dalam mengoordinasikan dan
mengonsolidasikan ~ program  dan  kegiatan  pengembangan UMKM  lintas
Kementerian/Lembaga, diwujudkan melalui Strategn Nasional Pengembangan UMKM dan
Satu Data.

Kementerian Koperasi dan UKM sebagai walidata untuk data Koperasi dan UMKM akan
mengumpulkan dan mengolah data melalui Rencana Induk Pengembangan Teknolog
Informasi dan Komunikasi (RIPTIK). Data koperasi akan dikumpulkan dari Dinas yang
membidangi koperasi dan UMKM di seluruh Indonesia baik di Provinsi maupun di
Kabupaten/Kota dan diolah menjadi suatu data terkini dan informatif yang diimplementasikan
dalam beberapa format tampilan sesuai dengan kebutuhan, sedangkan untuk dats UMKM
sendiri Kementerian Koperasi dan UKM bekerjasama dengan seluruh Kementerian/Lembaga
dan pihak yang terkoordinasi dalam forum Satu Data Indonesta.
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2. Peningkatan fungsi LLP-KUKM sebagai layanan konsultasi terintegrasi
Pendirian LLP-KUKM bertujuan untuk memberikan layanan promosi dan pemasaran KUKM
Indonesia yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai pelaksana layanan informasi
pasar, sarana pemasaran, promosi produk dan jaringan pemasaran serta distribusi produk
KUKM, konsultasi pemasaran peningkatan kemampuan manajemen dan teknik pemasaran,
serta inkubasi pemasaran. Dalam rangka mendukung pengembangan kapasitas manajemen dan
usaha Koperasi dan UKM. LLP-KUKM akan meningkatkan pelayanannya dengan
mengembangkan konsultasi, pendampingan, coaching, seminar, menguatkan regional (satgas)
dan menguatkan sentra-sentra produksi dengan menghadirkan ahli dan merekrut orang-orang
terbaik untuk mendampingi UKM secara online maupun tatap muka tergantung kebutuhan,
baik dari segi manajemen, produksi, pemasaran, keuangan dan SDM. Hal tersebut diharapkan
dapat menjadikan LLP-KUKM (SMESCO) sebagai pusat pelayanan konsultasi, pendampingan
dan kemitraan serta pintu akses pasar dan pembiayaan UKM yang dibina untuk memperoleh
pembiayaan dari KUR, Lembaga Pengelola Dana Berguli-KUMKM dan Indonesia
Eximbank.
3. Penguatan sinergi dan kerjasama antar lembaga/pemangku kepetingan:

Untuk pemberdayaan koperasi dan UKM secara nasional, maka dipandang perlu dilakukan
penyusunan kebijakan dan strategi nasional pemberdayaan koperasi dan UKM secara
menyeluruh dan terpadu. Hal tersebut bertujuan untuk memperkuat koordinasi lintas instansi
dalam pemberdayaan koperasi dan UMKM. Kebijakan pemberdayaan koperasi dan UMKM
secara umum diarahkan untuk mendukung upaya peningkatan efektivitas penanggulangan
kemiskinan, penciptaan kesempatan kerja, peningkatan ekspor dan daya saing, serta
revitalisasi pertanian dan perdesaan yang menjadi prioritas pembangunan nasional. Program-
program strategis koordinasi lintas sektor UMKM dan Koperasi yaitu melalui Strategi
Nasional Pemberdayaan Koperasi dan UMKM dan Satu Data,

4. Restrukturisasi Struktur Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) Kementerian Koperasi dan
UKM.
Kementerian Koperasi dan UKM memandang perlu untuk dilakukan restrukturisasi Struktur
Organisasi dan Tata Kelola dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang telah
ditetapkan dan untuk mewujudkan organisasi yang tepat fungsi. tepat proses. dan tepat ukuran.
Hal tersebut dilakukan sebagai langkah fundamental dalam menyikapi bahwa organisasi selalu
bersifat dinamis dan tidak sekedar membentuk struktur, tetapi lebih dari itu mengelola proses
dalam struktur tersebut sehingga dapat diketahui berapa banyak struktur yang diperlukan.
Transformasi yang dilakukan diharapkan dapat memberi nilai tambah pada organisasi dalam
pencapaian target yang telah ditetapkan dengan lebih efektif dan efisien. sehingga struktur
yang lebih ramping namun memiliki fungsi yang besar baik bagi Kementerian Koperasi dan
UKM, lintas K/L, pemerintah daerah, masyarakat dan stakeholder. Secara umum, penataan
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struktur organisasi Kementerian Koperasi dan UKM, diharapkan dapat menghasilkan:
a. Tata Kelola Pengembangan Koperasi dan UMKM yang Lincah dan Cepat:
. Pengembangan Kualitas Koperasi Indonesia:
. Pengembangan Usaha Mikro;
. Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah;
e. Pengembangan Kewirausahaan dan Sumber Daya Manusia;
Peningkatan Kapasitas Aparatur Pembina Koperasi dan UMKM baik Pusat maupun
Daerah.
Struktur dimaksud dapat digambarkan sebagai berikut, Kementerian Koperasi dan UKM
semula terdiri atas 5 (lima) unit Deputi, yaitu:
a. Deputi Bidang Kelembagaan;
b. Deputi Bidang Pembiayaan:
. Deputi Bidang Produks: dan Pemasaran;
. Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha;
e. Deputi Bidang Pengembangan SDM.
akan menjadi 4 (empat) unit Deputi vaitu:
a. Deputi Bidang Perkoperasian, yang mempunyai tugas:
1) Perumusan kebijakan di bidang peningkatan potensi usaha koperasi. pengembangan
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inovasi perkoperasian. pengembangan kemitraan dan jaringan usaha koperasi
pengembangan pembiayaan perkoperasian serta pengembangan koperasi baru;

2) Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan potensi usaha
koperasi, pengembangan inovasi perkoperasian, pengembangan kemitraan dan jaringan
usaha koperasi. pengembangan pembiayaan perkoperasian serta pengembangan koperasi
baru;

3) Pemantauan, evaluasi. analisis dan pelaporan di bidang peningkatan potensi usaha
koperasi. pengembangan inovasi perkoperasian, pengembangan kemitraan dan jaringan
usaha koperasi, pengembangan pembiayaan perkoperasian serta pengembangan koperasi
baru;

4) Pelaksanaan administrasi deputi bidang pengembangan koperasi: dan

5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri.

b. Deputi Bidang Usaha Mikro, yang mempunyai tugas:

1) Perumusan kebijakan di bidang peningkatan potensi dan peluang usaha mikro,
peningkatan mutu dan kapasitas produk usaha mikro, perluasan jangkauan pemasaran
usaha mikro, kemitraan dan perlindungan usaha mikro serta perluasan akses pembiayaan
usaha mikro;

2) Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan potensi dan
peluang usaha mikro, peningkatan mutu dan kapasitas produk usaha mikro. perluasan
jangkauan pemassran usaha mikro, kemitraan dan perlindungan usaha mikro serta

www.peraturan.go.id



2020, No. 764 50.

perluasan akses pembiayaan usaha mikro;

3) Pemantauan, evaluasi, analisis dan pelaporan di bidang peningkatan potensi dan peluang
usaha mikro, peningkatan mutu dan kapasitas produk usaha mikro. perluasan jangkauan
pemasaran usaha mikro. kemitraan dan perlindungan usaha mikro serta perluasan akses
pembiayaan usaha mikro;

4) Pelaksanaan administrasi deputi bidang penguatan usaha mikro; dan

5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri

c¢. Deputi Bidang Usaha Kecil dan Menengah. yang mempunyai tugas yaitu:

1) Perumusan kebijakan di bidang peningkatan peluang pasar dan ekspor usaha kecil dan
menengah, peningkatan mutu dan kapasitas produk usaha kecil dan menengah,
pengembangan distribusi dan logistik usaha kecil dan menengah, perluasan jaringan
kemitraan usaha kecil dan menengah serta pengembangan pembiayaan usaha kecil dan
menengah;

2) Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan peluang pasar
dan ekspor usaha kecil dan menengah. peningkatan mutu dan kapasitas produk usaha
kecil dan menengah, pengembangan distribusi dan logistik usaha kecil dan menengah,
perluasan jaringan kemitraan usaha kecil dan menengah serta pengembangan
pembiayaan usaha kecil dan menengah:

3) Pemantauan, evaluasi. analisis dan pelaporan di bidang peningkatan peluang pasar dan
ekspor usaha kecil dan menengah. peningkatan mutu dan kapasitas produk usaha kecil
dan menengah, pengembangan distribusi dan logistik usaha kecil dan menengah,
perluasan jaringan kemitraan usaha kecil dan menengah serta pengembangan
pembiayaan usaha kecil dan menengah:

4) Pelaksanaan administrasi deputi bidang penguatan usaha kecil dan menengah: dan

5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri.

d. Deputi Bidang Kewirausahaan, yang mempunyai tugas yaitu:

1) Perumusan kebijakan di bidang pemetaan potensi sumber daya manusia koperasi, usaha
mikro, kecil dan menengah. peningkatan peran pemerintah daerah, dunia usaha, dunia
industri dan dunia pendidkan terhadap pengembangan kewirausahaan;

2) Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemetaan potensi sumber
daya manusia koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, peningkatan peran pemerintah
daerah, dunia usaha, dunia industri dan dunia pendidkan terhadap pengembangan
kewirausahaan;

3) Pemantauan, evaluasi, analisis dan pelaporan di bidang pemetaan potensi sumber daya
manusia koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, peningkatan peran pemerintah
daerah, dunia usaha. dunia industri dan dunia pendidikan terhadap pengembangan
kewirausahaan;

4) Pelaksanaan administrasi deputi bidang pengembangan kewirausahaan;
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5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh menten,

BLU (Badan Layanan Umum) akan tetap sama, yaitu:

a. LLP-KUKM (Lembaga Layanan Pemasaran — Koperasi dan UKM): dan

b. LPDB-KUMKM ((Lembaga Pengelola Dana Bergulir — Koperasi dan UMKM), yang
penyaluran dana bergulirnya akan diarahkan pada Koperasi.

Sekretariat Kementerian Koperasi dan UKM yang sebelumnya terdiri dan:

a. Biro Perencanaan:

b. Biro Umum: dan

c¢. Biro Keuangan;

akan menjadi:

a. Biro Manajemen Strategi. untuk memberikan dukungan pelayanan teknis dan administratif
di bidang penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (sakip),
akuntabilitas pengelolaan keuangan serta evaluasi dan pelaporan kinega di lingkungan
kementerian koperasi dan usaha kecil dan menengah;

b. Biro Manajemen Regulasi. Organisasi dan Kerja Sama. untuk memberikan dukungan
pelayanan teknis dan administratif di bidang perumusan kebijakan, regulasi, hukum,
organisasi dan kerjasama di lingkungan kementerian koperasi dan ussha kecil dan
menengah:

c. Biro Manajemen Komunikasi, Informasi Teknologi dan Penelitian dan Pengkajian, untuk
membenkan dukungan pelayanan teknis dan administratif di bidang komunikasi, informasi
dan teknologi di lingkungan kementerian koperasi dan usaha kecil dan menengah: dan

d. Biro Umum, untuk memberikan dukungan pelayanan teknis dan administratif di bidang
kerumahtanggaan, keprotokolan, penatausahaan pimpinan dan pembinaan serta pengelolaan
pegawai di lingkungan kementerian koperasi dan usaha kecil dan menengah.

www.peraturan.go.id



-50-

BAGAN 3.1. POHON KINERJA KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM TAHUN 2020-2024

POB UMEM $358%. Bezport UNKN 13.34% Fasio Kewirusshasn 335%

33753 UKM Naik Keles dan 423 Knperasi Modern
Nilsi Reformasi Birokrasi
Kemesterian NUKM A
Tinghat Maturitas SAP
Kementerisa KUKN Lesel &
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BAGAN 3.2. STRUKTUR ORGANISASI KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM
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*) Rancangan SOTK disusun berdasarkan

| Surat Menteri Koperasi dan UKM nomor: 34/ M KUKM XTI 19 kepads Memeri Pengembangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;

2 Hasil Rapat Kemanterian Koperasidan UKM dengan Sckratarist Negara, Kemenierian Pengenbangan Aparstur Negara dan Ref'ormas 1 B rokras i, Kementerian
Keusngan, dan Kementerian Hukum den HAM pads tanggal § Febraari 2020,

3 Hasil Rapat Kementerian Koperasidan UKM dengan Kementerian Pengembangan Aparatur Negara dan Reformas | Birokrasi pach tanggal 21 April 2020,

4 Draft Final Papres SOTK masuk ke Kementerian Pengemtungan Aparatiar Negara dan Reformasi B rokoasi dan penyamguian proses ke Scloctariat Negara puda
unggl 15 M 20202 Hasil Ragwt Kementarian Koperasi dan UKM dengan Kementer ian Pengembangan Aparatur Negara dan Refarmas i B irokrasi pads tenggal
21 Februari 2020
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BAB IV
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 TARGET KINERJA

Sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan kewewenangnya, Kementerian Koperasi dan UKM
pada tahun 2020-2024 menjabarkannya melalui:

1.  Indikator Kinerja Sasaran Strategls

Indikator Kinerja Sasaran Strategis Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2020-2024
adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1, Indikator kinerja sasaran strateges 2020.2024

Ukuran Hasil Nsrin Pyt
Sasaran Strategis (Lag Indikator) Kinerja Target 2024 | Pengukuran
{Lead Indikator)
Terwupudnya Koperasi dan Meningkatnya Kontribus: | Persentase 3%-0% Mandin
UMKM yang Map. Berdaulat] PDB Scktor Koperast Kontribusi PDB atau BPS
dan Mandin dalam Scktor Koperasi
Mendukung Perckonomian - — —
Nasional Meningkatnya Kontribust | Persentase 33.88%- Mandir
PDB Scktor UMKM Kontnibusi PDB 59,56 atau BPS
Scktor UMKM
Perspektif Customers
Terwupudnya Koperasi vang | Memingkatnya Inovasi Persentase 20%-23% | Mandin
Modem Usaha Koperasi Pertumbuhan atau BPS
Volume Uszha
Koperast
Terwupudnya UMKM yang Memingkatnya Inovast dan| Persentase Total 0,49%- Mandin
Mampu Bersamng di Pasar Produktivitas UKM Niloi Ekspor UKM | 10.94%, atau BPS
Domestik dan Global
Memingkatnya Skala Jumlah UKM Nak 33753 | Mandin
Usaha UKM Kelas UKM atau BPS
Sumber: K un K i dam UKM, 2019

Tabel 4.2. Indikator kinerja sasaran strategis perspektif internal proses dan fearw & growth

Perspektif Internal Process
Ukuran Pemacu
Sasaran Strategis Ukstrum Hash) Kineria Target 2024 | Pengukuran
(Lag Indikator) (Lead Indikator)
Terwupudnya Modernisas: Menmgkatnya Model Jumlnh Koperasi 5001000 Mandiri
Koperasi ( Pengembangzn Bisnis dan Kelembagaan | Model Baru Model
Koperasi) Koperasi Kopcrasi
Menmgkatnya Inovasi Persentuse Jumlah 3%-10% Mandiri atay
Usaha dan Tekmolog Koperasi yang BPS
Koperasi Bennovasi dan
Memanfaatkan
Teknologi
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Terwupudnya Penciptuan Mcningkatnya Wirnusaha| Rasio 3.55%-3.95% | Mandn atay
Entreprencur Baru Baru Kewirausahaan BPS
(Pengembangan Nassonal
Kewirnusahaan)
Pertumbuhan start- 700-3.500 | Mandin atay
1up berbasis koperasi BPS
Termtegrasinys Produk UKM] Menmgkatnya Potens: Jumizh Produk 7 Komoditas | Mandin atag
Kedalam Global Value Chain| Ekspor Produk UKM UKM Yang Ekspor UKM BPS
(Pengembangan UKM)
Terwugudnya Peningkatan Menmgkatnya Skala Jumlah Usaha 0,5% Mandin atay
Skala Usaha Mikro (Scaling | Usaha Mikro Mikro Naik Kclas BPS
Up) (Pengembangan Usaha
Mikro)
Perspektif Learn & Growth
Terwuyudnya ASN Menmgkatnya Indcks
Kementerion KUKM vang Profesionalisme ASN Profesionalisme >00%
Profesional Kementerian KUKM ASN Kementeran
KUKM
Terwupudnya Sistem Data Tersodianya Data dan Perscatase 100% Mandin
dan Informasi KUKM Informasi Pengembangan| KUMKM yang
KUKM vang Akurat dan | Datanya Akurat dan
Akuntahel Terkim
Terwunudnya Birokras: Menigkatnya Reformasi| Nilai Reformasi = 80 (A) Menpan-RB|
Kementerian KUKM yang Birokrasi Kementerian Birokrasi
Beronentas: Layanan Pnma | KUKM Kementerun
Meningkatnya KUKM
Akuntabilitas Kinerja dan)
Anggaran Kementerian
KUKM
Tingkat Matuntas Level 4 BPKP
SPIP Kementeran
Koperasi dun
UMKM
Indcks Kepuasan =30
Masyarakat terhadap
Layanan
Pengembangan
Koperasi dan
UMKM
Terwupdnya Peagelolaan Meningkatnys Nilar Sistem A Mcnpan-RB
Kinena dan Anggaran yang | Akuntabilitas Kinerja dan] Akuntabilitas
Akuntabel Anggamn Kementerinn | Kinerju Pemerintah
KUKM (SAKIP)
Kementeran
KUKM
Opini BPK-RI atas wTP BPK
Laporan Keuangan
Kementerian
KUKM

Sumber: Kementern Koperast dan UKM. 2019
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2.  Indikator Kinerja Program

Indikator Kinerja Program merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan

pencapaian hasil (outcome) dan suatu program, Indikator Kinerja Program telah ditetapkan secara

spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran program (outcome) dan

indikatornya.

Secara detail. Indikator Kinerja Program Teknis Tahun 2020 terdapat pada Tabel 4.3 dan
untuk Indikator Kinerja Program Teknis Tahun 2021-2024 terdapat pada Tabel 4.4.

Tabel 4.3 Indikator Kinera Program Teknis Tahun 2020

PROGRAM SASARAN I INDIKATOR

PROGRAM PENINGKATAN DAYA SAING UMKM DAN KOPERASI

Terwupuednya Days Saing | Persentase Jumish Tenaga Kerja UMKM
dan Koatribusi UMKM
dan Koperasi dalam
Perckonomian

Persentase Koperasi (Induk Nassonal,
Sekunder/Provinsi, Primer Kab.'Kota yang
memiliki kategori schat berkualitas

LR

Jumlsh wirnusaha nasional

10.000 Orang

Persentase Komribos: Koperasi dan UMKM
dalam Pembentukan PDB

5%

Persentase Kootribus: UMKM dan Koperasi
dalam ckspor non-migas

Persentase komtribasi UMKM dan Koperasi
dalam mvestasi

Pertumbuhan Produktivitzs UMKM

Proporst UMKM yang mengakses pembaayaan
formal

Jumlah UMKM dan Koperasi yang menerapkan
standlardisast mutu dan sertifikasi produk

2.000 Unit

Partisipas: anggota koperasi dalam permodalan

55

Pertumbuhan jumish anggota koperas:

10

Pertumbuhan volume wsaha koperas:

18%

PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN KOPERASI

Meningkatnya Kinerja Persentase Koperasi { IndukNasional,
Kelembagaan dan Usaha sekunder/provinsi, Primer Kab'Kota yang
Koperasi memiliki kategori sehat berkualitas)

Partisipasi Anggota Koperusi dalam Permodalan
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PROGRAM PENINGKATAN PENGHIDUPAN BERKELANJUTAN BERBASIS USAHA MIKRO

Meningkatnya Koperasi Persentase jumlab tenaga kerja UMKM 5.5%
dan UMKM yang
Herbasis Usaha Mikro
Persentase Koperas (Induk/Nasional, 3%
Sekunder/Provinsi, Primes Kab./Kota yang
memiliki kategorn sehat/berkualitas
Persentase jumlab wirsussha nasional 10,000 Orang
Persentase kontribusi Koperasi dan UMKM 7.5%
dalam pembentukan PDHR
Persentase Kontnbas: UMKM dan Koperasi ™
dalam ekspor non-migas
Persentase kontribusi UMKM dan Koperasi 10.5%
dalum investasi
Perrumbuhan Produktivitas UMKM M
Propors: UMKM yang mengakses pembiayaan 25"
formal
Jumlsh UMKM dan Koperasi yang mencrapkan 2.000 Ut
standardisasi muu dan sertifikasi produk
Partisipasi angpots koperasi dalam permodalan S57%
Pertumbuhan jumlah angeota koperasi 10%
Pertumbuhan volume usaha koperasi 18%
Tabel 4.4 Indikaror Kinerja Program Teknes Tahun 20212024
g 7 TARGET
PROGRAM SASARAN INDIKATOR 2021 l w01 I 2023 I 2024
PROGRAM KEWIRAUSAHAAN, UMKM DAN KOPERASI
Meningkatnyn kapasitas | Jumlah koperass 150 150 100 100
manajemen koperasi maodel baru dan Koperasi Koperasi Koperas: Koperusi
modern Modern Modem Modern Modem
Meningkatnya inovas: Pertumbuhan start- | %00 200 %50 850
koperasi up berbasis koperasi | Koperasi Koperasi Koperasi Koperasi
Meningkatoys Persentase 2% 2% " 1"
kemudahan dan kontnibusi PDR
kesempatan berusaha sektor koperasi
Meningkatnyn Akses Persentase Total 15.12% 17.28% 19.44% 21.60%
Pasar Produk dan Jasa Nilai Potens:
UMKM Ekspor UMKM
Meningkamys Daya Persentase Jumish 0,55% 1.35% 2.5% 4
Saing Produk dan Jasa UKM Naik Kelas
UMEKM
Pertumbuhan 5% 8% 9 107
Jumlah Tenaga
UMEM
Meningkatnys Akses Persentase Total SR el 6% 63%
Pembisyaan dan Investasi UMKM
luvestasi UMKM -
Meningkatnys Persentase 62.36". 63.73% 64,767 65%
Kemudahan dan Kontribusi PDB
Kesempatan Berusaha Scktor UMKM
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Indikator Kinerja Program Generik Tahun 2020 terdapat pada Tabel 4.5 dan untuk
Indikator Kinerja Program Generik Tahun 2021-2024 terdapat pada Tabel 4.6

Tabel 4.5 Indikator Kinerja Program Genenk Tahan 2020

TARGET
PROGRAM SASARAN I INDIKATOR 2020
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN
KOPERASI DAN UKM
Maingkatnya efektivitas Indeks Reformasi Birokrasi, Kementerian 80
manajemen Kementerian Koperast Koperasi dan UKM
dan UMKM
Nilai Akuntabilitas Kinerja Kementesian 807
Koperasi dan UKM
Persentase kontribusi Koperasi dan UMKM 5.2%
dalam pembentukan PDR
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR KEMENTERIAN KOPERASI DAN
UKM
Meningkatnyn Dukungan Sarana Indeks Reformas: Burokrasi, Kemenienan B
Prasarana Kementerian Koperas: Koperasi dan UKM
dan UKM
Tabel 4.6 Indikastor Kinerja Program Genenk Tabun 20212024
| TARGET
PROGRAM SASARAN INDIKATOR
_R" I | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN
Tersedianyn Kebtjakan Indeks kualit=s kebgakan 80" RO RO Kot
Pengembangan Koperas: pengembangan Koperasi daan
dan UMKM yang Efcktif UMKM
Terselenggarunya Tata Indeks kepuasan masyarakat A A A A
Kelola Pengembangan terhadap layaman
KUKM yang Partisipatif pengembangan Koperasi dan
dan Berkelanjutun UMRKM
Terwujudnya ASN Indeks profesionalisme ASN 90 920t K% ars
Kementerian KUKM vang | Kementerian Koperasi dan
Profesional dengan UKM
imdikator kinerza
Tersedianya Sustem Data Persentase Jumish Unit kema di | 100% | 10075 | 100% 1007,
dan Informasi lingkungan Kementeran
Pengembangan KUKM Koperasi dan UKM terimegras:
yang Termntegrasi dengan sistem data dan
mformasi
Terwuudnya Barokras: Nilai reformas: birokrasi %0 L S0 K0
Kementerian KUKM yang | Kementerian Koperasi dan
Beronientas: Layanan UKM
Prima
Tingkat Maturstas SPIP Level | Level | Level | Leved
Kementerian Koperasi dan K - 4 4
UMKM
Terkelolanya Anggsran Nilai SAKIP Kementenan A A A A
Pengembangan KUKM Kaperasi dan UKM
secarn Akuntabel
Opam BPK stas lapoean WIP | WTP | WIP | WTP
keuangan Kementersan
Koperasi dan UKM
Tersedianya Operasional Jumlash Bulan Layanan Sarnna 12 12 12 12
Kementerian Koperasi dan | Perkantoran Hulan | Bulan | Bulun | Bulan
URKM
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4.2 KERANGKA PENDANAAN

Kerangka pendanaan yang dibutuhkan untuk melaksanakan kebijakan, program dan
kegiatan peningkatan daya saing koperasi dan UMKM pada tahun 2020-2024 mencakup:

I.  Alokasi pendanaan jangka menengah Tahun 2020 diarahkan untuk membiayai pelaksanaan:

a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian
Koperasi dan UKM;

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Koperasi dan UKM;

c. Program Peningkatan Penghidupan Berkelanjutan Berbasis Usaha Mikro;

d. Program Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi: dan

. Program Penguatan Kelembagaan Koperasi.

2. Alokasi pendanaan jangka menengah Tahun 2021-2024 diarahkan untuk membiayai
pelaksanaan:

a. Program Dukungan Manajemen:

b. Program Pengembangan Koperasi, UMKM dan Kewirausahaan.

3. Sinergi dan kerja sama yang melibatkan Kementerian/Lembaga (K/L) vang memiliki
program dan kegiatan yang terkait dengan pengembangan Koperasi dan UMKM yaitu:

a. Kementerian/Lembaga yang memiliki tugas dan fungsi pembinaan pelaku usaha, antara
lain: Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan
dan Perikanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian
Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif,
Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi;

b. Kementerian/Lembaga yang memiliki tugas dan fungsi pengembangan dan penguatan
sistem pendukung bagi KUMKM baik terkait akses pembiayaan, ilmu pengetahuan dan
teknologi, jaringan distribusi. kemitraan, serta penerapan standar kualitas produk. serta
kebijakan lain yang terkait, seperti Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan,
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Komunikasi dan
Informasi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Badan Koordinasi
Penanaman Modal, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Badan Pengawasan
Obat dan Makanan, Badan Sertifikasi Nasional. Badan Pengkajian dan Penerapan
Teknologi, Kementerian PPN/Bappenas, Badan Pusat Statistik. Komisi Pengawasan
Persaingan Usaha, dIL

4. Pengembangan kerja sama pendanaan dengan Pemerintah Daerah dan dunia usaha juga
dilakukan untuk meningkatkan dukungan bagi perbaikan daya saing KUMKM juga akan
melibatkan Gerakan Koperasi termasuk Dekopin.

Dalam bagian sebelumnya telah diuraikan mengenai tujuan dan sasaran yang ingin dicapai
oleh Kementerian Koperasi dan UKM. Adapun keberhasilan pencapaian target-target yang telah
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ditetapkan telah dilengkapi dengan ukuran-ukuran yang akan digunakan yaitu menggunakan
indikator kinerja dan selanjutnya dalam mencapai target-target tersebut diperlukan biaya
(anggaran/dana) untuk merealisasikannya. Untuk itu. sumber dana yang diperlukan dalam
mencapai target-target yang telah ditetapkan dan realisasinya tergantung sepenuhnya dari APBN.

Secara terinci, kerangka pendanaan untuk mendukung pelaksanaan kebijakan, program dan
kegiatan di bidang Koperasi, UMKM dan Kewirausahaan pada tahun 2020, 2001 dan 2022-2024
dapat dilihat pada Tabel 4.7.4.8 dan 4.9 berikut:
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Tabel 4.7 Kerangka Pencanaan Tabun 2020

kEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM

Terciptanya Koperasi dan UMKM dalam peduasan
kesempatan kerja serta pemerataan pendapatan

Persentase jumlah tenaga kerja UMKM

- Persentase Koperas! [Induk/Nasional,
Sekunder/Proving, Primer Xab/Xota yang
memi k) kategor) sehat /beskualitas)

55
100

- Persentase jumloh wira usaha na Sonal

10000

Terwujudnya Koperasi dan UMKM dalam
mendorong pertumbuhan ekonomi serta
|_pengentasan kemiskinan

- Persentase kontnbus Koperas) dan UMKM
dalam pembén tukan PDB {rata-rata/tahun)

75

« Persentase Kontribusi UMKM dan Ko perasi
dalam ekspor non-migas (rota-rata/tahun)

- Persentase kontribus UMKM dan Koperasi

gﬁs investo s {ratao Bn-o::i

10.5

- Pertumbuhan Produktivitas UMKM (rata-
rata/tahun)

« Proporsi UMKM yang mengakses pembiayaan
formal target RPIMN (%)

25

Terwujudnya Kem enterian Koperasidan UKM yang
Profesional dan Berkinerja Tinggi

- Indeks reformasi Birokra s, Kementerian
Xoperas dan UKM

80

- Nilgi okuntaobilitas kinerjc Kementerian Koperas
dan UKM

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Kementerian Koperasi dan UKM

www.peraturan.go.id
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Meningkatnya efeltivitas manajemen
Kementerian Koperasl dan UMKM

- indeks Reformasi Birokrasi, Kementerian
Koperas dan UKM

80

« Nilgj Ak unta bilitas Kineésjo Xemen terian Kop erasi
dan UKM

- Persentase kontribus Koperasi dan UMKM

dalam pemben tukan PDB {ra ta-rata/tahun)

KM

75

Penyusunan Perencanaan Program/Kegiatan Kem enterian Koperasidan

Meningkatnya kualitas rencana program dan
kegiatan Kementerian KUKM

- Rencana Program/keglatan Kementerian
Koperas dan UKM

- Forum Sinkronisas Kebjakon dan Kerjosama

Prog ram Antar Pemanglu Kepentingon

Monitoring, Evaluasi, Pelaporan, dan Kerjasama Teknik

Meningkatnya kualitas dan keterpaduan
pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan kerjasama
Internasional

- Pemantauan dan Evaluasi Program Bdang
KUMKM

- Kernasama internasional di bidang koperas dan

www.peraturan.go.id
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UMK

- Peningkatan kapasitas kelembagaan PUG

Pelaksanaan, Penatausahaan dan Pelaporan Anggaran dan BMN

Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangandan
Barang Milik Negara

- Kinerja Pelaksanaan Anggaran

Pelaporan Keuangon

www.peraturan.go.id

- Barang Mk Negara

- Llayanan Perkantoran

Layanan Operasional Menteri

yelenggaraan Pemeriksaan dan Pengawasan Pelaksanaan Anggaran
satdan Daerah

Terpenuhinya layanan pemeriksaan di pusat dan
daerah

Hasll Pemeriksaan dan Pengawasan
Pelaksanaan Anggaran di Pusat don Daeroh

Peningkatan Kompetensi SDM Aparatur dan Administrasi Kepegawaian

Terlaksananya Layanan Manajemen SOM Aparatur
Kem enterian Koperasi dan UKM

Pendidikan dan Pelatihan Struktwal dan
Fungsional

- Pembinaan dan pembekolon kompetens SOM
Ap aratur

g &

- Kerja sama Peninghkatan SOM Aparatur

Laya nan administrasi kepegawalan

- Tanda jasa/penghargaan/ kehormatan

- Reformas birokrasi

a2 Wl Bl=-

- Penyebaran informas), penyuluhan don
pembingan aparatur

- Perumusan bahan telaohan dan rekomendasi
pimpin an

w

Penyelenggaraan Ketatausahaan
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Meningkatnya Kualitas Ketatausahaandan
Layanan Perkantoran

Operasional Perkantoran dan Layanan Pimpinan

- Penyelenggaraon Organisas) dan Tataloksana

- Penyelenggaraan don Layanon Persuratan

Penyelengg araan dan Pelaya nan Kearsipan

- Penyelenggaraon Ketatausahoon Menteridan
Eselon |

www.peraturan.go.id

Penyelenggaraan kehumasan dan advokasi hukum

Terlaksananya Layanan Hukum

Advokasi Hukum

Terlaksananya Layanan Hubungan Masyarakatdan
Komunikasi

- Kehumasan

- Open goverment Informasi program dan
kegiatan Kementerian Koperas dan UKM

Koordinasi Penyusunan Regulasi Koperasi dan UMKM

Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Regulasi
Koperasidan UMKM

- Terkoksa nanya Koordinasi Penyusunan Regqula s
Kopera s dan UMXM

Meninghkatnya kualitas pelayanan hukum

Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan dan Monev Urusan Kelembagaan

Terlaksananya Koordinasi perencanaan,
pelaksanaan dan monev kelembagaan

- Koordinasl Perencanaan, Penganggaran dan
Pelaksa noan

- Monev, data dan pengembangan aparatur

- Layanan Internal

—82&.&& Perencanaan, Pelaksanaan dan Monev Urusan Pembiayaan
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Kualitas, keterpaduan dan kelengkapan
perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi,
serta pelaporan urusan pembiayaan

- Peloksonaan Perencanaan, Program dan
Anggaran, pdoporan dan kegiatan wusan
umum serta sistem informasi pembiayaon
Peloksa naan

Pem asaran

Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan dan Monev Urusan Produksi dan

Meningkatnya kualitas, keterpaduan dan
kelengkapan pemantauan, evaluasl, pelaporan,
serta kerjasama teknik

- Koordinasi perencanaan, peloksanaan dan
monev urusan Produlsidon Pemasaron

- Monev, data don pengemban gan apa rotur

- Pengelolaan Layanan wmum dan kevangan

Jsaha

Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan dan Monev Urusan Restrukturisasi

Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan,
Pelaksanaan dan Monev Urusan Restrukturisasi
Usaha

- Jumiah Xoardinasi Perencanaan, Pelakso naan
dan Monev Urysan Restrukturisasi Usaha

ﬂoﬂ&:ﬂ. Perencanaan, Pelaksanaan dan Monev Urusan Pengembangan
DM

Terlaksananya Koordinasi Perencanaan,
Pelaksanaan dan Monev Urusan Pengembangan
SOM

« Jumilah Koordinasi Perencanoan, Pelak sanaan

dan Monev Uy son Pengemban gan SOM

ordinasi Perencanaan, Pelaksanaan dan Monev Urusan Pengawasan

perasi

_ Layanan Internal Deputi Bidang Pengawasan

www.peraturan.go.id
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- Layanan Perencanaan, Evaluasi dan Pela poran

Sl ot

- Layonan Keuangan dan Tatausaha

- Jabatan Fungsional Pengawas Ko perasi

« Partisipasi Dolam Forum APEC dan Kerjasama
dengan Korea

Pengembangan Sistem

Informasi dan Data

Meningkatnya kelengkapan dan kualitas sistem
informasi dan data Koperasi dan UMKM

- Database Kopera s dan UMKM

- Sistem Jaringan Informasi

Koperasidan UKM

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian

Meningkatnya Dukungan Sarana Prasarana
Kementerlan Koperasi dan UKM

- Indeks Reformasi Birokra s, Kementerion
Koperas dan UKM

Pengadaan Sarana Prasarana Kantor Kementerian Koperasi dan UKM

e | U P TS

— -
sl [@aom [uta rupiahl___ | Unit

www.peraturan.go.id
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Terpenuhinya Sarana dan Prasarana di
Kementerian Koperasidan UKM

« Peningkatan Sarana dan Prasarana Kementerion
Koperas dan UKM

Parana Prasarana LLP-KUKM

Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Gedung dan
Bangunan

- Penyediaan Sarana dan Prasarona Perkantoren

- Layonan Perkantoran

Program Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi

www.peraturan.go.id
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Terwujudnya Daya Saing dan Kontribusi UMKM
dan Koperasi dalam Perekonomian

- Persentase Jumlah Tenaga Kerja UMKM

Unit Organisasi
Pelaksana

Persentase Xoperasi (Induk/Na sonal,
Sekunder/Prowns, Primer Xab./Xota yang
memi ki kategori sehat /berkualitas

- Jumlah wirausaha nasional

10.000

Terwujudnys Daya Saing dan Kontribusi UMKM
dan Koperasi dalam Perekonomian

- Persentase Kontribus) K operas! dan UMKM
dalam Pembentukan PDB {rata-rota/tahun

- Persentase Kontribusi UMK M dan Koperas)
dalam ekspor nonmigas (reta-rata/ta hun)

75

- Persentase kontnbu s UMKM dan Xoperasi
dalam Investas [rata-rata/tahun)

185

- Pertymbuhan Produktivitas UMKM [rata-
rota/tahun)

- Proporsi UMK M yang mengakses pembia yaan
formal

25

- Jumloh UMKM dan Xoperasl yang menerapkan
standardisas) mutu dan sertifikasi produk

2.000

Partisipasi anggota koperasi dalarm permod alan

- Pertumbuhon jumiah anggota koperasi

- Pertumbuhan volume usaha koperasi

Pukungan Pemberdayaan KUMKM di Daerah

Terlaksananya Dukungan Pemberdayaan KUKM di
Daerah

- Petugas penyuluh koperasi lapangan (PPKL)

- Operasional PLUT di Daerah

1.035

- Fasilita s Pomeran dan Promosi KUMKM di
Daerah

www.peraturan.go.id
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Perencanaan program Kementerian Xoperasi
dan UKM

Monitoring dan evoluasi kégiatan strategis

- Pengembangan data KUMKM

Satuan tugas pengawasan kopera s

- Montoring dan Insentlf Pendamping 12in Usaha
Mikro dan Kecll (IUMK) d) Daerah

ingkungan

Penguatan Koperasi dan UMKM Yang Menghasilkan Produk Ramah

Meningkatnya pengembangan usaha produktif
oleh koperasi melalui pemanfaatan energi
terbarukan

- Jumlah Koperas yang didamping) dolam
pengembangan eco towism

Perduasan Pembiayaan dan Jasa Keuangan Non Bank dan Advokasi
Perpajakan Bagi Koperasi dan UMKM

Kapasitas dan Jangkauan Layanan Keuangan Non
Bank Bagi KUMKM

- Penumbuhan dan Penguatan Badan Layanan
Umum Daerah

- Adwokasi Perpajakan

- Desaln skema pembiayoan K UMKM

- Pengembangan skema resl gudang melalu)
pembiayaan L PDB X UMKM

Fasilitasi Permodalan Koperasi dan Usaha Mikro dan Kecil

Akses KUMKM Pada Permodalan

- Wirau saha Pemula Yang Didukung Maodal Awal
Usaha (Start Up Capital)

Koperay yang diperkuat untuk pengembangan
usaha melalw kemitroan

- Bvalua s dampak Pemberian Modal Awal Usaha

- Skema UMKM bisnis stort up melalw LPDB

www.peraturan.go.id
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KUMKM diperkuat dengan dona codangan
melalul bantuan pemerintah

Penerapan Peraturan Perundangan di Bidang Koperasi dan UMKM

Meningkatnya penerapan peraturan perundang-
undangan

- Analisis / evalua § peraturan perundangan

www.peraturan.go.id

- Soslalisasi peraturan perundongan bagl koperasi
dan UMK M

- Dokumen tasi peraturan perundang -undang an

Periuasan dan Peningkatan Akses Pemasaran

Meningkatnya Promosi Dan Pemasaran Dalam
Negeri

- Promod dan pemasaran dokam neger)

Meningkatnya Promosi dan Pemasaran Luar
Negeri

- Jumiah KUKM yang mengikuti pameran luar
negeri

Meningkatnya Fasilitasi penerapan e-commerce

- Jumlah KUXM yang difaslitasi penerapan e-
commerce

Pengembangan Kemitraan dan Kerjasama Investasi

Meningkatnya profesionalisme dan keberlan jutan
usaha UMKM dan koperasi

Kopera 9 dan Usaha Mikro dan Kecl [KUMK)
yang difaslitas kemitraan dengan Usaha
Menengah don Besar (UMB)

- KUMK yong diperkuat dalom kemitroan rantal
nilai /p asok

g

Pemantauan dan Evaluasi Kemitraan KUMK
dengan UMB

g
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Berkembangnya wirausaha baru yang berpotensi
tumbuh nalk kelas

- Peserta pemasyarakatan kewirau sa hoon

1.500

Meningkatnya ratio jJumlah wirausaha dan
mampu tumbuh menjadi usaha yang
berkelanjutan dengan skala yang lebih besar

Jumlah Peserta pelatihan kewira usahaon

5300

peningkatan Kualitas

DM Koperasi

Meningkatnya kualitas SOM koperasi dan UKM
dalam mendukung usaha koperasi dan UKM yang
berkelanjutan

Pelatihan Perkopérasian bogl Pengurus dan
Manajer Koperasi

- Peserta pelatihan vocational

5000

5500

- Pelatihan Perkoperasion Syariah bagi Pengurus
dan Manajer Koperasl

2500

Pengembangan Standardisasi dan Sertifikasi SOM KUKM

Meningkatnya kualitas dan jangkauan diklat
UMKMK dalam mendukung perbaikan kualitas
SDM UMKMK

- Jumlah SDM kopero s don UXM yang difasiitasi
medalul SKXNI

Jumioh Peserta pelotihan pengelola LKM
berbasis kompetens

- Jumlah Peserta pelatihan manafemen berbass
kompetens

~ Jumlah SXKNI ya ng dikembangkan

Peningkatan Standardisasi Mutu dan Sertifikasi Produk

www.peraturan.go.id
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Meningkatnya kualitas dan daya saing produk
UMKM dan koperasi

KUMKM yang difa 9 itasi Stond arisasi Mutu dan
Sertifikasi Produk untuk meningkatkan niiai
tambah dan mendukung Pariwisata

- KUMKM yan g difa slitas! stondarisasi mutu dan
sertifikasi Prod uk potensial ekspor

1000

1.000

Meningkatnya KUMKM yang difasilitasi
standarisasi mutu dan sertifikasi produk untuk
eskpor

- Jumlah KUMKM yang difasiitasi sta ndarisas)
muty dan sertifikasi produk un tuk eskpor

1.500

Peningkatan Daya Saing Koperasi dan UMKM Melalui Layanan Usaha
lerpadu

Meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan
usaha terpadu KUMKM dalam rangka mendukung
promaosi citra produk, pusat promosi dan pameran,
serta pendam pingan bagi koperasi dan UMKM

- Sarana prasarana layanan usaha terpodu

- Fasdita s dan Monev layanan usaha terpadu

- Penguatan Kelembagoon dan Pendamping PLUT

Pengelolaan Dana Bergulir

Meningkatnya volume dan kualitas penyaluran
dana bergulir bagi KUMKM

- Analisg Penyoluron Dana Bergulir

12.000

Meningkatnya dukungan Manajemen dan Sarana
Prasarana

- Jumich dukungan Mang jemen dan Serana
Prosarana

Layanan Pemasaran Bagi Koperasi dan UMKM

Meningkatnya peran LLP sebagai trading house
KUMKM dalam rangka mendukung pemasaran dan
promosi produk dalam negeri secara terpadu

www.peraturan.go.id




2020, No. 764

-73-

.‘lsl%.g.u

(Quick Wins)

- Trading Hou se Koperasi dan UMKM

Fasilita s promosi dan pemasaran produk
KUMKM dan Dukungan Manajemen Layanan
Perkantoran

- Dukungan Manajemen dan Layanan
Peskantoran

Terselenggaranya Sarana dan Prasarana
Perkantoran

- Terseleng goranya Soraona daon Prasarana
Perkantoran

Pengembangan Investasl Usaha

Meningkatnya profesionalisme dan keberlanjutan
usaha UMKM dan koperasi

Koperas dan UMKM yang difasiitasi kerjasama
Imvestos

- Fasllita s Pencad ongan Usaha bagi KUMKM

§

- Koperas yang difa sitasi sistem resi gudang

=&

Pem etaan Kondisidan

Peluang Usaha KUMKM

Meningkatnya kualitas skema dan jangkauan
usaha koperasi dan UMKM secara berkelanjutan

- Penerapan dan pemetaan early waming system
R:z:. restrukturisasi usaha koperasi dan UMK M

§

- Penerapan stond ardisasi restrukturisas usaha
koperasi dan UMKM

g

Penerapan skema restrukturisasi usaha koperasi
dan UMKM

Penguatan Koperasi dan UMKM di Bidang Keuangan Syariah

Kapasitas dan Jangkauan Layanan Pembiayaan /

Keuangan Syariah

www.peraturan.go.id
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Regula y kebijakan usaha simpan pinfam dan
pembiayaan oleh koperasi dengan prinsip
syanoh

- Kenjg Sama Usaha Antar Lembaga Pembiayaan /
Keuangan Syanah

- KSPPS/USPPS Koperasi yang terfosiitas) iterasi
dan penumbuhannya

M

Penguatan manajemen koperasi melalui Dewan
Pengawas Syanah Koperasi yang memperoleh
bantuan sertifikat DSN MU/

150

- Pendayogunaan Sumber - Sumber Pemblayaan
Syariah

Wivau saha baru yang didampingi dari dana
Dswaf KSPPSAUSPPS Koperas

M0

Perlindungan Usaha KUMKM

Meningkatnya pengembangan usaha koperasi dan
UMKM yang berkelanjutan

- Koperas dan UMKM yang difasiitas) advoka s
manajemen dan kevangan

- Koperas dan UMKM yang didampingi dolam
penanganan dampa k g lobal sas)

Kopera s dan UMKM yang difosilitasi
penanganan dampak bencana

- Registrasi pengusaho skala mikro dan kecll

Penelitian dan Pengkajian Kebijakan di Bidang Koperasidan UMKM

Meningkatnya jumiah dan kualitas rekomendasi
dari hasil penelitian yang dapat ditindaklanjuti
untuk perbaikan kebijakan, program dan kegiatan
di bidang UMKM dan koperasi

- Peneliian don pengkajion koperasi

- Penelitian dan pengkajian UMKM

- Penelitian dan pengkajian Sumber Daya

www.peraturan.go.id
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Program Penguatan Kelembagaan Kaperasi

Meningkatnya Kinerja Kelembagaan dan Usaha
Ko perasi

- Persentase Koperasi (induk/Na sonal,
sekunder/provinsi, Primer Kab/Xota yang
memilik) kategor sehat/berkualitas)

Meningkatnya Kinerja Kelembagaan dan Usaha
Koperasi

- Portisiposi Anggoto Koperas) dalam Permodalan

Penguatan Usaha Simpan Pinjam Koperasi

Peningkatan Kualitas dan Jangkauan Usaha Simpan

Pinjam Koperasi

« Regulay kebijakan usaha simpan pinjam oleh
koperas)

- Pengembangan Kerjasama Antar Usaha Simpan
Pinjam xwluﬁaa

- KSPAUSP Koperasi yang diperkuat kelembagaan
dan usohanye

- Penguaton mana jemen koperasi meloly)
Pengelola KSP/KSPPS yang memperoleh bantuan
sertfikasi SKKNJ

- Advokasi Uteras! dan Penumbuhan Usaoha
Simpan Pinjam oleh Kop erasi

- Advokasi kerja sama antar usaha simpan pinjam
koperas|

- KSPJUSP Koperaos) yang terodvokasi
kelembaga an dan usahanyo

www.peraturan.go.id
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Penataan Organisasi dan Badan Hukum Koperasi

Meningkatnya kualitas kelembagaan koperasi
melalul penataan organisasi dan badan hukum
koperasi

- Penatoan badan hukum, anggaran dasar 1

erasl. dan ljin usaha koperas
- Penggabungan, Peleburan dan Pembubaran i
Koperas
Sosialisasi don Fasilitosi Akta Pendirion Kopera § 200
yang anggo tanya darl peng usaha mikro
- Tindak Lanjut Penggabungan, Peleburan dan 1
Pembubaran Koperasi
Peningkatan Keanggotaan Kop erasi

Peningkatan keanggotaan koperasi
- Kaderisas Perkoperasion di Kalangan Pemuda 5

{Lab Perkoperasian)
- Advokasi partis pasi anggota dalom permod alan 200

dan usaha koperasi
- Advokasi partis pasi pengawasan oleh anggola 2o

Pemeriksaan Kelembagaan Koperasi

Jumilah pemeriksaan kelembagaan koperasi

- Pemeriksaon Orgonisas), Kinerja don Loporan X
Kewangan

Peningkatan Tata Laksana Koperasi dan UMKM

Terlaksananya peningkatan tatalaksana koperasi

dan UMKM

- Peningkatan manajemen koperas) perkotoan 350
dan perdesoan

- Penerapan tata kelola UMK yang balk 00

www.peraturan.go.id
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- Penerapan advolkasi akuntobilita s kop erasi

Penguatan Kontribusi Gerakan Koperasi

Meningkatnya kualitas keanggotaaan koperasi dan
tata kelola KUMKM

« Rewitolisn & Koperasi Perdesaan

- Promos dan Advokasi Anggota Koperas)

- Janngan Usaha Koperasi

- Dukungan Kegiatan DEXOPIN, DEXOPINWIL,
DEXOPINDA

Penerapan Kepatuhan

Koperasi

Meningkatnya kepatuhan koperasi

- Peneropan Sistem dan Kiiteria Kepatuhan
Koperas

Penilaian Kualitas dan

Kesehatan Kelem bagaan dan Usaha Koperasi

Jumiah Penilalan Kesehatan Usaha Simpan Pinjam
Koperasi

- Penliaian Kesehatan Usaha Simpan Pinjam
Koperas

Pemeriksaan Usaha Simpan Pinjam

Jumiah Pemeriksaan Usaha Simpan Pinjam
Koperasi

Pemeriksaan Koperas)

- Pemerikszan Usoha Simpan Pinjom Konvensional X
Penanganan Rekomendasi Pasca Pemeriksaan Koperasl dan Usaha Simpan
Pinjam

Pemantauan dan Penanganan Tindak Lanjut Hasil

Pem erlksaan Koperasi

- Penanganan don Pemantauan Hasi 25

Program Peningkatan Penghidupan Berkelanjutan Berbasis Usaha Mikro

www.peraturan.go.id
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Meningkatnya Koperas! dun UMKM yang Berbasis

Usaha Mikro

- Persentase jumlah tenoga kerja UMKM (rato-
rota/tahun )

55

- Persentase Koperasi (Induk/Na s onal,
Sekunder/Proving, Primer Xob. /Koto yang
memiliki kategor sehat /berkualita s

- Persentase jumiah wirausaha nasional

10.000

Meningkatnya Koperasi dan UMKM yang
Berbashks Usaha Mikro.

- Persentase kontribu g Koperasi dan UMEM
dalam pembentukan PDB (rato-rata/tahun)

- Persentase Kontribusi UMXM dan Ko peras|
dolom ekspor non-migas {roto-rgta/ta hun)

25

- Persentase kontnbus UMKM dan Koperasi
dalam investa s (rata-rata/tahun)

105

- Pertumbuhan Produktivites UMKM [rata-
rata/tahun)

- Proporsi UMKM yang mengakses pembiayoan
formal

- Jumlah UMKM dan Koperas! yang menerapkan
standardisasi mutu dan sert ifikasi produk

2000

- Portisipasi anggota koperasi dalam permod alon

- Pertumbuhan jumbah anggota koperasi

B

- Pertumbuhan volme usoha koperasi

&

www.peraturan.go.id
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Perkebunan

guatan Sistem Bisnis Koperasi/Sentra Usaha Mikro di Sektor Pertanian

Meningkatnya pengembangan, produktivitas dan
keberlanjutan pengusahaan produk unggulan
daerah berbasis koperasi/sentra usaha mikrodi
Sektor Pertanian dan Perkebunan

- Koperas/Sentra Usoha Mikro bidang Pertanian
dan perkebunan yang diperkuat kapasitas
usghanya melalui kemitroan

Petemakan

guatan Sistem Bisnis Koperasi/Sentra Usaha Mikro di Sektor Perikanan

Meningkatnya pengembangan, produktivitas dan
keberfanjutan pengusahaan produk unggulan
daerah berbasis koperasi/sentra usaha mikro di
sektor Perikanan dan Peternakan

- Jumiah Koperas /UKM yang diperku ot kopa stas
usaha meka i kemitroan

Meningkatnya Koperasi JUKM sektor peternakan
dan pengolahan yang diperkuat kapasitas
usahanya melalui kemitraan

- Jumiah Koperas /JUKM sektor peternakan dan

pengolo han yang diperkuat kopa sitas usehanya
melalui kemitraan

Pengembangan SOM Usaha Mikro, Kecil dan Koperasi

Meningkatnya kualitas SOM usaha mikro dalam
men jalankan dan mengembangkan usahanya
secara berkelanjutan

- SDM KUKM yang mendapat fasiitasi magang

- Fasiita s ide usaha melalul kompet's don
inkubas)

Peningkatan Akses KUMKM pada Asuransi, Penjaminan dan Pasar Modal
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Meningkatnya Akses KUMKM pada Asuransi,
Penjaminan dan Pasar Modal

- Penumbuhan dan penguatan kembaga
Penjaminan Kredit Daerah

- Usaha Mikro Sektor Prioritas Yang Dida mping/
Mengakses dan Mengelola Pembia yaan/Kredit
XUR

15.000

Usaha Mikro Yang Mendapat Pendampingon
Sertifikasi Tanah

15245

Koperas yang dapat mengokses fasiitasi
Asurans)

- Koperas dan Usaha Menengah Yong
Mendapatkan Akses Pendanaan Malalui Pasar
Modal

Ban Jasa

Penguatan Sistem Bisnis Koperasi Sentra Usaha Mikro di Sektor Industri

Meningkatnya pengembangan, produktivitas dan
keberlanjutan pengusahaan produk unggulan
daerah berbasis koperasi/sentra usaha mikrodi
sektor Industri dan Jasa

- Koperas [Sentra Usaha Mikro bidang Industr
dan jasa yang diperkuat kapasitas usahanya
melal Kemitraan

- Koperas Sentra Usaha Mikro Industr dan Jasa
rkuat sistem bisnis

Meningkatnya Koperasi /UKM sektor industri
kreatif dan pengelolaan yang diperkuat kapasitas
usahanya melalui kemitraan

- Meningkatnya Koperasi/UKM sektor industr)
kreatlf dan pengelolaan yong diperkuat
kop asitas usohanyo melalul kemitraan

Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemasaran Bagi Usaha Mikro
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Ta!l.i..l. ‘t«awﬂ%u me)/Sasaran Kegiatan

Meningkatnya akses pemasaran usaha informal
dan fungsi pasar rakyat yang direvitalisasi

- Revitalisas pasar rakyat yang dikelola koperas)
di daerah tertinggal, perbatasan don pasca
bencana

Pedagang skala mikro informal / pedagang kak)
lima yang difasiitasi penataan lokas! dan
promos

- Revitalisa s pasar rakyat yang dikelola koperasi

Meningkatnya akses pemasaran usaha informal
dan fungsi pasar rakyat yang direvitalisasi di
Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Pasca
Bendana

Meningkatnya pedagang Skala Mikro
Informal/Pedagang Kaki Lima yang Difasilitasi
Penataan Lokasi, Sarana Usaha dan Promosi di
Daerah

Penyuluhan dan Pendampingan Perkoperasian

Meningkatnya penyuluhan dan pendampingan
perkoperasian

- Jumiah Pengembangan Petugas Penyuluh
Koperas Lapangan Melalui Pendampingan
Kopera s

1.235

Jumiah Penambahan Petugas Penyuluh Koperasi
Lopangan

- Jumlah Penyuluhan Perkoperasian Kepoda
Kelom, Masyaraka t Stra tegls

150

8

- Jumlch Xoperas yang Mendapatkan Pembinaan
tentang Kad erisas)

&
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Fabel 4.8 Kerangla Pandsnaan Tahun 2021
= N e T . | Temet [ Tuts

[KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM
Terciptanya Koperasi dan UMKM dalam perluasan
kesempatan kerja serta pemerataan pendapatan
- Perswentase jumlah tenaga kerja UMKM 55
- Persentase Koperas) (Induk/Nasional, 100
Sekunder/Provinsi, Primer Xab/Xota yang
memiliki _&RE §0Rv|n;§..5t
- Persentase jumlah wirausaha nasional 10.000
Terwujudnya Koperasi dan UMKM dalam
mendorong pertumbuhan ekonomi serta
pengentasan kemiskinan
- Persentase kontribus) Koperasi dan UMKM 7
dalam pembentukan PDB {rata-rata/tahun)
- Persentase Kontribusi UMKM dan Koperasi 7
dalam ekspor non-migas (rata-rata/tohun )
- Persentase kontribusi UMXM dan Ko peras! 185
dalam in vestasi (rata-rata/tohun)
- Pertumbuhan Produktivitas UMKM {rata - 5
rata/tahun)

- Proparsi UMKM yang mengakses pembloyaan 25
Sformal target RPIJMN (%)

Terwujudnya Kementerian Koperasi dan UKM yang

Profesional dan Berkinerja Tinggl

- Indeks reformas Birokrasi, Kementerian 8
Xoperasidan UXM

- Nilgi akunta bilitas kinerja Kementerion Koperas) &
dan UKM

Program Dukungan Manajemen
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Meningkatnya efektivitas manajemen
Kementerian Koperasi dan UMKM

- Indeks Reformas Birokras), Kementerian
Koperasidan UKM

- Nika) Akun tabilita s Kinerja Kementerion Koperas
dan UKM

« Persentase kontribusi Koperasi dan UMKM
dalam pembentukan PDB {rata-rata/tabun)

UKM

|Penyusunan Perencanaan Program/Kegiatan Kementerian Koperasi dan

Meningkatnya kualitas rencana program dan
keglatan Kementerian KUKM

- Rencona Program/kegiatan Kementerion
Koperas) dan UXM

- Forum Sinkronisasi X ebflakan dan Kerjasama
Program Antar Pemangku Kepentingan

[Manitoring, Evaluasl, Pelaporan, dan Kerasama Teknik

Meningkatnya kualitas dan keterpaduan
pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan kerjasama
Internasional

« Pemantauan don Eveluasi Program Bidang
KUMKM

- Kerjasama Internasional dl bidang koperasidan
U MEM

- Peningkatan kapa s'tas kelem bagaan PUG

Pelaksanaan, Penatausahaan dan Pelaporan Anggaran dan BMN

_ Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan dan
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Program/ Keglatan

Sasaran Program (Outcome) /Sasaran Kegiatan
{Output)/indikator

Barang Milik Negara

- Kinerfo Pelaksanaan Anggaran

Pelaporan Kewangan

- Borang Milik Negara

- Layanan Perkantoran

Layanan Operasional Menteri

|

Pusat dan Daerah

|Penyelenggaraan Pemeriksaan dan Pengawasan Pelaksanaan Anggaran

Terpenuhinya layanan pemeriksaan di pusat dan
daerah

Ha ¥ Pemeriksaan dan Pengawasan
Pelaksanoan Anggaron di Pusat dan Daerah

|Peningkatan Kompetensi SOM Aparatur dan Adm inistrasi Kepegawaian

Terdaksananya Layanan Manajemen SDM Aparatur
Kementerian Koperasi dan UKM

- Pendidikan dan Pelatihan Struktural dan
Fungsional

- Pembinaan dan pembeka lan kompetens) SOM
Aparatur

- Kerjosama Peningkatan SDM Aparatur

- Layanan administra s ke pegawalkan

- Tando jaso /penghargaan/ kehormatan

- Reformasi birokro s

- Penyebaran informasi, penyuuhan dan
pembinoan a paratwr

- Perumusan ba han telaahan dan rekomendasi
pimpinan

Penyelenggaraan Ketatausahaan

Meningkatnya Kualitas Ketatausahaan dan
Layanan Perkantoran

- Operasional Perkantoran dan Layanan Pimpinan

Penyelenggaraan Organisasi dan Totoloksana

www.peraturan.go.id
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Eselon )

[program/ Kegiatan | S359/an Program (Outcome) /Saaran Kegiatan [Tamet T Avokasi (dalam juta cupiah] | Unt Organisasi
{0u! Indikator 2021 | 2021 Pelaksana

-~ Penyelenggaraan dan Layanan Persuratan 12

- Penyelenggaraan dan Pelayanan Kearsipan 12

- Penyelenggaraan Xetatou sa haan Menteri dan 12

|Penyelenggaraan kehumasan dan advokasi hukum

Terlaksananya Layanan Hukum

- Advoka § Hukum

Terlaksananya Layanan Hubungan Masyarakat dan
Kom unikasi

- Kehumasan

- Open goverment Informasi program dan
kegiatan Kementerian Xoperasi dan UKM

|Koordinasi Penyusunan Regulasi Koperasi dan UMKM

Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Regulasi
Koperasi dan UMKM

- Terdaksananya Koordinasi Penyusunan Reg ulasi
Koperosi dan UMKM

- Meningkatn ya kualitas pelayanan hukum

[Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan dan Monev Urusan Kelembagaan

Terlaksananya Koordinasi perencanaan,
pelaksanaan dan monev kelembagaan

- Koordinasi Perencanaan, Pengonggaran dan
Pela ksanaan

Monev, data dan pengembangan aparatin

- Layanan Internal

[Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan dan Monev Urusan Pembiayaan

Kualitas, keterpaduan dan kelengkapan
perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi,
serta pelaporan urusan pembiayaan

- Pelaksanaan Perencanoan, Program dan
Anggaran, pelaporan dan keglatan urusan
umum serta Sstem informasi pembiayaan
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Peloksanaan

rdinasi P

, Pelaks danM Urusan Produksidan

[Pemasaran

Meningkatnya kualitas, keterpaduan dan
kelengkapan pemantauan, evaluasi, pelaporan,
serta kerjasama teknik

- Koovrdinas! perencanaan, pelaksanoan dan
monev urusan Produks) dan Pemasaran

- Monev, data dan pengembangon aparatur

Pengelolaan Layonan urmum dan kevangan

Usaha

rdinasi Perencanaan, Pelaksanaan dan Monev Urusan Restrukturisasi

Tedaksananya Koordinasi, Perencanaan,
Pelaksanaan dan Monev Urusan Restrukturisasi
Usaha

- Jumioh Xoord inasi Perencanaan, Pelaksanaan
dan Monev Urusan Restruktunsasi Usaha

ﬁoar.on Perencanaan, Pelaksanaan dan Monev Urusan Pengembangan
M

Terlaksananya Koordinasi Perencanaan,
Pelaksanaan dan Monev Urusan Pengembangan
SOM

« Jumiah Koord inasi Perencanoan, Pelaksanaan
dan Monev Urusan Pengembangan SOM

erasi

rdinasi Perencanaan, Pelaksanaan dan Monev Urusan Pengawasan

Layanan Internal Deputi Bidang Pengawasan

- Layanan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

- Layanan Kevangan dan Tatausaha

- Jabaton Fungsional Pengaw as Koperasi

- Partis pasi Dalam Forum APEC dan Kenjasama

dengan Korea

[Pengembangan Sistem Informasi dan Data

_ Meningkatnya kelengkapan dan kualitas sistem
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informasi dan data Koperasi dan UMKM

- Database Koperasidan UMKM

- Sistem Jaringan Informa s

- Indeks Reformas Birokros|, Kementerion
Koperasi dan UKM

|Pengadaan Sarana Prasarana Kantor Kementerian Koperasi dan UKM

Terpenwhinya Sarana dan Prasarana di
Kementerian Koperasi dan UKM

- Peningkatan Sorana dan Prasarana Kementerion
Koperasi dan UXM

[Sarana Prasarana LLP-KUKM

Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Gedung dan
Bangunan

- Penyedioan Sorana dan Praserona Perkantoron

2500

- Layanan Perkantoran

12

|Program Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi
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Terwujudnya Daya Saing dan Kontribusi UMKM
dan Koperasi dalam Perekonomian

- Persentase Jumlah Tenaga Kerja UMKM

55

- Persentase Koperasi (Induk/Nasional,
Sekunder/Provinsi, Primer Kab /Kota yang
memil & kategori sehot/berkwalitas

- Jumiah wirau sa ha nasional

33

lawo

Terwujudnya Daya Saing dan Kontribusi UMKM
dan Koperasi dalam Perekonom lan

- Persentase Kontribusi Koperasi dan UMKM
dalam Pembentukan PDB (rato-rata/tahun

- Persentase Kontribusi UMKM dan Koperasl
dalom ckspor non-migas (rata-rata/tahun)

7.5

- Persentase kontribusi UMKM dan Koperasi
dalam investosi (ratavata/tahun)

1.5

« Pertumbuhon Produktivitas UMKM ( ratg -
rata/tahun)

- Proporsi UMKM yang mengakses pembloyaan
Jformal

25

- Jumlah UMKM dan Koperasl yang menerapkan
sto ndardisasi mutu dan sertifikasi

- Partis pas) anggota koperas! dalkam permodalan

- Pertumbuhan Jumioh anggota kop erasi

55
10

- Pertumbuhon volume usaha koperasi

15

www.peraturan.go.id
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. , ‘Sasaran Program (Outcome) /Sasaran Kegiatan A [ Tamet —_Alakasi (dalam Juta rupiah} Organisasi

Daerah

- Petugas penyuluh koperas! lapangan (PPKL) 1035

- Operasional PLUT di Daerah 66

- Fas\litosi Pameran don Promos! K UMKM di 4
Doerah

- Perencanoan program Kementerion Koperas! 12
dan UXM

- Monitoring dan evaluasi kéglatan strotegis 10

- Pengembangan data KUMKM 10

- Satuan tugas pengawa san koperas) 212
Monitoring dan Insentlf Pendamping in Usaha 185.000
Mikro dan Xecl] {IUMK) di Daeroh

Penguatan Koperasi dan UMKM Yang Menghasilkan Produk Ramah

lingkungan

Meningkatnya pengem bangan usaha produktif

oleh koperasi melalui pemanfaatan energi

terbarukan

- Jumlah Koperasi yang didamping) dalam 30
peng emba ngan eco tourism

asan Pembiayaan dan Jasa Keuangan Non Bank dan Advokasi

jakan Bagi Koperasi dan UMKM

Kapasitas dan Jangkauan Layanan Keuangan Non

Bank Bagi KUMKM

- Penumbuhan dan Penguatan Badan Layanan &
Umum Doerah

- Advoka s Perpajakan 750

~ Desain skema pembiayaan KUMKM 3w

- Pengembangan skema resi gudang melalyl 50
pembigyaan LPDB KUMYKM

Fasilitasi Permodalan Koperasi dan Usaha Mikro dan Kecil

Akses KUMKM Pada Permodalan

- Wirausaha Pemula Yang Did ukung Modal Awal 4135
Usoha (Start Up Capital)
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« Koperasiyang diperkuat untuk pengembangon
usoho melalui kemitraon

Evaluasi dampak Pemberian Modal Awal Usaho

~ Skema UMKM bisnis start up melalw LPDB
KUMKM diperkuat dengan dana codangan
melal W bantuan pemerintah

3135
56

Penerapan Peraturan Perundangan di Bidang Koperasi dan UMKM

Meningkatnya penerapan peraturan perundang-
undangan

- Anallsis / evaluasl peraturan perundangan

25

- Soslalisasi peraturan perundangan bagl ko perasi
dan UMKM

34

- Dokumento § peraturan perundang-undangan

10

|Perluasan dan Peningkatan Akses Pemasaran

Meningkatnya Promosi Dan Pemasaran Dalam
Negeri

- Promosi dan pemasaran dolam negerl

sa

Meningkatnya Promosi dan Pemasaran Luar
Negeri

- Jumiah K UXM yong mengikut) pameran luar
negeri

50

Meningkatnya Fasilitasi penerapan e-comm erce

- Jumilah K UKM yang difasiitasi penerapan &
commerce

500

|Pengembangan Kemitraan dan Kerjasama Investasi

Meningkatnya profesionalisme dan keberlanjutan
usaha UMKM dan koperasi

- Koperosi dan Usaha Mikro dan Kecl) (KUMK)
yang difaslitas) kemitroan dengan Usaha
Menengah dan Besar (UMB)

Sa0

KUMK yang diperkuat dalam kemitraan rantol

500

www.peraturan.go.id
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; _ . , . A ) . — Alokasi (dalam Juta rupiah} !
miloi/pasok

- Pemantauan dan Evaluasi Kemitraan KUMK s
dengan UMB

embangan Kewirausahaan

Berkembangnya wirausaha baru yang berpotensi
tum buh naik kelas

- Peserta pemasyarakatan kewirausahaan 1500
Meningkatnya ratio jumlah wirausaha dan
mampu tumbuh menjadi usaha yang
berkelanjutan dengan skala yang lebih besar

- Jumlah Peserta pelathan kewirausahaon 5300
Peningkatan Kualitas SOM Koperasi

Meningkatnya kualitas SOM koperasidan UKM
dalam mendukung usaha koperasi dan UKM yang
berkelanjutan

- Pelatihan Perkopera s an bagl Pengurus dan 5000
Manaojer Koperasi

- Pesenta pelatihan vocationa! 5500

- Pelathan Perkopera sian Syarioh bagl Pengurus 2500

dan Manajer Koperasi
|Pengembangan Standardisasi dan Sertifikasi SDM KUKM

Meningkatnya kualitas dan Jangkauan diklat
UMKMK dalam mendukung perbaikan kualitas
SDM UMKMK
- Jumlah SOM ko perasi dan UKM yang difasiitasi 10w
melalwi SKKNJ
- Jumlah Peserta pelatihan pengelola LKM 1020
berbasis kompetens)
« Jumiah Peserta pelatihan monajemen berbasis 720
kompetens!
- Jumiak SKKNI yang dikembanghan 1
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. - : . ) . - — _ _— — _
[Peningkatan Standardisasi Mutu dan Sertifikasi Produk [ ‘ 7.454 | Deputi Bidang Produksi |

%N | DepUR) e
B nasaran

Meningkatnya kualitas dan daya saing produk

UMKM dan koperasi
KUMKM yang difaslitasi Standarisasi Mutu dan 1000
Sertifikasl Produk untuk meningkatkon nilal
tambah dan mendukung Pariwisata

- KUMKM yang difasiiitasi stand ansas! mutu don Lo00
sertifikasi Produk potensial ekspor

Meningkatnya KUMKM yang dif asilitasi

standarisasi mutu dan sertifikasi produk untuk

eskpor

- Jumiah KUMKM yang difasitas) stand ansas) isa
mutu dan sertifikasi produk untuk eskpor

Peningkatan Daya Saing Koperasi dan UMKM Melalui Layanan Usaha

Terpadu

Meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan
usaha terpadu KUMKM dalam rangka mendukung
promosi citra produk, pusat promosi dan pameran,
serta pendampingan bagi koperasidan UMKM

- Sarana prasaranc layonan uscha terpadu 70

- FasiWitasi dan Monev laya nan usaha terpady e

- Penguatan Kelembagoan dan Pendamping PLUT 73
|Pengelolaan Dana Bergulir

Meningkatnya volume dan kualitas penyaluran

dana bergulir bagi KUMKM

- Analisa Penyaluran Dang Berguiir 12m0

Meningkatnya dukungan Manajemen dan Sarana

Prasarana

- Jumiah d ukungan Manajemen dan Sarana 69

Prasarana

Layanan Pemasaran Bagl Koperasi dan UMKM
Meningkatnya peran LLP sebagai trading house
KUMKM dalam rangka mendukung pemasaran dan

www.peraturan.go.id
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[Program Kegiatan {Output)/Indikator dot :
promosi produk dalam negeri secara terpadu
{Quick Wins)
Trading House Xoperasi dan UMKM 2500
- Fasiitas) promos) don pemasaran produk i2
KUMKM dan Duk unga n Manajemen Layanan
Perkantoran
- Dukungan Manajemen dan Layanan 12
Perkon toran
Terselenggaranya Sarana dan Prasarana
Perkantoran
- Terselenggaronya Sarana dan Prasarana 1
Perkantoran
Pengembangan Investasi Usaha

Meningkatnya profesionalisme dan keberlanjutan

usaha UMKM dan koperasi
- Koperasi dan UMKM yang difasiitasi kernasama a0
Investas)

- Fasilitas) Pencadan gan Usaha ba gl KUMKM 200
- Koperasi yang difasilitasi sistem resi gudang 4
|Pemetaan Kondisi dan Peluang Usaha KUMKM

Meningkatnya kualitas skema dan jangkauan
usaha koperasi dan UMKM secara berkelanjutan

Penerapan dan pemetaan early warning system e
un tuk restruktunsa s usaha koperasi dan UMKM

- Penerapan standardisasi restruktunsas! usoha 00
koperas dan UMXM

- Peneropan skema restruktwisa sl usaha koperasl 150
dan UMKM

Penguatan Koperasi dan UMKM di Bidang Keuangan Syariah

Kapasitas dan Jangkauan Layanan Pembiayaan /
Keuangan Syariah
Regulas) kebijokan usaha simpan pinjam dan 3
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[Program Kegiatan

{Output)/indikator

pembiayoan oleh koperasi dengan prinsp
sya riah

- Kerja Sama Usaha Antar Lembaga Pembiayoan /
Kewa ngan Syarich

KSPPS/USPPS Koperas) yong tesfasilitasi literasi
dan penumbuhonmya

- Penguatan manajemen koperas meloki Dewan
Pengawas Syarioh Koperosi yang memperoleh
bantuan sertfikat DSN ML

300

150

- Pend ayagunaan Sumber - Sumber Pembia yaan
Syariah

- Wirausahe baru yang didampingi dari dena
Ziswaf KSPPS/USPPS Koperas)

Jn

Ao

|Perfindungan Usaha KUMKM

Meningkatnya pengem bangan usaha koperasi dan
UMKM yang berkelanjutan

- Koperasi dan UMKM yang difasiitasi a dvokasi
manajemen dan kewang an

100

Koperasidan UMKM yang didampingl dakam
penanganan dampak glo balisas)

- Koperasi dan UMKM yang difasiitas)
penanganan dampak bencana

100

Ry

- Registro® pengusaha skalke mikro dan kecil

5500

Penelitian dan Pengkajian Kebijakan di Bidang Koperasi dan UMKM

Meningkatnya jumiah dan kualitas rekomendasi
darihasil penelitian yang dapat ditindaklanjuti
untuk perbaikan kebijakan, program dan kegiatan
di En!ﬁc-sxz_ dan koperasi

~ Penelition dan pengkajian kopésasi

- Penclitian dan pengkaian UMKM

- Penelitian dan pengkaian Sumber Daya

Program Penguatan Kelembagaan Koperasi
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Meningkatnya Kinerja Kelembagaan dan Usaba

Kop eras|

- Persentase Koperasi [Induk/Naslonal,
sekunder/provinsg, Primer Kah/Kota yang
memilil kate, schat/berkualitas)

Meningkatnya Kinerja Kelembagaan dan Usaha

Koperasi

- Partis pasi Anggoto Koperas dalam Permodo lan

Penguatan Usaha Simpan Pinjam Koperasi

Peningkatan Kualitas dan Jangkauan Usaha Simpan

Pinjam Koperasi

- Regulasi kebijakan usaha simpan pinjam oleh 3
koperas

- Pengembangon Kerjasama Antar Usaha Simpan 3
Pinjam Koperas

- KSP/USP K operasi yang diperkuat kelembagaan 300
da n usahanya

- Penguatan manajemen koperas melalul 500
Pengelola KSP/KSPPS yang memperoleh bantuan
sertfikas SKKNI

- Advokasi Literasi dan Penumbuhan Usaha S0
Simpan Pinjam oleh Kopera sy

- Advoko s kerja sama antar usaha simpan pinjam
koperas

- KSP/USP K operasi yong teradvokasi
kelembagoan dan U sohonya

taan Organisasi dan Badan Hukum Koperasi

| Meningkatnya kualitas kelembagaan koperasi
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melalui penataan organisasi dan badan hukum
koperasi
- Penataan badan hukum, anggaran dasar 1
koperas, dan jin usaha koperas|
- Penggabungan, Peleburan dan Pembubaran 200
Ko perasi
- Sosialisa si dan Fasilitasi Akta Pendirian Koperasi 200
yang anggotanya dari pengusaha mikro
- Tindak Lanjut Penggabungan, Peleb uran dan 1
Pembubaron Kopera s
Peningkatan Keanggotaan Koperasi

vg.ﬂ:.!. ..ég koperasi
- Kadensasl Perkoperasian di Kalang on Pemuda 5

(Lab Perkoperasian)
- Advokas partisipas anggota dalam permodalan 20

dan usaha koperasi
- Advokas partisipas pengawasan oleh anggota 200
Pemeriksaan Kelembagaan Koperasi

Jumlah pemeriksaan kelembagaan koperasi

- Pemeriksoan Organisas), Kineria dan Laporan 20
Keuangan

Peningkatan Tata Laksana Koperasi dan UMKM

Teraksananya peningkatan tatalaksana koperasi

dan UMKM

- Peningkatan manajemen koperasi perkotaan iso
dan perdesaan

- Penerapan tata kelola UMK yang baik 3w

- Penerapan advokas! akuntabilitas koperas 3w

Penguatan Kontribusi Gerakan Koperasi

Meningkatnya kualitas keanggotaaan koperasidan
tata kelola KUMKM

www.peraturan.go.id
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- Revitalisasi Koperas Perdesaan

- Promosi dan Advoka st Anggota Koperas)

- Jaringan Usoha Xoperas)

- Dukungan Kegiatan DEXOPIN, DEXOPINWIL,
DEXOPINDA

|Penerapan Kepatuhan Koperasi

Meningkatnya kepatuhan koperasi

« Penerapan Sistem dan Kriteria Kepa twhan
Koperas)

20

|Penilalan Kualitas dan

Kesehatan Kelembagaan dan Usaha Koperasi

Jumlah Penilaian Kesehatan Usaha Simpan Pinjam
Koperasi

- Penilalan Kesehatan Usaha Simpan Pinjam
xobn:hu__

e

|Pemeriksaan Usaha Simpan Pinjam

Jumlah Pemeriksaan Usaha Simpan Pinjam
Koperasi

- Pemeriksaan Usaha Smpan Pinfam Konvensional

20

ﬂn‘:-!!. Rekomendasi Pasca Pemeriksaan Koperasi dan Usaha Simpan
jam

Pemantauan dan Penanganan Tindak Lanjut Hasil
Pemeriksaan Koperasi

- Penanganan dan Peman tauan Hasll
Pemeriksaan Kopera s

25

|Program Peningkatan

Penghidupan Berkelanjutan Berbasis Usaha Mikro

www.peraturan.go.id
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Meningkatnya Koperasi dan UMKM yang Berbasis
Usaha Mikro

- Persentase Jumlah tenaga kerja UMKM {ratoa-
rata/tahun)

- Persentase Koperas! (Induk/Nasional,
Sekunder /Provinsi, Primer XKab/Xota yang
memiliki kategor! sehat/berkualitos

Persentase jumlah wirausaha nasionoal

Meningkatnya Koperasi dan UMKM yang
Berbasis Usaha Mikro

Persentase kontribusi Koperasi dan UMKM
dalam pembentukon POB {rata-rata/tahun)

- Persentase Kontnbusi UMKM don Koperasi
dalam ekspor non-migas (rata-rata/tahun)

- Persentase kontribusi UMKM dan Ko peros)
dalam investas) (rata .EG\—QE:N

- Pertumbuhan Produktivitas UMKM (rata -
rata/tahun)

~ Proporsi UMKM yang mengakses pembiayaan
Sformal

- Jumiah UMKM dan Kop erasl yang menerapkon
standardisas) mutu dan sertifika s produk

25

200

- Portis pasi anggota koperasi dalom permodalan

55

~ Pertumbuhaon jumiah anggota kopesasi

- Pertumbuhan volume usaha kop erasi

10
18

|dan Perkebunan

|Penguatan Sistem Bisnis Koperasi/Sentra Usaha Mikro di Sektor Pertanian

Meningkatnya pengem bangan, produktivitas dan
keberlanjutan pengusahaan produk unggulan
daerah berbasis koperasi/sentra usaha mikro di
Sektor Pertanian dan Perkebunan

www.peraturan.go.id
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- Koperasi/Sentra Usaha Mikro bidang Pertanian
dan perkebunan yang diperkuat kapasito s
usahanya melolw kemitroan

ﬁ.‘:ug Sistem Bisnis Koperasi/Sentra Usaha Mikro di Sektor Perikanan

Peternakan

Meningkatnya pengem bangan, produktivitas dan

keberlanjutan pengusahaan produk unggulan

daerah berbasis koperasi/sentra usaha mikro di

sektor Perlkanan dan Peternakan

- Jurnlah Koperasi/UX M yang diperkuat kapasitas 92
wsaha melkalu) kermitraan

Meningkatnya Koperasi/UKM sektor petemakan

dan pengolahan yang diperkuat kapasitas

usahanya Bn.h.i kem ltraan

- Jumiah Koperasy/UKXM sektor peternakan dan 35
pengolohan yang diperkuat kapasitas usahan ya
melalul kemitraan

|Pengembangan SOM Usaha Mikro, Kecil dan Koperasi

Meningkatnya kualitas SOM usaha mikro dalam
menjalankan dan mengembangkan usahanya
secara berkelanjutan

- SDOM KUKM yang mend apat fasiltasi magang 2500

- Fasilitasi ide usaha melalu kompetisi dan 3o
Inkubasi

[Peningkatan Akses KUMKM pada Asuransi, Penjaminan dan Pasar Modal

Meningkatnya Akses KUMKM pada Asuransi,
Penjaminan dan Pasar Modal
- Penumbuhan dan penguatan lembaga s

Penjaminan Kredit Daerah
- Usaha Mikro Sektor Prionitas Yang Didampingl 1500

www.peraturan.go.id
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Program / Keglatan

2!!:!ﬂﬂ“ﬂﬂ&f!&§il

Mengakses dan Mengelola Pemblayoan/Xredit
KUR

- Usaha Mikro Yang Mendapat Pendamping on
Sentificas Tanah

1545

Koperasi yang dopat mengakses fasilitasi
Aswans)

- Koperasi dan Usaha Menengoh Yang
Mendapatkan Akses Pendanaan Malalui Pasar
Modal

50

1o

|dan Jasa

Penguatan Sistem Bisnis Koperasi Sentra Usaha Mikro di Sektor Industri

Meningkatnya pengembangan, produktivitas dan
keberanjutan pengusahaan produk unggulan
daerah berbasis koperasi /sentra usaha mikro di
sektor Industridan Jasa

- Koperasi/Sentra Usaha Mikro bidang Industri
dan jasa yong diperkuat kapasitas usahanyo
mekalul Kemitraan

- Koperasi/Sentra Usaha M kro Industri dan Josa
yong diperkuat sistem bisnis

3o

20

Meningkatnya Koperasi/UKM sektor industri
kreatif dan pengelolaan yang diperkuat kapasitas
usahanya melalul kemitraan

Meningkatn ya Koperasi/UKM sektor indu st
kreatif dan pengelolaan yang diperkuat
rwhc,ia usaha nya melaki kemitroan

20

|Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemasaran Bagi Usaha Mikro

Meningkatnya akses pemasaran usaha informal
dan fungsi pasar rakyat yang direvitalis asi

- Revitolisasi pasar rakyat yang dikelolo koperasi
di deerah tertinggal, perbatasan dan pasca
bencana

- Pedagong skala mikro informal / pedogang kaki
Ima yang difasiitasi pencotoan lokasi dan
promosi

54

44

www.peraturan.go.id
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; _ , | T — Alokasi (dalam Juta rupiah)
Revitalisasi pasar rakyat yang dikelola koperasi 100

Meningkatnya akses pemasaran usaha informal
dan fungsl pasar rakyat yang direvitalisasi di
Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Pasca
Bendana

Meningkatnya pedagang Skala Mikro

Informal /Pedagang Kaki Lima yang Difasifitasi
Penataan Lokasi, Sarana Usaha dan Promosi di
Daerah

Penyuluhan dan Pendampingan Perkoperasian

Meningkatnya penyuluhan dan pendam pingan
perkoperasian

www.peraturan.go.id

- Jumloh Pengembangan Petugas Penyuluh 1235
Koperasi Lapang an Melalui Pendampingan
Koperas)

- Jumlah Penambahan Petugas Penyuluh Koperasi 150
Lapangan

- Jumlah Pen yulu han Perkoperasian K epoda s
xQoS.hx% Masyarakat Strategls

- Jumloh Koperasi yang Menda patkan Pembinaan 400
ten tang Koderisa §
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[KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM

Terwujudnya Koperasi yang
Modem

- Persentase Kontribus PDB
sektor Koperasi

Tabel 4.9 Keranpka Pendansan Tabun 2022-X124

« Jurnlah Ko perasi Mode|
Baru don Modem

1.000

1.000

~ Pertumbuhan Start-up
berbasis Xoperasi

1500

1500

3500

Terwujudnya UMKM yang
Mampu Bersaing di Pasar
Domestik dan Global

- Persentase Kontribus PD8
sektar UMKA

- Persentase Totol Nilgi
Ekspor UMKM

21,60

2150

21,60

- Persentase Total Investos)
UMKM

- Persentase UXM Na ik Kelas

63

63

63

- Pertumbuhan Tenago Kerja
UMEM

- Raso Xewirausahaan

10

395

10

3,95

10

155

Terwujudnya Kementerian
Koperasi dan UKM yang
profesional dan Berkinerja

Ninggi

- Indeks K ualitas Kebijakan
Pengembangan Koperasi
dan UMKM

- Indeks X epuasan
Masyarakat terhadap

www.peraturan.go.id
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Lokasi

Alokasi (dalom juta rupiah) |

Unit Organisasi Pelaksana

Program/X egiatan
Pengembangan Koperasi
dan UMKM

- Nilal Hasil Evoluas)
Peloksanaan
Program/Xeg latan
Pengembangan Koperasi
dan UMKM

- Indeks Profesionalisme ASN
Kementerian Koperasidaon
LUK

- Kualitas Integras/ Data don
Informas Pengembangan
Koperasi dan UMKM (%)

100

100

100

- Indeks Reformasi Birokrasi

- Tingkat Maturitas SPIP
Kapabiitas APIP

- Nokai Akuntabilitas XKinerja

- Opini BPX

Program Dukungan Manajemen

Meningkatnya Efektivitas
Manajemen dan Dukungan
Sars
Kementerian Koperasi dan
UMKM

AT AT

......

- Indeks kwalitas kebijakan
pengembangan Koperasi
daan UMKM

- Indeks kepuasan
masyarokat terhad ap
layanan pengembangan
Koperasi dan UMKM

- Rato-Rata Tingkat
Kepatuhan Doerah

terhadap Kebijakon Urusan

Tinggy/

Ninggl

Tingg)

www.peraturan.go.id
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Unit Organisasi Pelaksana

Koperasi dan UMKM

- Indeks profeslonalisme ASN
Kementerion Xoperasidan
UK M

50

Persentase Jumlah Unit
kerja di ingkungan
Kementerion Xoperasidan
UXM tenntegrasi dengan
sistem data dan in formasi

- Nilgl reformas birokras!
Kementerion Xoperasidan
UXM

10

80

1w

a0

- Tingkat Maturitas SPIP dan
Kapabilitas APIP
Kementerion Xoperasidan
UM KM

leweld

leveld

Nilal SAKIP Kementerian
Koperasl dan UKM

- Opini BPK atas laporan
kevangan Kementenan
Koperasi dan UKM

Jumlah Bulan Layanan
Sarana Perkantoran

12 Bin

12 Bin

12 8in

[Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan, Monev dan
lLayanan Sarana Prasarana Bidang Perkoperasian

Terlaksananya Koordinasi,

P , Pelak i
Monev dan Dukungan Sarana
Prasarana Urusan
Perkoperasian

- Koordinas! Perencanaan,
Peloksanaan, Monev dan
Layanan Sarana Prasarana
Bidang Perkoperasion

- Layanan Perkantoran

www.peraturan.go.id
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[Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan, Monev dan
Layanan Sarana Prasarana Bidang Usaha Mikro

Terlaksananya Koordinasi,
Perencanaan, Pelaksanaan,
Monev dan Dukungan Sarana
Prasarana Urusan Usaha
Mikro

) Unit Organisasi Pelaksana

« Koordinasi Perencanaan,
Pelaksanaan, Monev dan
Layanan Sarana Prasarana
Bidang Usaha Mikro

« Layanan Perkantoran

]

ordinasi Perencanaan, Pelaksanaan, Monev dan
yanan Sarana Prasarana Bidang Usaha Kecil dan

Terlaksananya Koordinasi,
Perencanaan, Pelaksanaan,
Monev dan Dukungan Sarana
Prasarana Urusan Usaha Kedl
dan Menengah

- Koordinasi Perencanaan,
Pelak sanaan, Monev dan
Layanan Sarana Prasarona
Bidong Usoha Kecl dan
Menengoh

- Layanan Perkantoraon

ordinasi Perencanaan, Pelaksanaan, Monev dan
Sarana Prasarana Bidang Kewirausahaan

Terlaksananya Koordinasi,
Perencanaan, Pelaksanaan,
Monev dan Dukungan Sarana
Prasarana Urusan
Kewirausahaan

- Koordinasi Perencanaan,
Pelaksanaan, Monev don

www.peraturan.go.id
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Layanan Sarona Prasarana
Bidong Kewlrausahoan

- Layanan Perkantoran

encanaan program/kegiatan, monitoring, evaluasi
pelaporan Kementerian Koperasidan UKM

Kualitas Perencanaan
program/kegiatan,
monitoring, evaluasi dan
pelaporan Kementeran
Koperasi dan UKM

- Layanan Perencanoan,
Pemantauan dan Evaluas!

|Pelaksanaan dan Pelaporan Keuangan

Kinerja Pengelolaan Keuangan

- Layanan Manajemen
Kewangan

yelenggaraan pemeriksaan dan pengawasan
aksanaan an. an pusat dan daerah

Akuntabllitas Kementerian
Koperasi dan UKM

- Layanan Awdit Intemal

ingkatan kompetensi SDM aparatur, Reformasi
irokrasi dan Pen nggaraan ketatausahaan

Kualitas dan kompetensi SDM
aparatur, Reformasi Birokrasi

dan Penyelenggaraan
ketatausahaan

- Layanan manajemen
Sumber Daya Manusa
({SDM) dan Layanan Umum

Layanan Rumah Tangga dan Sarana Prasarana
enterlan Koperasi dan UKM

Layanan Rumah Tangga dan
Sarana Prasarana untuk

www.peraturan.go.id
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Program

A

menunjang kegiatan di
Kementerian Koperasi dan
UKM

- Unit Layanan Pengadoan
(ULP) barang dan jasa
KUKM, Layanan Sarana dan
Prasarona Intemal dan
Perkantoran

12

12

[Kehumasan, Pengemb

angan Data, Informasi

Teknologi dan Penelitian Pengkajian

Kualitas informasi Publik
Kementerian Koperasi dan
UKM

Layanan Hukum, Hubungan
Masyarakat dan Informas),
Data dan In formasi,
Penelitian dan
Pengembangon

yusunan Regulasi,

kerjasama dalam dan luar

eri dan Penataan Organisasi Tata Kerja

Kualitas Regulasi, kerjasama
dalam dan luar negeri dan
Organisasi Tata Kerja
Kementerian Koperasi dan
UKM

- Koordinas! Penyusunan dan
Penataan Regulosi,
Layanan Kerjasama dalam
dan luar negen, dan
Penyelenggaraan
organsasi don totalaksana

Layanan Rumah ._.-._E- dan Sarana Prasarana BLU

Kualitas Layanan Rumah
Tangga dan Sarana Prasarana
untuk menunjang kegiatan
BLU

www.peraturan.go.id
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- Layanan Perkantoran

|Pengembangan Koperasi, UMKM dan Kewirausahaan

- Pertumbuhan start-up
berbasis koperas)

~ Persentase kontribusi PDB
sektor koperas)

- Persentase Total Nika)
Potensi Ekspor UMKM

17.28

19,44

21560

- Persentase Jumiah UKM
Na ik Kelas

135

25

- Pertumbuhan Jumlah
Tenaga UMKM

- Persentase Total Investasi
UMEM

- Persentase Kontrnbus PDB
Sektor UMKM

61

63,73

64,76

10

[Bidan Perkoperasian

erasl

gembangan kemitraan dan faringan usaha

Jumiah Koperasi Yang
Melakukan Kemitraan dan
Jaringan Usaha

- Penguatan Kemitraan
Koperas)

110

120

|Periuasan akses dan skema pemblayaan koperasi

www.peraturan.go.id
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Program

r

Peningkatan Akses
Pembiayaan Perkoperasian

- Sistem Péningkatan Akses
Pembiayaan Perkoperasian

Penerapan tata kelola
dern

dan manajemen koperasi yang

Jumlah Koperasi Modern

- Inovas Usaha Koperas)

75

atan kelembagaan dan akuntabilitas koperasi

Koperasi yang Sehat
Kelembagaannya dan
Meningkat Akuntabilitasnya

- Pengembangan Tatakelola
Manajemen dan

Akuntabllitas Koperas)

110000

1120.000

120,000

g:s.toautaﬁ?vﬂiigng
ingkatan kualitas SDM koperasi

Jumiah Peserta Peningkatan
kualitas SOM Perkoperasian

- Peninghkaton Xapasitas
Pengelola Koperas!

5.500

6.000

6000

perasi

guatan Kelembagaan, Pemerintah dan Gerakan

Jumiah Koperasi yang
Diperkuat melalui
DEKOPIN,DEKOPINWIL,
DEKOPINDA

- Dukungan kegiatan
koperas,
DEKOPIN,DEX OPINWIL
DEKOPINDA

1100

1.100

1100

[Bidang Usaha Mikro

T!.nﬁ.u: pengelolaan usaha mikro

| | Jumiah Usaha Mikro Yang

www.peraturan.go.id
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i

Terpetakan Potensidan
Peluang Usaha
« Peta Potensi dan Peuang 55.000 | 60.000 | 60.000
Usaha Mikro
kuatan fasilitasi pembiayaan usaha mikro dan
embangan investasi dan perlindungan usaha
Jumlah Usaha Mikro
Terfasilitasi Pembiayaan
« Fasilitasi Perlind ungon dan 2 4 4
Kerjasama Pemblayaan
Usahg Mikro
ingkatan Jaringan kemitraan dan akses pemasaran
a mikro

Jumiah Usaha Mikro

Terfasilitasi Pembiayaan

- Fasiitas) Perlind ungan dan 220 242 266
Kerjasama Pembiayaan

Usaho Mikro

Pendampingan dan peningkatan kualitas SDM usaha
imikro

Jumlah Peserta Peningkatan
Kapasitas SDM Usaha Mikro

- Pendampingan dan 220 242 266

Peningkotan X apasitas

SDM Usaha Mikro

|Penguatan produk usaha mikro

Jumlah Peserta Peningkatan

K tas SDM Usaha Mikro

- Pendampingan dan 55.000 | 60.000 | 60.000
Peningkatan Kaposita s
SOM Usaha Mkro

dang Usaha Kecil
Menengah
etaan peluang pasar ekspor (market inteligen)
Pengembangan sentra UKM berbasis kom oditi

www.peraturan.go.id
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Jumlah Produk UKM Yang
Ditingkatkan Peluang Pasar
dan Ekspor

- Fasiitosi Promosidan
Pemasaran Ekspor Produk
LK M

1

oduk skala nasional

ingkatan standardisasi mutu dan sertifikasi

dan intemasional

Jumlah Produk UKM Yang
Ditingkatkan Kapasitas dan
Muty Produknya

- Inovas My tu Produk UKM
berstandarisas)

11

12

engah

Peningkatan dan peruasan jaringan usaha kemitraan
akses pemasaran produk usaha kecildan

Sistem Perduasan Kemitraan
dan Jaringan UKM

- Produksi dan Kemitroan
untuk Perluasan
Pemasaran UKM

Fasilitasi pemblayaan usaha kecll dan menengah

Sistem Perluasan Akses
Pembiayaan UKM

- Sistem dan Perluasan
Pembiayaan Usaha UKM

UKM

dampingan, peningkatan kualitas SDM dan expert

Jumiah Peserta Peningkatan
Kualitas SOM Usaha Kecil dan

menengah

- Peningkatan Kompetensi
SDM Usaha Kecil dan

2.640

2.904

31

94

www.peraturan.go.id
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Program

r

Menengah

dang
rausahaan

Pem asyarakatan dan Sosiallsasi Kewirausahaan

Jumlah Peserta Penumbuhan
Wirausaha

- Penumbuhan dan
Pengembang an Wirausaha

2640

2.904

3194

ewlrausahaan sosial

|Pengembangan kewirausahaan termasuk

Jumiah Daerah Yang Iklim
Kewirausahaannya Kondusif

- Sinkronisa s
Pengembang on Reg ukas)
dan Kebijakan
Kewirausahaan

omp etensi

atihan kewirausahaan, vocational dan standarisasi

Jumiah Peserta Pelatihan dan
Standarisasi Kompetensi

- Pelatihan dan Fasilitisas)
Standardisasi dan
Sertifikasi SOM KUKM
berbasis Kompetens

5500

6.000

asilitasi magang wirausaha

Jumlah Peserta Pelatihan dan
Standarisasi Kompetensi

- Pelatihan dan Fasilitisasi
Standardisasi dan
Sertifikasi SOM KUKM
berbasis Xompetens

550

Pengembangan Inkubator Wirausaha

Jumlah Peserta Inkubasi

Wirausaha

www.peraturan.go.id
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Program/ Kegiatan

Lokasi

Unit Organisasi Pelaksana

Inkubasi Calon Wirausaha
untuk Penumbuhan
Wirausaha Baru

12.000

LPD B-KUMKM

Penyaluran Dana Bergulir Koperasi

Jumlah Penyaluran Dana
wimgsca.} Koperasi

- Penyaluran
Pinjaman Pembiayaan
Dana Bergulir LPD B-
KUMKM

13.230

151220

15.120

LLP-KUKM

Layanan Pemasaran KUKM

Jumlah KUKM Mitra yang
tedayani

- Promosi dan Pemasaran
Kop eras) dan UMKM

3300

3600

3.600
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BABYV
PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Kementenian Koperasi dan UKM tahun 2020-2024 adalah
dokumen perencanaan pembangunan 5 tahun, yang ditetapkan melalui Peraturan Menten
Koperasi dan UKM Nomor : ..../Per/M.KUKM/.../2020 tentang Rencana Strategis Kementerian
Koperasi dan UKM tahun 2020-2024, Renstra Kementerian Koperasi dan UKM juga merupakan
turunan dari Peraturan Presiden Nomor I8 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. Selain itu, dokumen ini juga dimaksudkan
dalam rangka menjalankan Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006.

Selanjutnya Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2020-2024
digunakan sebagai acuan perencansan, pelaksanaan, dan penilaian terhadap kinerja yang telah
ditetapkan. serta akan evaluasi secara berkala sesuai ketentuan yang berlaku.

Kemudian, apabila diwaktu mendatang diperlukan adanya perubahan maka akan dilakukan

penyempurnaan sebagaimana mestinya.

MENTERI KOPERASI DAN
USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TETEN MASDUKI
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